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Nama 

Program Studi 
Judul 

ABSTRAK 

Prihartati 
Kaj ian Ilmu Kepolisian 
Manajemen Sekuriti di Lingkungan Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 

Peneiitian ini dflakukan karena adanya tindak pidana pencurian yang 
berulangkali di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum 
dan HAM, yang merupakan tempat berlangsungnya proses belajar meogajar bagi 

pegawai Departemen Hukum dan HAM. Bahkan telah terjadl percobaan 
perkosaan terhadap salah seorang peserta pendidilum, ha! tersebut menunjukkan 

bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki manajemen 
sekuriti yang masih buruk dan rentan terhadap tindak kejahatan. Kondisi tersebut 
didukung dengan kondisi dimana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
belum memiliki kebijakan khusus terkait dengan sekuriti (pengamanan}, Sehingga 

peneliti tertarik untuk rnengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen sekuriti 
saat ini, serta yang tcpa.t untuk diterapkan di Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tentang pelaksanaan 

manajemen sekuriti saat ini serta mengetahui faktor yang mengbambat dan 

manajemen sekuriti yang tepat untuk Badan Pengembangan Sumbcr Daya 

Manus.ia. ditinjau rlari aspek kebijakan sekuriti, personil, dan pengukuran 

sekuri.ti. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuatitatif dengan pendekatan 

manajerial, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 5 

(lima) informan dan observasi lapangan, scrta dokumen terkait. Teori yang 
digunakan adalah teori manajemen sekuriti yang efektif (Effective Security) dad 
Butterworths dan 16 (enam betas) teknik pengurangan kesempatan milik Ronald 

V, Clarke. Serta dikornbinasikan denga.n analisa SWOT (Strenght, Wee/mess, 
Opportunity, 17Jrearh) untuk menemukan manajemen sekuriti idea) bagi Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Kesimpulan dari hasil penelitian adalab manajemen sekuriti yang 

diterapkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum mandiri dan 

cenderung bersifat kuratif, belum memiliki kebijakan sekuriti, dengan personil di 

luar organisasi, serta pemanfuatan dan pengelolaan surnbet daya sekuriti yang 

bclum makslmal. Manajemen sekuriti yang sesuai untuk Badan Pengembangan 

Sumbcr Daya Maousia adaluh manajemen sekuriti mandiri dan rnendayagunakan 

peran komunltas me!alui tanggungjawab bersama terhadap keamammlingkungan 

(mengarah pada corporate social responsibility atau C/:J'R) 
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Untuk menjalank:an manajemen sekuriti mandiri dan optimalisasi peran 

komunitas, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 
perlu memiiiki kebijakan pengamanan yang disesuaikan dengan tujuan organisasi 
dan kewenangan yang mandirl, serta melakukan peningkatan pengawasan melalui 
peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan dan peningkatan 
kedisiplinan seluruh kornunitas Badan Pengembangan Sumbcr Daya Manusia 
Huklii11 dan HAM. 
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ABSTRACT 

Name : Prihartati 
Concentration : Study of Police Force 
Title : Security Management in Human Resources Development Agency of 

Law and Human Rights 

This research is conducted because Human Resources Development Agency of Law 
and Human Rights, a place where the employees of the Department of Law and 
Human Rights get through the teaching-learning process, has many times meed 
crimes, especially stealing. Even a rape also almost happened in this agency. These 
problems show that Human Resources Development Agency of Law and Human 
Rights has a lack of security management that easily leads to crimes. The cause of 
such condition is Human Resources Development Agency of Law and Human Rights 
has not had a certain policy related to security. Therefore, the researcher is interested 
in figuring out the method of the security management applied today and finding the 
appropriate security management fur Human Resources Development Agency ofLaw 
and Human Rights. 

The aim of this research is to describe the application of security management today, 
to know factors that block the application, and to fiod the appropriate security 
management fur Human Resources Development Agency ofLaw and Human Rights, 
on the basis of several aspects, namely a security policy, pemonnel, and security 
assessment. 

This research is qualitative with a managerial approach, Data is collected through 
interviews with five Jnformants and from a field observation and related documents. 
Theories used in this research are a theory of effective security management by 
Butterworths and 16 techniques of opportunity elimination by Ronald V. Clarke, 
combined with an analysis of SWOT (SJ;ength, Weakness, Opportunity, and Threat) 
in order to find the ideal security management for Human Resources Development 
Agency of Law and Human Rights. 

nus research ends with a conclusion that the security management applied in Human 
Resources Development Agency of Law and Human Rights j,s: not independent and 
tends to be curative, Moreover~ the agency does not have a security policy. with 
personnel outside the organization, In addition, the use and the management of 
security resource is not maximum. Then, the appropriate security management for 
Human Resources Development Agency of Law and Human Rights is the one which 
is independent and enable to empower a society's role by giving responsibility for an 
environment security (directs to Corporate Social Responsibility or CSR). 

In order to obtain the independent security management and to maximize the society's 
role, Human Resources Development Agency of Law and Human Rights needs to 
have the security policy Jn line with the organization's goals and an independent 
authority, also to improve supervision through betterment of quality and quantity of 
security officers and discipline improvement of the whole community Human 
Resources Development Agency of Law and Human Rights. 
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1.1 Latar Belakang 

BABl 
PENDAHULUAN 

l 

Tulisan ini merupakan hasil penelitian mengenai Analisis Manajemen 

Sekuriti di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan 

HAM Gandul Cinere, Depok dengan fokus pada unsur manajemen sekuriti yang 

meliputi kebijakan sekuriti, personil, dan pengukuran sekuriti. 

Badan Pengembangan Surnber Daya Manusia Hukum dan HAM 

merupakan salah satu unit eseion I di lingk:unga.n Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia RI yang memiliki tugas poknk untuk melaksanakan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Kampusnya yang terletak di keluraban Gandul Jakarta Selatan, merupakao lokasi 

yang sangat asri dengan kontur tanah yang berbnkit di alas lahan seluas ± II ha. 

Bentuk bangunan yang ·ada menyesuaikan kontur tanah sehingga tetap terpelihara 

keasrian dan perbukitan yang ada, Iingkungan yang sejuk sangat cocok untuk 

pelaksanaan proses belajar mengajar (pendidikan dan pelatihan) bagi pegawai di 

lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI. 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang juga 

sering disebut sebagai "Kampus Pengayoman" merupakan tempat pusat mendidik 

dan melatih pegawai Departemen Hukum dan HAM yang memiliki tujuan untuk 

menghasilkan kader Departemen Hukum dan HAM yang berwibawa dan memiliki 

intogritas yang tinggi sehingga dapat mewujudkan penegakkan hukum dalam 

penyelenggaraan negara. Sebagai suatu organisasi, Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Hukurn dan HAM memiliki program-program yang dibuat 

sebagai metoda dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiHki untuk mencapal 

tujuan organisasi. Proses dari perencanaan program hingga pada pe1aksanaannya 

disebut sebagai manajemen, seperti yang dinyatakan oleh Stoner, Freeman, dan 

Gilbert dalam bukunya yang be~udul Manajemen (1995;7) yang menyebutkan : 

Universitas lndonesra 

Manajemen Sekuriti..., Prihartati, Pascasarjana UI, 2009



2 

"'manajemen rnerupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, 
memimpin, dan mengendalikan pelrerjaan anggota organisasi dan 
menggunak:an semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran 
organisasi yang telah ditetapkan." 

Proses yang dijalankan oleh or:ganisasi Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Hukum dan HAM tersebut di atas, diatur dalam ketentuan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan. dalam hal ini berkaitan dengan sega!a 

rincian tentang pembagian tuga.s dan struktur organisasi te!ah di atur dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.09-PR07.10 Talmn 2007 

tanggal20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kelja Departemen Hukum dan 

HAMRI. 

Dengan dernikian dapat diartikan habwa proses tersebut dija!ankan dengan 

pengelolaan atau pengatumn (manajemeo) tertentu yang se:suai dengan fimg&i 

manajerial. Aktivitas manajerial itu sendiri daJam suatu organisasi menurut Henri 

Fayol terdiri dari 6 fungsi utarna. Salah satu fungsi tersebut adalah fungsi 

keamanan. Keenam fungsi tersebut adalah: (dalam McCrie, 2001:12) 

a. Teknis (berupa rekayasa, produksi, manufnktur, adaptasi, dan 

sebagainya) 

b. Komersi! (berupa pembelian, penjualan dan sebagainya) 

c. Finansial (mencari cara untuk menggunakan modal/aset secara 

optimal) 

d. Akunting (menjalankan fungsi-fungsi kenangan) 

e, ManajeriaJ (berupa penetapan sasara~ anaJlsa dan perencanaan, 

pengorganisasian, pendelegasian tugas dan pengawasan) 

f Pengamanan (berupa perlindungan terhadap aset-aset fisik dan 

sumber daya manusia). 

Demikian pula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan 

HAM sebagai sebuah organisasi juga menjalankan fungsi manajerial tersebut 

dalam pelnksanaan tuga.s pokoknya, dimana salah satu bagian atau unit kerja yang 

ikut menunjang keberbasilan sistem tersebut ada1ah bagian pengamanan karena 

sebagai organisasi yang dikhususkan untuk pendidikan dan pelatihan, BPSDM 

Hukum dan HAM harus mampu menciptakan suasana dan kondisi lingkungan 

Universitas Indonesia 
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yang kondusif bagi penyelenggaraan proses belajar dan berlatih bagi pegawaL 

Disitulah bagian pengamanan (sekuriti) memiliki peranan penting terkait dengan 

tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Pengamanan (sekuriti) sebagai unsur penunjang kegiatan helajar mengajar 

rnerupakan salah satu kebutuhan dari 5 kebutuban mariusia yang barns dipenuhi 

sebelum ia mencapai pada tingkat kebutuban yang paling tinggl yaitu aktualisasi 

diri. Kebutuhan yang paling mendasar harus dipenuhi terlebih dahulu, dan sekuriti 

merupakan kebutuban mendasar kedua setelah fisiologis, sesuai dengan tingkatan 

kebutuhan manusia menumt Maslow (1954;87) berikot ini: 

(!) Kebutuhan fisiologis, bampir semua kebutuhan dasar manusia 
kebutuban akan pemeliharaan biologis, makan, minum, dan 
kesejahteraan fisik. 

(2) Kebutuhao sekuriti, yaitu kebutuban akan perlindungan dan 
kepastian dalarn kehidupan sebari-bari. 

(3) Kebutuban sosial, yaitu kebutuban akan kl!sib sayang, rasa memiliki 
dalarn hubungan dengan orang lain. 

(4) Kebutuban harga diri secara penuh, yaitu kebutuhan akan harga diri 
dimata orang lain, penghormatan prestise, harga difl kemampuan 
diri dan dianggap ahli. 

(5) Kebutuhan aktualisasi diri, adalah tingkat kebutuban yang paling 
tinggi, yaitu kebutuban akan "pencapaian pribadi (self fulfilment)" 
berkembang dan menggunakan kemampuannya. 

Ciwtas akademika (pegawa~ peserta, dan pengbuni) Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusla Huk:urn dan HAM dapat menghasilkan idnerja maupun 

prestasi yang optimal secara profusional sebagai bentuk aktualisasi diri apabila 

kebutuhan mendasar telah terpenuhi. Kebutuban akan rasa aman merupakan 

kebutuban mendasar kedua setelah kebutuhan fisiologis dalam hirarki Maslow 

yang juga harus d1penufri agar tercapai pemenuhan kebutuhan aktualisasi dUi Jika 

kondisi tidak aman maka kondisi beJajar mengajar menjadi tidak kondusif dan hal 

tersebut akan menghambat pencapaian prestasi dan kinelja yang optimal, dengan 

kata lain tujuan pendidikan maupun pelatihan tidak dapat tercapai. Untuk itu 

diperlukan manajemen sekuriti yang sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan 

Badan Pengembangan Sumbec Daya Manusia Hukum dan HAM. 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sendiri, 

dinflai belum melaksanakan manajemen sekuriti sebagaimana mestinya,. di lihat 
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dari sisi kebijakan pengamanan sampai saat ini belum ada yang dikeluarkan dan 

memiliki kekuatan hukurn tetap. Kebijakan yang dikcluarkan oleh pihak Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia berka.itan dengan tindak kejahatan yang 

terjadi. cenderung bersifat, reaktif sebagai bentuk penanganan terhadap kejahatan 

yang terjadi, pencegahan kejahatan dilakukan di tempat-tempat ataupun pihakR 

pihak yang terlibat setelah terjadinya kasus pencurian maupun perkosaan. selama 

belum terjadi kasus kejahatan di tempat tertentu maka tidak akan ada perubahan 

ataupun upaya tertentu sebagai strategi terhadap pencegahan kejahatan. Dan 

sebagian besar kasus pencurian, tindak lanjut terhadap upaya penangkapan peJaku 

selalu gagaL Hlngga sampaj saat inf satu pun kasus pencurian tidak dapat 

dipecahkan, k:ecuali untuk kasus percobaan perkosaan. 

Kebijakan pengamanan yang dilakukan pibak Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusla Hukurn dan HAM merupakan tindak lanjut penanganan terhadap 

tempat kejadian peristiwa (TKP). Hal ini menunjukkan bahwa Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia belum memiliki rnanajemen sekuriti yang 

berstandar tetap, selain itu, juga didukung oleh penanganan yang buruk terhadap 

kasus kejahatan dimana pelaku pencurian belum pernah tertangkap. 

Kondisl tersebut di atas ditambah lagi dengan kedudukan petugas 

pengamanan yang secara strukturnl berada di bawah Biro U!num Departemen 

Hokum dan HAM. Dlmana petugas pengamanan bukan merupakan bagian dad 

pegawai Badan Pcngembangan Sumbcr Daya. Manusia, sehingga cenderung 

membatasi diri dalam melak.sanaka.n tugas, kewenangan yang diberikan kepada 

petugas pengamanan berasaf dari Biro Umum dan tidak memiliki hirarki 

kewenangan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia., sehingga 

terbatas untuk bersikap tangga.p terbadap penanganan kasus kejahatan yang 

terjadi dj Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pada akhimya kinerja 

yang dilakukan hanya sebagai penjaga dan pengawas, namun untuk penanganan 

kasus kejahatan yang terjadl diserabkan sepenuhnya kep.ada Bagian Umum Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan demikian, kinerja petugas 

pengamanan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi tidak 

efcktif Pcngnmanan yang dilakukan hanya meliputi pengawasan dan penjagaan 

namun untuk strategi pencegahan yang diterapkan belum maksimaL Hal tersebut 

Universitas Indonesia 

Manajemen Sekuriti..., Prihartati, Pascasarjana UI, 2009



5 

dapat dibuktikan dengan beberapa peristiwa tindak kejahatan yang pernah terjadi, 

terutama sekali kasus pencurian yang terjadi berulang-ulang dan belum ada 

tindak !an jut dalam penyelcsaiannya. 

Pencurian telah terjadi semenjak Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Hukum dan HAM masih memiliki nomenklatur Pusat Pendldikan dan 

Pelatihan Pegawai (Pusdiklat) Departemen Hukum dan HAM Rl, yang 

merupakan saJah satu unit eselon II di Iingkungan Departemen Hukum dan HAM 

Rl, yaitu semenjak tahun 1999. Tempat kejadian yang paling sering terjadi 

pencurian adalah di kantor BPSDM Hukum dan HAM sebanyak 7 kali, dan 

kerugian terbanyak adalah pada saat terjadi pencurian I 0 (sepuluh) unit komputer 

sekaligus pada Juni 2008 yang merupakan fasi!itas penunjang dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatHum. Pencurian lO (sepuluh) unit komputer 

lersebut dlperkirakan teljadi antara pukul 04.00 WIB, pencuri membawa barang 

pencuriannya melalul pagar depan Badan Pcngembangan Sumber daya Manusia 

Hukum dan HAM di bagian tengah dimana tepat disamping kanan (selatan) papan 

nomenklatur Badan Pengembangan Somber Daya Manusia Hukum dan HAM. 

Dimana, sam ping kanan dan kiri papan nomenklatur tersebut terdapat celah yang 

lebamya kurang lebih 60 em, sehingga cukup untuk menerobos orang dewasa 

sekalipun. Setelah tetjadinya peristhva tersebut, disamping papan nomenklatur 

ditutup dengan tembok sehlngga- tidak ada akses penerobosan melalui lubang 

pagar. 

Pencurian juga terjadi berulangkali di perumahan dinas (pemukiman} dj 

lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HA.\.1. 

Yang paling sering adalah di perumahan Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan 

Kcbijakan. Yang menarik disinl adalah posisi rumah tersebut relatif dekat dengan 

pos penjagaan pintu gerbang utama, sebelah selatan bagian depan Badan 

Pengemb:angan Sumber Daya Manusla 1--lukum dan HAM, yaitu dibelakang pos 

penjagaao ynng dipisahkan oteb Rumah Dinas Kepala Badan Pcngembangan 

Sumber Daya Manusia. Dengan kontur tanah dibagian selatan yang hampir sama 

dengan pos penjagaan seharusnya rnemberikan peluang pengawasan yang lebih 

optimal dari petugns pengamanan. Setelah peristiwa pencurian yang terja.di 
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beberapa kali, akhimya pihak Badan pengembangan Sumber Daya Manusia 

Hukum dan HAM membangun pagar bagi rumah dinas tersebut yaitu rli bagia.n 

timur (berupa tembok dengan pintu pagar besi di bagian utaranya) dan ulara 

rumab dinas (berupa pagar besi), karena di bagian barat telah tertutup oleh pagar 

depan dan bagian selatan berbatasan dengan tembok pembatas Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Pagar tersebut tidak 

terlalu tinggi ± 1,5 meter, sehingga cuk.up mudah untuk dilalui akan tetapi jika 

seseorang memanjat pagar dimaksi.ld akan terlihat sangat mencolok sehingga 

membuat seseorang berflkir kern bali untuk melakukan pencurian, 

Yang tidak kalab mcnarik yaltu kasus pencurian seperangkat Air 

Conditioner (AC) yang terjadi di kantor Pusat Kajian dan Pengembangan 

Kebijakan. meliputi indoor dan outdoor. Para pelaku melakukan penoopotan AC 

tersebut bajk didalam maupun di luar ruangan dengan leluasa tanpa ada satu orang 

pun yang peduli atau perhatian. Pelaku masuk ke dalam lingkungan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Mamusia dengan mengendarai mobil kljangpick up 

dan tidak ada satu orang pUn petugas jaga yang menanyakan identitas pada saat di 

pintu masuk. Pelaku masuk dengan Jeluasa dan Jangsung melakukan pencopotan 

AC, dan kctika (<.eluar tidak ada petugas pengamanan yang menaruh curiga, 

karena akses keluar masuk lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia mcmang sangat bebas. Siapapun bisa bebas masuk dan keluar tanpa 

melalui pemerik.saan terlebih dahu[u di pintu gerbang utama sebelah selatan, 

padahal di pintu gerbang inilah terdapat pos penjagaan dan merupakan satu

satunya akses ke!uar masuk. Setelah peristiwa tersebut, pihak Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia menerapkan suatu kebijakan bahwa setiap 

orang yang membawa barang lnventads kantor harus memiliki surat ljin tertentu 

dari Ke:pala Bagian Rumah Tangga untuk membawa barang lersebut keluar dari 

Hngkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan cara tersebut 

diharapkan petu£as pengamanan untuk mengontrol akses keluar barang-barang 

dari lingkungan Badan Sumber Daya Manusia, schingga dapat rnencegah 

seseorang membawa barang-barang (curian) keluar rnelalui pintu gerbang utarna. 
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Pencurian yang terjadi di Ungkungan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia sering terjadi pada hari Jumat, pada saat melaksanakan shalat jumat. 

Disini mengidentifikaslkan bahwa ada kemungkinan pelaku pencurian adalah 

orang dalam~ artinya yang merupakan bagian dari komunitas di Hngkungan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hokum dan HAM, yang telah mengetahui 

kebiasaan di lingkungan tersebut. Ketika kesempatan tercipta maka niat jahat pun 

dllaksanakan. Namun demikian tidak menutup kemungkir18II pula pencurian yang 

tcrjadt dilakukan o1eh penduduk luar akibat akses masuk yang mudah terjangkau. 

Selain kasus pencurian, di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Hukum dan HAM juga pernah terjadi kasus percobaan perkosaan 

terhadap sa.lah seorang peserta didik, yaitu salah satu taruni Akademi lmigrasi. 

Kasus percobaan perkosaan terjadi hanya sekali dan itu dilakukan pada saat 

istirahat siang, pelaku adaJah salah srorang pekerja (kuli bangunan) yang sedang 

mengerjakan renovasi asrama latihan VI yang posisi11ya berada tepat disebelah 

selatan Asrarna Pendidika:n VI yang merupakan asrama untuk taruni Ak:ademi 

Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi (pada saat kejadian tetjadi). Diduga 

pelaku dalam keadaan mabuk sctelah rninum minuman kerns dan masuk ke kamar 

salah satu taruni yang bcrada di lantai dasar dengan melalui koridor belakang 

kamar yang hanya memiliki dinding sebatas p[nggang orang dewasa (90 em) 

sehingga mudah sekali bagi seseorang untuk me1ewati pagar tersebut. Pelak:u 

memasuki kamar (aruni melalui jende1a yang pada saat itu tidak terkunci. Namun 

sebelum melakukan niat jahatnya, korban terbangun dad tidumya dan sempat 

menendang pelaku sembari berteriak, sehingga pelalcu terpental dan penghuni 

kamar lainnya berhamburan menuju kamar korban, dan sebagian Iari memanggil 

taruna. Pelaku berhasil dltangkap sebari kemudian oleh taruna dan diserahkan 

kepada pihak kepolisisan. 

Dari beberapa kejadian tindak pidana ter.sebut di atas, maka dapat kita 

ketahui bahwa di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Hokum dan HAM telah terjadi tindak pidana pcncurian yang terjadi berulang kali 

bahkan dltcmpat yang sama dapat terjadi hingga 7 (tujuh) kali pencurian, bahkan 

pemah terjadi kasus percobaan pcrkosaan. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa 

lingkungan Badan Pengcmbangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 
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merupakan lingkungan yang rawan terjadi-tindak pidana. Kondisi yang kondusif 

belum dapat tercipta dengan maksimal. 

1.2 Permasalahan 

Manajemen strategi yang diiaksanakan di Ungkungan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM belum berjalan 

sebagaimana mestinya, dimana petugas pengamanan yang seharusnya memi1iki 

tanggung jawab dan kewenangan da1arn melakukan pencegahan dan penanganan 

kejahatan, <fi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pctugas pengamanan 

hanya sebatas pada upaya pencegahan dengan melakukan penjagaan dan 

pengawasan lingkungan. Tugas tersebut pun belum rnaksimal karena terbukti 

dengan terjadinya tindak pidana pencurian dan percobaan perkosaan dt Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusla. 

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum memiliki 

kebijakan khusus terkait dengan pclaksanaan pengamanan di Badan 

Pengembangan Sumbcr Daya Manusia. baik penceg:ahan maupun penanganan 

terhadap tindak kejahatan. Hal tersebut didukung dengan kedudukan petugas 

pengamanan yang bukan merupakan pegawai Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia. sehingga kurang mcmiliki ikatan ra.<;a memiliki dan tanggung 

jawab ferhadap lingkungan tempat menjalankan tugas. demikian pula dari 

pegawai yang menganggap pengamanan Iingk:ungan merupakan tanggung jawab 

petugas pengamanan saj.a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusla 

memlliki petugas pengamanan dan komunitas yang jumlahnya sangat besar 

namun belum dikelola dengan boik untuk mendukung pelaksanaan pengamanan 

Jingkungannya. Unluk ltu diperlukan suatu manajemen sekuriti yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusla agar 

kondisi yang kondusifbagi proses belajar mengajar dapat tercipta. 

Berdasarkan pennasalahan _ di atas, maka pertanyaan penelitian yang 

diajukan penulis adalah : 

L Bagaimnnakab penerapan mauajemen sekuriti yang diterapkan di 

lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama ini? 
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2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarnanan di 

llngkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ht1kum dan 

HAM? 

3. Manajemen sekuriti yang bagaimanakah yang tepat untuk diterapkao di 

lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar dapat 

menciptakan tingkungan yang kondusif bagi proses belajar dan berlatih 

pegawai? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Dengan melihat Jatar be!akang dan pokok masalah tersebut diatas, serta 

dalam upaya memberikan saran atau input terhadap pelaksanaan pengamanan di 

Jingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusla, maka yang menjadi 

tujuan dalam peneHtian ini adalah ; 

I. Menganalisa tentang pelaksanaan manajemen sekuriti sebagai salah satu 

unsur yang penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Badan Pengcmbangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. 

2. Mengetahui kendala-kendala yang menghambat pclaksanaan tugas 

pengamanan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Hukum dan HAM. 

3. Mengetahui manajemen sekuriti yang sesuai dan tepat untuk diterapkan di 

Ilngkungan Badan Pengembangan ·Sumber Daya Manusia Hukum dan 

HAM. 

1.4 Manfaat'Penelitian 

D;dam penclitian ini sebagaimana dalam tujuan peneHtian di atas maka 

manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini -adalah : 

1. Secam akademis diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Tlmu 

Kepolisian, khususnya kajlan manajemeo sekuriti, menambah pengetahuan 

tentang stralegl dan manajemen pengamanan (sekuriti) terutama terkait 

dengan pengamanan di Jingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia yang sarat dcngan karakteristik baik geografis maupun fisH~ 

bangum:m, dalam rangka menciptakan suasana dan kondisi yang kondusifbagi 
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pelaksanaan proses kegiatan pendidikan dan peJatihan bagi pegawai 

Dcpartemen Hukum dan HAM RI 

2. Secara praktis adala.h diharapkan penelitian ini menjadi bahan masukan bagi 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka pelaksanaan 

tugas pokok dan Cungsinya sebagai organisasi pencetak kader aparatur 

penegak hukum yang profesional, khususnya terkait penanganan 

permasalahan pengarnanan sebagai salah satu bagian yang dapat menunjang 

kebethasilan pelaksanaan kegiatan belajar dan berlatih. 

1.5 Tata Urut Penulisan 

Untuk mendapatkan ha.<.:H penuHsan yang sistematis maka penulis membagi 

menjadi Hma bagian penulisan yaitu : 

Br'\B I Pendahuluan yang berisikon Latar Belakang, 

Pennasalaha~ Tujuan Penulisan, Signifikasi Peneiitian. 

dan Tata Urut Penulisan 

BAB II 

BAB lll 

BABIV 

Tinjauan kepuslakaan yang menguralkan kerangka 

pikir yang bersumber dari penelitian terdahulu, teori

teori atau konsep-konsep dari berbagai literature 

dimana konsep yang ada disini adalah tentang 

manajemen sekuriti. Juga akan disajikan metode 

penelitian yang digunakan~ meliputi pendekatan 

penelitian, bentuk penelitian, teknik pengumpulan data. 

teknik analisis data, dan keterbatasan penelitian. 

Di dalam bab ini peouHs akan menguraikan tentang 

gambaran umum lokasi penelitian yaitu Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi 

sejarah singkat dan kondisi bangunan, visi misi, denah, 

struktur organisasi, dan komunitas yang ada di 

dalamnya. 

Berisi rentang peJaksanaan manajemen sekuriti dl 

Badan Pcngembangan Sumber Daya Manusia 
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BABY 

BABY! 

II 

Analisis manajemen sekuriti di Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dan menemukan faktor-faktor 

penghambat dalam peiaksanaannya. 

Penutup berisikan tentang kesimpulan dari penulis dan 

mengemukakan saran~saran. 
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BAB2 
TINJAUAN KEPUSTAKAAN DAN 

METODE PENELITIAN 

12 

Pada Bab 2 ini akan diuraikan tentling teori-teori yang berkaitan dengan 

pencegahan kejahatan dan manajemen selruriti, serta basil penelilian terdabulu 

sebagai perbandingan dalam mengana1isa fenomena yang terjadi. Selain itu juga 

akan diuraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitiat~ meliputi : 

pendekatan peneliti~ bentuk penelitian, metode dan strategi peneliti~ 

informan, lokasi penelitian, serta keterbatasan peneiitian. 

2.1 Tinjauan Kepustakaan 

2.1.1 Penelitian Terdahulu 

Masalah pengamanan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya 

menunjang kegiatan suatu organisasi (proses) berjalan deogan baik dan lancar 

sehingga tujuan organisasi dapat tancapai Pengamanan dilakukan dalatn rangka 

pencegahan tetjadinya tindak pidana atau kejahatan di suatu lingkungan. Untuk itu 

perlu pengelolaan yang tepa! terbadap sumber daya yang dimiliki dalam 

peJaksanaan pengamanan (manajemen), Beberapa penelitian terdahulu tentang 

pencegahan kejahatan dan manajemen sekuriti akan diuraikan sebagai gambaran 

tingkat kaharuan dari penelitian yang dilalrukan o!eb penulis, 

Pada tahun 2001 dilalrukan penelitian tentang peru:egaban kejahatan 

melalui desain linglrungan yang dila!rukan oleh Dadang Sudiadi 
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Tabel Z.l 
Malrik Peaelilian Terdabulu 

No 
. 

Nama Judul Metode Basil Keterangan 
Peneliti 

1. Dadang Pcncegahan Peodckatan Faktoryang Lokasi PCiiCtitian 
Sudiadi kejahatan melalui kualitatif menyebabkan . Kompleks . 

(2001) desain lingkungan kcrenlanan tmhadap Peruma.h:ar! 
tindak kejahatan : Pcsooa Depok I 
Pcrsoncl, lingkungan Teori 
fisik&sosial, finansial, Defensible 
dan perlen~kavan. Soace Newman 

~, 

2. Julianto Penerapan Konsep Penelitian Lebih menitik Lokasi Penelitian 

Saotoso Pengendalian kualitatif berntkan akses kootml . kompleks 

(2006) Jalan masuk dengan studi dimana ada bebempa industri fiumasi 
(access Cootml) kasus elemen yang perlu Toori: Teknik 
sebagai konsep dipeillatikao yairu : Pcncegahan 
sistcm Kcamanan administralif (SOl'), !cejahatan 

Tclmis lsrtuasional Ronald 

I (fusilitas/sa:mna), lv Clarke 
Organisasional 
(pcmbagian tugas, 
tanggungjawab ), dan 
pcrsonil : (S<!m balk 
pclaksana maupun 
decision maker) 

- ·~ 

3. Yessika Anal isis Kualitatif Manajemen selruriti di Lokasi Pcnelitian 

lndarini Manajcmen dengan tingkungan : Universitas 

(2007) Sekuriti di pcndckutan Universitas Jndonesia IndoncsiarDepok 
Kampus m.anajerial masih belum optimal Teori 

' Universitas karena: Manajemen . 
Indonesia ~ Depok Pengaman!IO dianggap sekuriti Hadiman 

sebagai biaya dan Tekuik 
(berkaitnndengan Pencegahan 
finansial)~ d:ualisme Kejahatan 
tujuan UI Situasiona! 
(ruganisasilkcbijakao) Ronald V Clatke 
perscpsi sekuriti 
banya sebatas 
pcnJagaan 
pcngarnanan, pctugas 
pcngamanan hanya 

' dianggap sebagai 
penjaga (pcl1lonel), 
serta kutangnya 

Ll~.~ 
koordinasi dari 
petugas pcngamanan 
Kampus Ul dan 
fukultas (ol'll3IIisasi) -· 
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Dari matrik di atas dapat dilihat bahwa ketiga pcnelitian tersebut berkaitan 

dengan upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan situa.siona[ yaitu dengan 

membuat suatu kondisi dimana dapat membuat pelaku mengurungkan niatnya 

untuk mclakukan tindak kejabatan. Akan tetapi katiganya mempunyai lokasi 

penclltian yang berbeda, Dadang Sudiadi melakukan penelitian di !ingkungan 

perumahan, Ju\ianto Santoso di kompleks industri farmasi, dan Yessika lndarini 

melakukan penelitian di kampus Universitas Indonesia. Hasil pene1itian 

ketiganya menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan rneliputi manajemen yang 

terdiri dari unsur organisasi, personel, dan Hngkungan baik fisik maupun sosiai 

bahkan ada yang rncnambahkan unsur finansial dan perlengkapun (sarana) sebagai 

penunjang peiaksanaan. 

Unsur organisasi betkaitan erat dengan pernbagian tugas, tanggung jawab 

dan kewenangan dalam pelakSJ!naan pcngamanan Personil berkaitan erat dengan 

petugas pengamanan balk penilaian terhadap tugas dan fungsinya maupun 

tuntutan akan kebutuhan skill yang dimiliki. Lingkungan fisik dapat berupa 

desain Iingkungan dan bentuk bangunan dalam rangka mempengaruhi tingkat 

kerentanan terjadinya kejahatan disuatu lingkungan, sedangkan lingkungan sosial 

berkaitan erat dengan hubungan atau interaksi antar komunita.o; yang ada di 

lingkungan, kebersamaan dan kuSJ!daran terbadap rasa tanggung jawab terhadap 

keamanan Iingkungannya. Finansial berkaitan erat dengan kebutuban anggaran 

atau pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan pengamanan. Dan perlengkapan 

yang merupakan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan pengamanan. 

Peneliti sendiri akan menganalisa hal yang sama dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu berkaitan dengan manajemen sekuritl dalam rangka 

pencegahan kejahatan. Akan tetapi yang membedakan penelitian yang penulis 

lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan teori dalam 

menganalisa data yang diperoleb 

2.!.2 Pencegahan Kejahatan 

Untuk menciptakan suatu Hngkungan yang aman dan tertib diperlukan 

suatu strategi untuk mencegab terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran hukum. 

Sepeni Cesare Beccaria (1738-1794) dalam Sanusi Has (1994;21) dimana Iebih 
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mengutamakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan daripada 

menghuk:um penjahat-penjahat. Demikian pula Bonger (1962;192.) menghendaki 

pencegahan yang lebih diutamakan : "mencegah kejahatan adalah lebih baik 

daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang haik kembali". 

Jeffery (1977:37) menyebul:kan baltwa : program pencegahan kejahatan 

memitiki beberapa karakteristik : 

1. It will be set in motion before the crime is commited, not qfter 
2. It will focus on direct controls over behavior, and not on indirect 

controls. 
3. It will /OCfls on the envoromnent in wh;ch crime are committed, and on 

the interaction uf the organism with his environmen, and not on the 
individual offender. 

4. Jt will be an interdisciplinary effort, baS£d on all disciplines dealing 
with human behavior. 

5. It will be less costly and more <iffective than punishment or treatment. 
This means that crime preventian is a more just and moral system that 
the system currently under use. 

Dalam teijemahan diartikan sebagai berilrut : 

I. Program pencegahan dilaknknn sebelum kejabetan terjadi 

2. fokus pengawasan langsuag terhadap perilakn yang berlebihan dan 

buknn merupakan pengawasan tidak langaung. 

3. Fak:us terhadap lingkungan (tempat) dimana kejahatan terjadi, dan 

pada interaksi makhluk hidup didalamnya, dan bukan pada pelaku 

kejahatan. 

4. Mernpakan upaya yang melibatkan berhagai bidang yang berasal dari 

disipl1n ilmu yang berkaitan dengan periJaku manusia, 

5. Biaya rendah dan Jebih efektif dari peda pengbuk:uman ataupun 

perlak:uan tertentu. Hal tersebut berarti bahwa pencegahan kejahatan 

merupakan sistem yang lebih adil dan bcrmoral, dimana sistem 

tersebut telah diterapkan. 

Lebih jauh lagi The National Advisory Commission on Cn'minal Justice 

Standards and Goal> (Dermawan, 1994;83) berpendapat bahwa : "efektifitas 

pencegahan kejahatan hanya mungkin dapat dicapai melalui keikutsertaan 

rnasyarakat secara luas yang meHputi kesadaran dan ketertiban nyata" 
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Demildan pula dengan pencegahan kejahatan kltususnya peneurian di 

lingkungan BPSDM Hukum dan HAM memerlukan peran serta seluruh 

mas:yarakat yang ada didalamnya untuk melakukan pengamanan mandiri atau 

dapat juga dikatakan sebagai bentuk pengamanan swakarsa, ada niat dan 

keinginan untuk menjaga lingkungannya. 

Berkaitan dengan pengamanan swakarsa Awaloedin Djamin (2007: 73) 

menyebutkan bahwa : 

"Pengamanan swakarsa di sektor modern yang merupak:an pengamanan 
suatu kawasan/lokasi, bangunanlinstafasi, perusahaan milik swasta dan 
Negara, iostansi pemerintah, universitas dan lain-lain, pertama-tama 
merupakan tugas dan tanggung jawab pimpinanfpengelola dari organisasi 
yang bersangkutan, balk itu pengamanan fisik (physical security), 
pengamanan informasi (information security), pengamanan personil 
(personal security), juga pengamanan kegiatan dari organisasi, agar 
berlangsung tanpa hambatan" 

«Pengamanan swakarsa, terutama adalah untuk mencegah agar jangan 
terjadi gangguan terhadap bidang-bidang tersebut di atas, terutama 
gangguan kejahatan (crime prevention), tapi juga pencegaban kerugian 
(loss prevention) Karena Itu usaha dan kegiatan pengamanan swakarsa di 
sector modem lebih bersifat prevemif dan pre -emptif. Pepatah : 'It is 
better to prevent them to cure • betlaku pula di pengamanan swakarsa". 

Pengamanan swakarsa tersebot merupakan salah satu bentuk peneegahan 

kejahatan. dllak:ukan terhadap pengamanan bidang·bidang tertentu yang termasuk 

dalam industri pengamanan. Ruang lingkup industrial security tersehut luas 

sekal~ tidak hanya meneakupi beraneka ragam bentuk dan bidang kegiatan badan 

usaha, seperti pertambangan, industri manufaktur, perkebunan, perbankan, hotel, 

mall, airport dan angkutan udara, angkutan laut, angkutan darat, tapi juga 

gedunglinstansi kenegaraan dan pemerintahan, universitas. dan lain-lain? 

pengamanannya menyangkut bidang-bidang security sebagai berikut : (Djamin, 

2007: 74} 

L physical security 
2, information security 
3. personal security 
4. pengamanan kegiatan 
5. hubungan industrial 
6. community development 
7. corporate social responsibility (CSR) 

Universitas Indonesia 

Manajemen Sekuriti..., Prihartati, Pascasarjana UI, 2009



17 

Untuk lebih jelas akan penulis uraikan mengenai bidang-bidang security di 

atas yang meliputi : 

1. Physical security 

Merupakan pencegahan kejahatan melalui perencanaan fisik (physical 

planning) atau desain lingkungan dalam rangk:a mengurangi kesempatan 

seseorang untuk melakukan kejahatan. Menurut Djamin (2007;75), 

perencanaan di bidang physical security mencakup jumlah dan kualitas 

satpam yang dibutuhkan, sarana, dan peralatan pengarnanan yang diperlukan 

dari pagar, pintu, lrunci, Iampu sampai peralatan canggih seperti CCTV, metal 

detector, dan sebagainya. Bagaimana mengatur tata keija satpam dan antara 

satpam dengan pimpinan serta karyawan organisasi, harus dirumuskan dengan 

jelas. Juga hubungan dengan Polri dan masyarakat lingkungan perlu 

ditentukan. Dengan kata Jain physical sec:.'llrity meliputi upaya pencegahan 

kejahatan dengan melalui perencanaan desain fisik yang meliputi unsur : 

sumber daya manusia., perlengkapan., dan prosedur yang mencakup Standar 

Operating System (SOP) dan hubungan lingkungan sosial .. 

Menurut Richard J. Gigliotti & Ronald C. Jason (Hadiman; 2008, 4) tingkat

tingkat physical security meliputi 

1. Level 1 yaitu Minimum security : suatu sistem yang dirancang untuk 
menghalangi/merintangi beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak 
sah. Dengan peralatan pokok yang meliputi : (I) Simple physical harries 
(2) simple lock 

2. Level 2 yaitu Low level security : suatu sistem yang dirancang untuk 
rnenghalangi/merintangj dan mendeteksi beberapa gangguan aktivitas dari 
Iuar yang tidak: sah. Dengan peralatan pokok meliputi (3) Basic local 
alarm system (4) simple security Lighting (5) bacic security physical 
harriers ( 6) high security lock 

3. Level 3 yaitu Medium security : Suatu sistem yang harus dirancang untuk 
menghalangi atau merintangi, mendeteksi dan menak:sir/menilai aktivitas 
gangguan dari dalam yang tidak sah seperti pencurian yang mengarah pada 
konspirasi yang mengarah pada sabotase. Dengan peralatan pokok 
meliputi : (7) advance remote alarm system (B) high security physical 
barriers at perimeter ; guard, dogs. (9) Watchman with basic 
communication 

4. Level 4 yaitu High level security : Suatu sistem pemisahan yang dirancang 
untuk menghalangi/merintangi, mendeteksi dan menaksir/ menilai 
gangguan yang besar baik dari Iuar yang tidak sah maupun aktivitas 
gangguan dari dalam. Peralatan pokok meliputi : (I 0) CCTV (II) 
Perimeter alarm system (12) highly trained alam1 guards with advance 
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communication (13) access controls (14) High security lighting (15) 
Local law enforcement coordination 
(16) Formal contingency plans. 

S. Level 5 yaitu Maximum security : suatu sistem yang dirancang untuk 
menghalangi/merintangi, mendeteksi dan menaksir/menilai serta 
menetralisir semua gangguan baik dari luar rnaupun aktivitas dari dalarn. 
Peralatan pokok meliputi : (17) On site armed responce force (I 8) 
Sophisticated alarm system. 

Perkembangan dewasa ini muncul tingkatan super maksimum sekuriti yang 

sering digunakan atau diterapkan di lingkungan penjara atau 1embaga 

pemasyarakatan, sehingga jika ditambahkan akan menjadi 6 level seknriti. 

6. The Super Maximum security is the most secure prison in the Nation. A $60 
million, state-of-the-art, high-technology fortress of steel, concrete, ond 
barbed wire. It is where the worst of the worst are shipped when society 
decides they can no longer be tolerated lt is a place where these most 
violent offenders are strictly controlled; everyone is watched; everyone is 
monitored.(http://portland.indymedia.orgfenlstl!tic/prisonconditions.shtml) 

Tingkatan atau level sekorlti yang sesuai untuk diterapkan di Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah High Level Sec.,"Urity, karena 

dengan kondisi lingkungan fisik yang ada (kontur tanah tidak rata. bangunan 

dengan ketinggian yang berbeda, pepohttnan yang rimbun, serta lingknngan 

yang cuknp luas) memerlukan sistem securiti yang khusus dan sesuai dengan 

situasi. 

2. Information security 

Merupakan upaya pencegahan kejahatan terhadap infarmasi-informasi penting 

suatu organisasi ataupun perusahaan. lnfonnasi tersebut mempengamhi 

keberlanjutan kegiatan ataupun usaha (bisnis) suatu organisasi atau 

perusahaan. Dalam hal ini Timothy J Walsh dan Richard J Healy dalam 

bukunya berjudul Protection of Asset Manual (Strauss; 1980:234) mengatakan 

bahwa: 

"Proprietary informa#on can be anything that an efllerprise considers 
relevant to its status or operations, and that it does not want to disclose 
publicly. In the most general terms. proprietary or confidential 
infonnalion can be grouped into two broad divisiou .- trade secret 
information and all other cot!fidential itiformation. " 
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Dalam terjemaban dapat diartikan bahwa infurmasi pribadi dapat berupa 

apa saja yang merupakan sebuah pertimbangan usaba yang berkaitan dengan 

statusnya maupun operasionalnya. dan tidak untuk dipubHkasikan kepada 

public. Informasi pribadi atau rabasia dapat dikelompokkan kedalam dua 

bagian yaitu infonnasi rabasia perdaganganlusaha dan informasi rahasia 

lainnya. Lebih lanjut Walsh and Healy Ielah menyimpulkan berbagaj definisi 

tentang infonnasi rabasia namun lebih spesifik rneogarah pada bidang 

usaha!bisnis yang menyatakan sebagai berikut •• Trade secret are those secret 

practices, wheter of process, design, formulation, or whatever, that are used 

in businesS' (rahasia usabalbisnis merupakan kegiatan rahasia meliputi 

proses, desain, formuta atau apapun yang digunakan dalam bisnis/usaha.) 

(Sheryl Strauss, 1980;235) 

Informasi rahasia itulah yang barns dijaga dengan menggunakan teknik

teknik tertentu yang seringkali berkaitan dengan penggunaan teknologi tinggi. 

Bahkan sebagian menganggap kejahatan computer merupakan bagian dari 

kejabatan informasi. Berkaitan deogan kejahatan computer the U.S. 

Department of Justice memberikan peogertian computer crime sebagai " ... any 

illegal act requiring knowledge of CQ111puter technology for its perpetration, 

irrvestigation. or prosecution ... Pengertian lainnya diberikan oleh Organization 

of Europesn Community Development, yaitu "any illegal, unethical or 

unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the 

transmission of datd'. 

Dari beberapa pengertian tersebut, computer crime dirumuskan sebagai 

perbuatan melawan hukum yang di)akukan dengan memakai komputer 

sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh 

keuntungan ataupun tidak, d(mgan.inerugikan pihak fain. 

Secara ringkas computer crime didefinisikan sebagai perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan deogan menggunakan teknologi komputer yang 
canggih (Wisnubroto, 1999). 

3. Personal security 

merupakan pencegahan kejahatan terhadap diri pribadi sesoorang. 
Pengamanan terhadap diri sendiri (individu) dilakukan untuk mencagah 

seseorang menjadi korban baik dari pelaku kejahatan maupun dari bencana 
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yang terjadi. Menumt Bureau of Diplomatic Security US Deparlemnt of Stale 
dalam artikelnya yang berjudul Personal Securit -At Jlome. On the Street, 
While Trave/ing!http:l/www.stale.goylm/ds/rls/wt/l9773,htm, 20G9) 

"A criminal a/lack against you or ym~r family can take place at any past, 
as can a fire or other disasler. However, you can influence what 
happens to you by assuming more responsibility for your own security." 
(sebuah kejahatan menyerang anda dan ke!uarga anda dimanapun, dapat 
bempa kebakaran atau bencana lainnya. Akan tetapi anda dapat 
mempengaruhlnya dengan bernikap lebih bertanggung jawab terhadap 
keselamatan/kearnanan pribadi.) 

Beberapa teknis personal security disebutkan diantaranya : 
a. &sidential security, teknis pencegaha yang dapat diterapkan 

untuk pengarnanan tempat tinggallrurnah (pribadi). Misalkan : 
mernasang kunci pada setiap pintu dan jendela, memasang alarm 
pada titik tertentu, selalu meninggalkan rumah dalam kondisi 
terkuncL mengansurasikan keselamatau iwa dan materi. 

b.. T eknik pengarnanan diri lretika bepergian seperti : mengecek 
ulang jadwal keberangkatan, memakai · baju yang sesuai, 
melakukan pengumpulan informasi rnengenai tempat yang akan 
dilrunjungi dan lain sehagainya. 

c. Penggunaan kartu A TM misalnya : kewaspadaan ketika akan 
menggunakan ATM dengan memperhatikan sekeliling apabila 
ada orang asing yang memperhatikan gerak-gerik anda, hati-hati 
pada saat menekan nomor PIN, dan lain sebagainya. 

4. Pengamanan kegiatan 

5, Hubungan industrial 

Hubungan industrial disini mecakup hubungan a.ntara pimpinan dan karyawan. 

{Djamin, 2007;75). Bagaimana mengatur hubungan antara pimpinan dan 

karyawan 

6. CommtJnity development 

Masyarakat setempat dapal diikutsertakan dalarn pelaksanaan tugas sekuriti 

yaitu dengan melakukan upaya pengembangan masyarakat (community 

deve/opmeut), seh.lngga masyarakat sekitar lingkungan perusahaan juga 

mempunyai rasa memiliki dan menjaga perusahaan. Yang pada akhirnya 

mampu menciptakan suatu bentuk corporate social responsibility. 

7_ Co17Jorate social responsibility (CSR) 
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Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dimana 

rnasyaralcat lingkungan perusahaan memiliki rasa tanggung jawab terltadap 

keamanan lingkungannya. 

Mengacu peda pendapet Djamin di alas maka pengamanan di lingkungan 

Badan Pembangnnan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dapat dimasukkan 

dalam bidang physical security. Dalam buku "physical security, Butterworths, 

1986, dinyatakan : "Effective security depends upon the skillful integratian of 

security policies and procedure, personal. and physical security measures" 

Dalam phy;1ca/ security measures, tidak semata peralatan (security 

devices), tapi jugafoctar design, (Djamin, 2007;75) Dengan perencanaan desain 

yang tepet bagi lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hokum 

dan HAM akan mengurangi kesempatan dan kerentanan terhadap terjadinya suatu 

kejsllatan. 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Djarnin di atas, Dermawan (1994) 

menyebutkan adanya 3 (tiga) teori yang dapat dignnakan untuk menganalisa 

pelaksanaan pengamanan antara lain : (Sudied~ 2001; 35} 

L Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial (Social Crime 
Prevention). 
Pendekatan yang menakankan kegiatannya dengan tujuan untuk 
menurnpas akar penyebal> kejahatan dan kesempatan individu untuk 
melalrukan kejahatan, Sasaran dari kegiatannya adalal> populasi umum 
(masyarakat) atau kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai 
resiko tinggi untuk melalrukan kejabatan. 

2, Pencegahan kejahatan melalul pendekatan situasionaJ (Situational 
Crime Prevention) 
Perhatian utama dari pendekatan ini adalal> mengurangi kesempatan 
seseorang atau kelompok unruk melakukan pelanggaran atau kejahatan. 
Oleh karena itu pusat perhatian dari pendekalan ini adalah pada 
langkah-langkah jangka pendek untuk mencegah pelanggaran yang 
lebih khusus, seperti rnisalnya kejahatan-kejahatan yang tergolong licik 
(pencurian dengan pernbongkaran, pengutiian dan vandaiisme dan 
kejahatan kekerasan, 

3, Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan (Comm>mity 
Crime Prevention), 
Pendekatan ini adalah pendekatan )"dng menakankan pada pentingnya 
pertisipasi aktif masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan kejahatan 
secard mandiri, misalnya dengan rnelakukan pengawasan di lingkungan 
ketetanggaan (Neighborhood Watch Program) dan pencgahan 
kejahatan dengan melakukan ronda malam. 
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Dari ketiga teori tersebut yang tepat untuk digunakan dalam menganalisa 

pengamanan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah 

teori situasional yang sesual dengan karakteristik dan keun.lkan lingkungan fisik 

yang dimiliki. 

2.l.3 Pencegahan Kejahatan melalni Pendekatan Situasional 

Salah satu s!!lliegi pencegahan kejahstan mcnurut Dermawan (1994} 

adalah melalui pendekatan situasiona~ pendekatan ini memusatklln perhatiannya 

pada pengembangan langkah-langkah jangka pendek untuk mencegah 

pelanggaran yang lebih kbusus. Dalam mengkaji pencurian yang terjadi di 

lingkungan Badan Pengemhangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 

pendekatan ini dapat mengakomodasi kebutuban straregi pengamanan yang sesuai 

dengan kara.kreristik kejahatan yang terjadi dan kondisi lingkungan (fisik) yang 

ada. Terdapat 2 (dna) kategori utama dari langkah-langkah situasional, antara Jain 

meliputi: 

2.l.3.l Langkah-langkah Sekuriti yang Menghindari Pelanggaran 

Ada tiga cara untuk mernbatasi secara fisik dilakukannya kejahatan, yaitu : 

I. Memperkokoh sasaran kejahatan 

Model pencegahan ini sering disebut sebagai phisical planning. Model ini 

diketengahkan berdasarkan asumsi bahwa lingkungan fisik dapat merupakan 

faktor kunci bagi penjelasan sifat dan tingkat beborapa kejahstan di 

masyarakat. Dengan memperhsiki desain fisik akan dapat menghasilkan 

perubaban tingkah laku. yang pada giHrannya dapat menurunkan tingkat 

kejahatan. 

Obyek pendekatan ini adalah menyediakan keamanan dalam lingkungan 

pemukiman dan perdagangan dengan rnembatasi kesempatan te~adinya 

kejahatan mela1ui penggunaan halangan~halangan fisik. Pencegahan kejahatan 

melalui desain lingl-ungan ini mencakup pertimbangan tentang penempatan 

bangunan, kualitas material yang digunakan dalam hangunan~bangunan 

(misalnya keadaan pintu, jendela, sistem konci dan kayu. tembok yang 

digunakan}, desain arsilek.tur. peranan pepohonan, penerangan, serta pagar 

dalam mencegah kejahstan. 
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Lehih lanjut Gardiner dalam Dermawan (1994;70) memperkenalkan konsep 

keamanan linglrungan (Enviromnemal Security-ES) yang menyediakan 

bebrapa cara untuk mencapai tujuan pengamanan, antara lain : 

Pengevaluasian dari tempat terjadinya peristiwa dan tempat bangunan 

yang akan datang (yang diusulkan) 

Halangan ftsik untuk mengawasi jalan masuk 

Penentuan kebutubao, penempatan dan alat keamanan mekanis (seperti 

sistem alarm, alat penjagaan elektronis, sistem penguncian) dan 

memasukkannya masalah-masalah tersebut kedalam desain dan konstruksi 

bangunan 

Penggunaan desain pintu, jendela, pagar, dan lain-lain yang menyediakan 

keamanan yang maksimal, dengan pertimbangan tetap menjaga 

pengawasan dari Iuar dan menjaga privasl di dalam 

Desain karakteristik yang meng;denlifikasi bal-hal yang merupakan 

ketidakbiasaan misalnya onmg asing yang lalu lalang. 

2. memindahkan sasarnn kejabatan 

Beberapa kejabatan seeara sederhana dapat dicegab melalui pemindahan jalan 

masuk ke arab sasaran kejabatan atau dengan merancang lingknngan yang 

dapat memperkecil kesempatan dilaknkannya kejahatan. Contobnya antara 

lain pemindaban mesin-mesin dari tempat umum ke lokasi yang lebih 

memungkinkan pengawasan sehingga dapat mencegah tingkab lakn vandalis 

dan perusakan tcrhadapnya, serta mengembang-luaskan praktek-praktek 

pembayaran dengan cek sebagai alternatif pembayaran tunaL Semua cara atau 

strategi ini dapat memperkecil dilakukannya pencurian dan perampokan. 

3. menghilangkan sarana atau ala! yang digunakan untuk melaknkan kejahatan 

Beberapa jenis pelangga.ran hukum tertentu dapat dicegah jika sarnna atau aJat 

untuk melakukan pelanggaran hukum tersebut ditiadakan. Penyaringan hagi 

penumpang pesawat terbang untuk tidak membawa senjata dan baban peledak. 

telah mengurangi paristiwa pembajakan pesawat terbang dan tingkah Iaku 

kekrasan yang potensial di dalam pub atau stadion sepak bola telah dapat 

dikurangi me!alui penggantian gelas dan botol kaca dengan botol kotak, gelas 

dari plastik. 
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2.1.3.2 Langkah-langkah yang Mempengaruhi Biaya dan Keuntungan dari 

suatu Pelangganm Hukwn 

Biaya dan keuntungan dari suatu pelanggaran hukum dapat dipengaruhi 

baik oleh pengurangan dari perangsang untuk melakukan pelanggaran atau 

peningkatan dari ancaman penangkapan dan penghukuman yang sungguh

sungguh. 

Kurangnya perangsang untuk melakukan pelanggaran meliputi penurunan 

keuntungan yang diharapkan dari pelanggaran yang dilakukan, sebagai oontoh 

dalam kasus pencurian, terdapatnya Ianda pemilikan yang baik di dalam barang 

yang dicuri akan mengurangi nila.i dari barang tersebut. 

Peningkatan ancaman penangkapan dan peaghukuman yang sungguh

sungguh dan dapat dirnsakan oleh caJon pelanggar akan dapat dicapai dengan 

meningkatkan pengawasan/pengamatan. 

1. Pemberian Tanda pemilikan 

Pemberian tanda pemilikan yang tahan lama seperti pada mobil, sepeda, 

harang-barang rumah tangga yang bemilai tinggi, dapat mengurangi nilai dari 

barang tersebut sebagai banmg curian. Berkurangnya nilai dari barang curian 

tersebut karena dengan edanya tanda peanilikan, harang yang hilang akan 

mudah dilaeak sehingga bagi pencurinya akan mengalami kesukaran untuk 

menjual dengsn harga yang tinggi. Bagi penadah, memi!ilci harang tersebut 

tentunya akan menghedapi resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

barang curian yang tidak mempunyai tanda pemilikan dalam hal menghadapi 

pelacak:an yang berwajib. Dengan pertimbangan tersebut~ penadah tentunya 

tidak akan bersedia membeli barang curian itu dengan harga tinggi. 

2. Pengawasan 

Pengawasan/pengamatan ini dapat dibedakan da!am dua bentuk utama yaitu : 

Pengawasan Secara Teknis 

Peralatan pengawasan secara teknis teiah dlkembangkan secara balk 

dengan konsekuensi bahwa bangunan pemulciman, bangunan toko eceran, 

bangunan komerslal lainnya, transpo~ d.an tempat-tempat rekreasi telah 

dlsediakan bermacam alat untuk mengatasi jalan rnasuk serta sudut-sudut 

ruangan tertentu dengan CCTV (Closed Circuit Television) 
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Pengawasan Fonnai/Informal 

Pengawasan formal menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang umumnya 

dilakukan oleh polisi, yang mempunyai fungsi utama dan merupakan 

lembaga satu-satunya untuk menakut-nakuti calon pelanggar melalui 

penyediaan ancaman yang tetap yaitu penangkapan. Kehadiran yang 

begitu saja dari polisi dan petugas keamanan penunjang ditempat-tempat 

tertentu sudah cukup membuat takut calon pelanggar hukum, walaupun 

berapa jumlah polisi tidaklah secara otomatis mempengaruhi penurunan 

dari pelanggaran. 

Pengawasan, apakah itu fonnal ata.u informal, dilaksanakan oleh 

berbagai rnacam kelompok yang berbeda di samping polisi. Pengawasan 

yang informal seringkali dilakukan oleh petugas pelayanan sosial, 

pegawai perusahaan dan penduduk biasa. Antara pengawasan formal dan 

informal hanya ditandai oleh komponen pelaksana yang berbeda 

meskipun dalam rangkaian kesatuan waktu. 

Dapat diasumsikan bahwa individu-individu yang terorganisir secara 

khusus dengan tujuan eksplisit untuk melaksanakan tugas pengawasan, 

walaupun tugas tersebut jelas bukan hanya tugas mereka, dianggap 

melaksanakan pengawasan formal. Sebagai perbandingan, pengawasan 

informal dilakukan oleh petugas pelayanan sosiaL pekerja pabrik, dan 

para warga masyarakat biasa sebagai bagian dari peran dan kewajiban 

yang lebih luas. Pekerja dalam posisinya membantu pencegahan 

kejahatan meliputi tukang parkir, supir bus (angkutan umum lainnya), 

penjaga toko, guru, pramugari dan sebagainya. 

Pada saat pencegahan kejahatan diterima sebagai tugas dari setiap 
. 

anggota masyarakat yang bertanggung jawab, warga masyarakat biasa 

dapat membantu patroli (perondaan). Kegiatan ini pada urnumnya 

meliputi pemeriksaan para pendatang (orang asing), melakukan ronda 

keliling, rnerneriksa gedung-gedung dan barang milik warga, serta 

melaporkan keganjilan-keganjilan kepada pemiliknya, dan melaporkan 

kejadian-kejadian kejahatan pada polisi. 
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Apabila suatu daerah · telah sedemikian terjangkau oleh tingkat 

pengawasan yang baik mak:a daerah tersebut dapat dikatakan sebagai 

daerah atau ruang yang terjaga (Defensible Space). 

Dalam hal merealisasikan konsep ruang yang terjaga ini maka partisipasi 

masyarakat sangat memegang peranan. 

Konsep pencegahan kejahatan dengan model memperkokoh sasaran 

kejahatan yang juga disebut sebagai physical planning yang dikemukakan oleh 

Dermawan, sependapat dengan yang dikemukakan oleh Oscar Newman yaitu 

defensible space. Defensible space dimaksudkan sebagai : ( dalam Bloc, 

1981;307) 

"Su"ogate term for the range of mechanisms-real and symbolic barrie, 
strongly defined areas of influences, and improved opporhmities for 
suf1Jeil/ance that combine to bring an environment tmder the control of 
it's residents" 
("Pengganti dari serangkaian mekanisme penghalang nyata maupun 
simbolik, pengaruh lingkungan tertentu yang kuat, dan peningkatan 
kesempatan untuk pengawasan yang dikombinasikan untuk menciptakan 
lingkungan di bawah pengawasan dari penghuninya.") 

Lebih lanjut Newman mengasumsikan konsep defensible space dapat dibagi 

menjadi empat bagian: (dalam Block, 1981;307-308) 

1. Te"itoliality refers to an attitude of maintaining perceived 
boundaries. The resident of a given area feel a degree of closeness 
or cohesiveness and unit in orientating themselves toward protection 
of their territor, which they feel is their action indicate hostility or 
suspicious behaviour. 

2. Natural surveillance refers to ability of the inhabitants of a 
particular territory to casually and contim1afly observe public areas 
of their living area. Physical Design of stmchlfes should promote 
optimum surveillance opporhmities for the resident in order to reach 
maximum environmental security potential. 

3. Image and milieu involve the ability of design to counteract 
perceptions of a housing project being isolated and its occuants 
vulnerable to crime. Physical design of a housing project should 
strive to project zmiqeness in an attempt to offset the stigma of living 
in public housing projects. 

4. Safe areas are locales that allow for a high degree of observation 
and random surveillance by the police in which one could expect to 
be reasonably safe from crime. Location is one of the most 
importmzt factors to consider when implementing the concept of 
environmental security. 
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Yang dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Teritorialitas mengacu pa.da sikap untuk mempertahankan wilayah, Para 

penghuoi di wilayah tersebut mempunyai kedekatan atau kohesifitas dan 

bersatu dalam orientasi terhadap peojagaan wilayah mereka, yang dirasakan 

sebagai milik mereka. Orang asing akan mudah uotuk dikenali, diawasi dan 

didekati bila tingkah lakunya menunjukkan niat yang tidak baik atau 

mencurigakan. 

2. Pengawasan mengacu peda kemampuan penghuni dari suatu wilayah untuk 

mengawast daernb umurn hngkungan secara sambil lalu maupun terus

meneru. Desain secara fisik seharosnya menyediakan kemungkinan 

pengawasan secara penuh bagi pengbuni dalam mencapai potensial keamanan 

lingkungan semaksimal mungkin; 

3. Image dan tanda lnformasi peringatan mcliputi kemampuan mendesain untuk 

membuat persepsi penghalangan dari pemukiman yang terisolasi dan 

penghuninya mudah untuk diserang. Desain fisik seharusnya menciptakan 

keunikan sebagai usaha untuk menghindari stigma dalam pemukiman; 

4. Daerah aman adalah wilayah yang mempunyai tingkat pengamatan tinggi dan 

pengawasan oleh polisi dirnaaM seseorang dapat mengbarapkan secara rasional 

aman dari kejahatao. Lokasi adalah satah satu faktor yang penting 

diperhatikan dalam mengimplementasikan konsep keamanan lingkungan. 

Sementara itu, C. Ray Jeffrey mengajukan konsep yang dikenal dengan 

Crime Prevenlion Trough the Enviromnent Design (CPTED). Menurutnya, ada 

tiga hal utama yang menjadi perhatian dari CPTED, yaitu kejahatan, rasa takut 

akan kejahalan, dan peningkatan kualitas hidup pada lingkungan rumah dan 

tempat kerja. CPTED beranggapan bahwa dengan adanya rancangan yang tepat 

dan penggunaan yang efektif dari sebuah lingkungan akan dapat mengurangi 

teljadinya kejahatan dan rasa takut akan kejahatan. Merojuk pada pendapat C Ray 

Jeffrey tersebut. James L. Humphrey mencatat terdapat tiga strategi dasar dari 

CPTED, yaitu : 
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I. Access Control. 

Merupakan konsep rancangan yang digunakan untuk mengurangi 

kesempatan dalam melakukan kejahatan. Tujuannya adalah untuk 

meniadakan jalan masuk pada target, dan membuat persepsi resiko 

pada pelaku. Strategi ini dik:lasifikasikan atas 3 hal : 

a. Organized, misalkan resepsionis (pada gedung perkantoran), 

satuan pengamanan, dan Iainnya. 

b. MechanicaL Misalnya berupa kunci, portal, pagar, dan 

keamanan fisik 1ainnya. 

c. Natural , merupakan suatu bentuk pendefinisian ruang. 

2. Surveillance. 

Merupakan konsep raru:angan yang bertujuan utarna untuk 

membuat pelaku dibawah pengawasan. Maka dari itu, strategi yang 

diterapkan harus memfasilitasi pengawasan itu sendiri. 

a. PatroL Merupakan pengamanan dari polis~ keamanan, dan 

penduduk itu sendlrt 

b. MechanicaL Merupakan bentuk pengawasan mekanis seperti 

penerangan, ataupun CCTV (Close Circuit Television) 

c. Natural. Seperti adanya jendela dan juga pengawasan di 

jalan. 

3. Territoriality 

Konsep ini menyarankan bahwa desain fisik dapat berkontribusl 

pada kesadaran penduduk akan wilayahnya sendiri. 

Menurut C. Ray Jeffrey, dalam bukunya yang berjudul Crime Prevention 

Trough Enviromental Design (CPTED), pencegahan kejahatan adalah segala 

tindakan yang diambil sebelumkejahatan dilakukan yang akan mengurangi atau 

menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. (Crawford, 1998; I 0) 

Berkaitan dengan pencegahan kejahatan melalui pendekatan situaslonal 

(Silllationa/ Crime Prevention ), Clarka mengemukakan 16 teknik pencegahan 

kejahatan siiuasionaL Tcknik tersebut dapat digunakan untuk mengurangi 

kesempatan yang dapat digunakan untuk meningkatk3ll resiko pada kejahatan 

yang dilakukan. (1997; 17-25) 
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Increasing Peruifed Increasing Perceived Reducing Removing E:~:cuses 
Effort Risks (mengeluarkan Anticipated 

(Meningkatkan Upaya) (meningkatkan resiko) Rewards aturan) 
(mengurangi nilai) 

l. Target Hardening 5. Entry/exit screening 9. Target removal 13. Rule Setting 
{ rncmpcrkuat sa.saran) (perneriksaan pada (memindahkan (membuat aturan) 

pintu keluar/masuk) target) 

1--
2. Access Control 6. Formal Surveillance 10. Identifying 14. Stimulating 

(Pengenda[ian akses (pengawasan oleh property (memberi conscience 
masuk) petugas pengamanan) identitas pada benda) (meningkatkan 

kewaspadaan) 

3. Deflecting Offenders 7. Surveillance by l J. Reducing 15. Cnntrolling 
menjauhkan pelakn dari employees temptation (menekan disinhibitors 

target) (pengawasan oleh keinginan pelaku ( mengandalikan 
karyawan) untuk bertindak) faktoryang 

mendukung pelaku) 

1-··· 
4. Controlling 8. Natural Surveillance 12. Denying Benefit 16. Facilitating 
Facilitators (Pengawasan secara (mencegah compliance 

(mengenda.Hkan alamiah) k.eunlungan yang (meningk.atk:an 
perlengkapan pelaku) ak:an diperoleh kesadaran orang 

pelaku} untuk patuh) 

. 
Sumbcr: Ronald V. Clarke; Situational Cnme Prevcnt:ton; Successful Case Studies, 1997 

Secara rinci 16 teknis pengurangan kesempatan itu dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Target hardening. dilakuk:an dengan meningk:atkan pengamanan 

untuk mempersulit pelaku seperti. menambah kunci pada gerbang 

ataupun pintu, memasang alarm, selalu meninggalkan ruangan 

dalam kondisi terkuncL 

2. Access control : membuat halangan baik fisik maupun psikologis 

agar pelaku tidak dengan mudah masuk dalam gedung, seperti 

membuat pos penjagaan pada pintu masuk dan keluar gedung, 

menempatkan kamera pengawas pada loby dan tempat parkir. 
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3. Deflecting offenders : menjauhkan pelaku kejahatan dari target 

kejahatan, seperti dilakukannya patroJi pada tempat-tempat yang 

dianggap rawan kejahatan. 

4. Controlling facftlitator : mengendaliklln alat-alat yang dapat 

dipergunakan sebagai alat kejabatan, seperti larangan membawa 

senjata tajam, mengganti gelas kaea dengan plastik. 

5, Entry/exit screening mengawasi pintu masuk dan 

keluar,perbedaannya dengan access contrail adalah pada entry/exit 

screening dilakukan pemerikaaan terhadap orang atau bara.ng yang 

tidak boleh masuk ataupun di bawa keluar. 

6. Formal surveillance : pengawasan yang dilakukan oleh petugas 

formal seperti satpam dengan melakuklln patroli. 

7. Surveillance by employees : pengawasan yang dilakukan oleh 

semua pegawai at.a\1 komunitas yang ada di Ungkungan tersebut 

8. Natural surveillance : pengawasan secara alamiab yang dilakukan 

oleh semua orang yang berada di gedung itu, baik pengunjung, 

satpam, maupun pegawai. Pengawasan dapat ditakukan dengan 

memberikan penerangan yang cukup pada tempat-tempat yang 

rawan kejahatan dan juga tidak adanya pohon·pohon yang 

menghalangi pandangan untuk melakuklln pengawasan. 

9. Target remaval memindahkan target kejabatan kejabatan ke 

tempat yang lehih aman, seperti menyimpan barang-bara.ng 

elektrnnik pada ruang yang terkuru:i jika tidak dipergunakan, 

adanya safe deposit box pada kamar hotel sehingga tamu hotel 

dapat menyimpan barang dengan aman. 

!0. IdentifYing properti : memberikan identitas pada barang, seperti 

nama. nomor, ataupun alamat pemiJJk barang. 

11. Reducing Temptatfon : mengurangi keinglnan pelaku potensial 

untuk melakukan kejahatan, diantaranya dengan tidak mernakai 

perhiasan mencolok., tidak meninggalkan mobil dengan kunci 

didalamnya. 
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12. Denying benifit : mengurangi keuntungan yang didapat dari 

me!akukan kejahatan, seperti memberikan alarm khusus ketika 

barang yang dibawa 

13. Rule setting : membuat aturan mengenai pengamanan lingkungan 

atau gednng. Melakukan upaya untulc mematuhi peraturan yang 

telah ditetapkan. 

14. Stimulating conscicllCe : meningkatkan Jrewaspadaan masyaralcat 

terhadap lindale kejahatan, seperti melakukan kampanye anti 

narkoba, atau menempelkan poster -poster yang berisi ajakan untuk 

memerangi kejahatan. 

15. Controlling disinhibitors : mengendalikan falctor-fuktor yang dapat 

membantu pelaku melakulren kejahataa, baik fisik maupun 

psikologis. Seperti peraturan kepemilikan senjata ap~ atau juga 

melakukan kontro! terhadap peredaran alkohol dan narkoba. 

16. Facilitating compliance : upaya-upaya yang dilakukan agar 

masyarakat dapat menaati peraturan dengan senang hati, dengan 

cara menyediakan fusi!itas bagi masyarakat untuk mentaati 

peratura.n. seperti menempatkan tempat samapah diheberapa 

tempat, menempatkan toilet umum,. dan menyediakan tempat 

Dad beberapa pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan 

berkaitan dengan pencegahan kejahatan. yaitu mencakup segala upaya., tindakan, 

kebijakan, penHaian dan metode yang digunakan sebelum kejahatan terjadi dan 

bertujuan untuk mengurangi kesempatan untuk melakukan kejahatan. 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 

merupakan lingkungan yang rawan tetjadi kcjahatan terutama sekali kejahatan 

pencurian. Dengan kondisi lingkungan yang cukup luas dan kontur tanah yang 

berbukit (tidalc mernta) rnenyebabkan ketinggian bangunan yang ada tidak merata 

dan menghambat pelaksanaan pengamanan. Dengan karakteristik lingkungan 

yang dimilikl, strategi pencegahan kejahatan dengan menggunakan pendekatan 

situasionai dianggap sesuai dengan kondisi lingkungan Badan Pengembangan 
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Sumber Daya Manusia Hulrum dan HAM untuk mengurangi kerentanan terhadap 

terjadinya kejabatan,. 

2.1.4 Pengamauan Kampus 

Sebagat organisasi yang menjalankan fungsi pengembangan sumber daya 

manusia, dimana pelaksanaan didalamnya adalab kegiatan belajar dan mengajar 

yang menjadi ciri sehagai suatu lembaga pendidikan, maka tidak salah apabila 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM juga sering 

dikenal sebagai "Kampus Pengayoman". Kampu~ sendlri rnenurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia ( Departemen Pendidikan Nasional, 2002; 498) adalab sebagai 

daerab linglrnngan bangunan U!ama perguruan tinggi (universitlls, akaderni) 

tempat kegiatan belajar mengajar dan adrninistrasi berlangaung. Dan pengamanan 

kampus menurut Pedoman Pelak:sanaan Pengamanan Kampus di Perguruan 

Tinggi (2001;2-6) adalah sistem pengamaJian yang mengacu pada pemberian 

kesadaran kepada warga kampus akan kondisi kondusif yang harus diciptakan di 

lingkungan kampus, di mana tanggung jawab penanganannya ada pad a pimpinan 

perguruan tinggi. Seharusnya dalam pclaksanaan pengamanan kampus di 

lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, organisasi pengamanan 

kampus berada di bawah pembinaan dan bertanggung jawab terhadap Kopala 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Pengamanan 

Kampus rnemiliki tugas pokok antara lain : 

a, Melakukan tindakan preventif. reprcsif dan persuasif dalam rangka 

penanganan berbagai kasus kriminal, pelanggaran ketertiban dan 

gangguan keamanan Jainnya di 1ingkungan kampus. baik yang 

dilakukan oleh umum, maupun yang dilakukan oleh unsur civitas 

akadernika. 

b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Polri. 

Universitas Indonesia 

Manajemen Sekuriti..., Prihartati, Pascasarjana UI, 2009



33 

Sedangkan fungsi pengamanan kampus meliputi : 

a. Pengaturan dalam rangka penegakkan tata tertib kampus 

b. Penjagsan dan pengawasan 

c. Perondaan 

d. Pengawalan 

e. Mengambillangkab atau tindskan sementara, bila terjadi tindsk pidana 

f Memlmrikan tanda bahaya ata:u keadaan darurat hila terjadi kebakarao, 

bencana alam atau kejadian lain yang membahayakan jiwa, badan atau 

barta benda orang banyak, serta memberikan pertolongan dan bantuan 

penyelamatan. 

Pelaksanaan fungsi di alas untuk lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Hukum dan HAM tidsk sepenubnya dilakukan oleb petugas 

pengamanan, misalkan saja fungsi yang pertama yaitu fungsi pengaturan dalam 

rangka penegakkan tata tertib kampus. Fungsi ini dijalankan oleh masing-masing 

unit struktural yang ada dalam struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Hukum dan HAM dengan aturan main yang berbeda satu sama 

lain. Misalkan saja untuk Tiu:una akan lebih ditekankan kedisiplinan jam keluar 

masuk asrama dan penggunaan seragam dinas pendidikan yang cukup ketat, 

namun hal itu akan berbeda penerapan oleh pegawai maupun peserta diklat 

lainnya. Kondisi dernilrian tidak memungkinkan bagi petugas pengamanan untuk 

menegakkan tata tertib kampus. yang bisa dilakukan adalah yang sifatnya 

menyeluruh dan memang berkaitan dengan pengamanan secara spesifik sesuai 

pedrnan ke!ja dari Biro Umum Departemen Hukum dan HAM RI yang jelas 

secara tentorial berada di lokasi yang berbeda karakteristiknya. 

2.1.5 Manajemen Sekuriti 

Manajemen sekuriti mernpakan bentukan gabungan dua kata yang secara 

harafiah merniliki makna sendid-sendlri. Hal ini sesuai dengan pemyataan Djamin 

(2007; 59) yang menyebutkl!n bahwa "Manajernen security merupakan kata 

majemuk, walaupun dapat dibedakan antara pengetahuan dan kemampuan 

manaJemen dan pengetahuan tentang security sebagai bidang substantif. 

Manajemen sendiri merupakan proses merencanakan rnengorganisasikan, 
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memimpin, dan mengendalikan pekcrjaan anggota organisasi dan menggunak:an 

sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang ~"Udah ditetapkan. 

Sedangkan manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarabkan 

usaha yang bertujuan mernbantu organisasi dalam mencapai sasarannya. (Stoner, 

Freeman, dan Gilbert JR, 2007;7) Sedangkan fungsi manajemen adalah elemen

elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang 

akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai 

tujuan. Fungsi manajemen pertarna kali diperkenalkan oleh seorang industrialis 

Perancis bemama Heruy Fayol peda awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyehatkan 

lima fungsi manajernen, yaitu merancang,. mengorganisir, memerintah> 

mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat inl~ kelima fungsi tersebut te1ah 

diringkas menjadi empat, yaitu: 

1, Perencaoaao (planning) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan 
dengan sumber yang dimiliki. Percncanaan dilakukan untuk menentukan 
tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi 
tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum 
mengambil tindakan dan kemudian melihat apakab rencana yang dipilih 
cocok dan dapat digunak:an untuk memenuhi tujuan pernsahaan. 
Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen 
karena tanpa perencanaan, fungai-fungsi lainnya tak dapat berjalan. 

2. Pengorganisasian (otganizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu 
kcgiatan besar menjadi kcgiatan-kegiatan yang lebih kecil. 
Pengorganisasian mempennudah manajer dalam melakukan pengawasan 
dan menentukan orang yang dibutubkan untuk melaksanakan tugas-tugas 
yang Ielah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan 
cara menentukan tugas apa yang haros dikeijakan, siapa yang hams 
mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersabut dikelompokkan, siapa 
yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana 
keputusan harus diambil. 

3, Pengarahao (directing) adalab suatu tindakan JJOtuk mengusahakan agar 
semua anggota keloropok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan 
pereocanaan manajerial dan usaha-usaba organisasi Jadi actuating artinya 
adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekelja dengan sendirinya 
atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapa[ tujuan yang 
dikehendaki secara efektif Dalam hal ini yang dibutubkan adalah 
kepemimpinan (leadership), 

4. Pengevaluasian (evaluating) adalah proses pengawasan dan pengendalian 
performa perusahaan untuk mernastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajer dituntut untuk 
menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan, kemudian 
memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar. 
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Sekuriti sendiri menurut Robert D McCrie mendefinisikan sekuriti sebagai 

upaya perUndungan aset dari kehilangan (2001 ;26) Sementara itu Green dan 

Farber (1978;3) mendefinisikan sekuriti sebagai penciptaan lingkungan yang 

stabil dan dapat diprediks~ dimana individu/kelompok dapat mengejar tujuannya 

tanpa gangguan, celaka dan tanpa rasa takut akan kekacauanfcidera. Dari 

pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sekuriti merupakan upaya 

pencegahan atau perlindungan dari kehilanganfkerugian. Kegiatan sekuriti 

dilaksanakan oleh manajer, direktur sekuriti dan bahkan juga konsultan. Direktur 

sekuriti adalah individu yang ditunjuk manajemen perusahaan untuk membuat dan 

mengembangkan program dan kebijakan sekuriti, serta mengelola program 

sekuriti di suatu perusahaan. PernHihan direktur sekuriti secara benar sangat 

penting dilakukan untuk menjamin keberhasilan program sekuritL Tanggung 

jawab, otoritas dan tuntutan tinggi yang barns dipenulll, membuat direktur sekutiti 

baruslah orang yang duduk sebagai manajemen puncak dan barhubungan 

laugsuug dengan peminnpin perusahaan. (Berger, 1975;36-37). Selain manajer dan 

direktur sekuriti juga didukuug oleb konsultan sekuriti, yaitu individu yang 

memiliki pengetahuan tentang sekuriti, yang disewa perusahaan untuk melakukan 

survei sel"Uriti, merancang dan mengevaluasi program sekuriti dan 

kelengkapannya, sesuai dengan basil survei sekutiti yang dilakukannya. Tugas 

konsultan secutiti adalah meugawasi dan menawarkan perubahan yang sesuai 

dengan kondisi sekuriti yang dihadapi perusahaan selama program berlaugsuug. 

(Berger; 1975;22-30} 

Dengan memperbatikan definisi dari kata "manajemen" dan "sekuriti" 

dapat memberikan pengertian terhadap manajemen sekuriti, yaitu proses atau 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan,. dan memasrikan 

kegiatan berjaJan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. dengan 

pemanfaatan somber daya yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan perlindungan 

dan pencegaban terbadap gangguan, kccelakaan, kekacauan dan kerugian" Dapat 

pula dipabami sebagai penerapan fungsi-fungsi manajemen (Planning~ 

Organization. Leading, dan Controlling) datam pelaksanaan tugas pertindungan 

dan pencegahan dari kehilanganlkerugian. Sesuai dengan pendapat dari 

perancangan, pelaksanaan dan evaluasi program sekuriti yang tengah berjalan, 
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dibahas secara rinci o!eh David L. Berger dalam bukunya yang berjudul Industrial 

Security. Menurut Berger, program sekuriti wajib hukunmya dalam sebuah 

perusahaan. Walaupun demikian., banyak manajemen perusahaan yang rneni!ai 

progtam sekuriti sebagai suatu pernborosan dan tidak mernberikan sumbangan 

bagi keuntungan perusahaan_ Penilaian sebagian besar manajemen perusahaan ini, 

menurut Berger salab, karena adanya satu aturan utama : semakin profesional 

program sekuriti dan pimpinannya, sernakin sedikit kerugian yang harus 

ditanggung pernsahaan dengan menurunnya peristiwa kejahatan, ke!alaian, dan 

keeelakaan. 

2.1.6 Analisis Maoaje.men Sekuriti 

Analisis manajemen sekuriti dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan 

manajemen sekuriti di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Hukum dan HAM. Analisis yang di!akukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menganalisa data untuk mengetahui sasaran sekuriti dan metode atau cara yang 

digunakan untuk mencegah terjadinya ~ahatanlkerugia.nlkehilangan terhadap 

sasaran tersebut. Telah disebutkan sebelumnya babwa pencegahan kejahatan 

memiliki 7 bidang dengan kualifikasi tertentu, dan penulis Iebih rnenitik beratkan 

pada bidang Physical security yang dinilai sesuai dengan kondisi lingkungan 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Dengan menitik 

beratkan pada physical security, maka pendekatan yang dilakukan adalah 

pendekatan situasional. Dengan metnde sekuriti milik Butterworths yang 

menyebutkan bahwa terdapat 3 hal utama yang harus diperbatikan dalam 

mencapai sekuriti yang efektif (effective security) dan menggabungkannya dengan 

16 teknis pengurangan kesempatan terjadi kejahatan milik Clarke, yaitu dapat 

dirinci sebogai berikut : 

a, kebijakan sekuriti (security police) dan prosedur (procedure), 

Rule setting 

b. personil (personal), 

Entry/exit screening 

Formal Surveillance 

Deflecting Offenders 
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c. ukuran fisik pengamanan (physical security measures), termasuk 

didafamnya perlengkapan dan lingkungan (baik fisik maupun 

sosial) : 

I. Perlengkapan : 

Target Hardening 

Access Control 

Target removal 

Facilitating compliance 

Identifying property 

RRducing temptation 

Controllingfacilitaror 

2. Lingkungan Fisik : 

- Denying Benefit 

3. Lingkungan so sial 

Surveillance by employees 

Natural Surveillance 

- Stimulating concience 

2-1. Metode Penelilion 

2-2.1 Pendekatan Penelitian 

Pene)itian ini merupakan peneHtian kualitatif dengan pendekatan 

rnanajeria1 karena penelitian ini memfokuskan pada manajemen sekuriti yang 

diterapkan di lingkungan Badan Pengembongan Sumber Daya Manusia Hukum 

dan HAM. 

2.2.2 Bentuk Penelitian 

Berdasarkan tujuannya maka bentuk penelitian ini adalah : 

1. penelitian deskriptif. yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai pelaksanaan pengamanan di lingkungan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

2. penelitian eksplanasi~ yaitu menjelaskan gejala-gejala atau fenomena 

yang terjadi sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang 
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menyebabkan terjadinya kejabatan dan manajemen sekuriti yang tepa! 

bagi lingkungan Badan Peengembangan Sumber Daya Manusia 

Hukum dan HAM. 

2.2.3 Metode dan Pengumpulan Data 

I. Pengumpulan Data 

- Wawancara mendalam (depth tmerview) dengan pibak yang 

berkompeten (key-persons) yaitu Petugan pengamanan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai informan penting, 

yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban 

lingkungan Badan Pengernbangan Sumber Daya Manusia. dengan 

informan kunci yaitu lrepala Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, dan informan tambaban yaitu pegawai di lingkungan 

Badan Pengernbangan Sumber Daya Manusia. peserta pendidikan 

dan latihan termasnk tanma AKIP/AIM, dan penghuni perumahan 

dinas di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Wawancara rnendalam ini dilengkapi dengan daftar pertanyaan yang 

hanya digunakan sebagai pedoman wawancara yang kemudian 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan untuk menggali informasi 

secara lebih lengkap dan mendalam. 

Observasi lapangan di dalam lingkungan Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia. Ha1 ini dilakukan untuk mengamati situasi 

dan kondisi yang ada serta pelaksanaan tugas pengamanan yang 

diterapkan berkaitan dengan sistem dan strategi yang digunakan. 

Dalam observasi ini peneliti rnasuk ke dalam ruang kantor gedung, 

terutama ruangan yang pernah tetjadi pencurian di dalamnya, pes 

penjagaan, asrama tempat para peserta diklat dan taruna AK!P/ A1M 

tinggal selama rnenjalani pendidikan dan latihan, mengamati akses 

masuk ke dalam lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusla, Pene1iti juga mengobservasi sarana dan prasarana yang 

ada, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengamanan di 

lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 
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Studi kepustakaan dan dokumentasi. Dilakukan untuk memperoleh 

data yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan 

Pengembangan Somber Daya Manusia., pelaksanaan pengamanan., 

serta data ataupun laporan tentang peristiwa pencurian yang terjadi 

di lingkungan Badan Pengembangan Somber Daya Manusia. 

2. Pengolahan Data Kualitatif 

Data dan infonnasi yang telah terkumpul, untuk selanjutnya ditranskip 

dalam bentuk tulisan. Kemudian dilakukan koding terhadap seluruh data 

yang telah ditransk:ip dengan menentukan kalimat kunci dari data yang 

diperoleh, dan memberikan kategori terhadap ka1imat-kalimat kunci 

yang sejenis. Dalam hal ini ada kemungkinan kategori yang diharapkan 

meliputi dari sisi internal dan eksternal dari Badan Pengembangan 

Somber Daya Manusia, dan lainnya yang mungkin terdapat dalam data 

yang dikumpulkan. Selanjut.nya dilakukan penyimpulan sementara dan 

menambahkan catatan berupa pendapat dari observer (observer's 

comments). Setelah memastikan validitas data maka selanjutnya dapat 

melakukan anal iSis data dengan membandingkan atau mengkonfirm teori 

yang ada rnengenai irnplementasi kebijakan. 

3. Untuk menjaga validitas data yang diperoleh,. diantaranya dengan 

melakukan pemeriksaan silang (cross-checking) dengan menggunakan 

dua cara, yaitu: 

a. Triangulasi, Dalam penelitian ini terdapat basil wawancara dari 

petugas pengamanan., pegawai di lingkungan Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia, peserta diklat, dan penghuni rumah dinas 

akan saling di perbandingkan antara informasi yang satu dengari 

informasi lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat 

menghasilkan data yang akurat. 

b. /terasi, dilakukan juga terhadap beberapa infonnan untuk 

memperoleh data yang lebih mendalam dan memastikan data yang 

diperoleh benar-benar valid. Pengulangan pertanyaan atau 

wawancara dilakukan dalam waktu yang tidak ditentukan agar data 

yang diperoleh benar-benar valid. 
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4. Strategi Analisis Data Kualitatif 

Dalam melakukan analisis data, strategi yang digunakan adalah metode 

ilustratif (The Illustrative Method). dengan metode ini peneliti 

melakukan pengelompokkan data sesuai dengan teori yang digunakan 

sebagai dasar dalam pcnelitian manajemen sekuriti pencurian dl 

lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam 

metode ini teori akun (diibaratkan) menghasilkan "kotak-kotak 

kososng". Dan peneliti mencari apakah data-<iatalbukti-bukti dapat 

disatukan untuk mengisi kotak kosong tersebut. Bukti yang ada dalam 

kotak tersebut dikonfirmasi atau ditolak oleb teori dan digunakun untuk 

menintrepetasikan gejala sosial. Kotak kosong disini merupakun 

kateguri-kategori konseptual yang diigunakan untuk menjelaskan. 

The llluslralive Method memiliki 3 (tiga) jenis pendekatan pendekatan 

yaitu: 

L Case ClarijiC<Ztion yaitu mengklarifikasi sebuah kasus spesifik 

(khusus) atau situasi tunggal dimana kasus dapat dijelaskan dan 

dipaluuni dengan menggunakun teori tertentu .. 

2. Parallel Demonstration yaitu peneliti mensejajarkan multi 

(banyak) kasus untuk menunjukkan bahwa teori berlaku bagi 

banyak: kasus. Peneliti dapat mengilustrasikan teori melalui 

bahan I bahasan khusus dari berbagai kasus tersebut. 

3. Pattern Macching. yaitu penellti menoocokkan basil observasi 

dari satu kasus dengan konsep yang berasal dari teori ataupun 

penelitian lainnya. Mengarah pada penghapusan sebagian dari 

teori, karena untuk memberikan penjelasan, dimungkinkan untuk 

menghilangkan sebagian ide, variabef maupun pola yang 

dipertimbangkan. 

Pendekatan yang akan digunakan adalah jenis pendekatan yang pertama, 

Case ClarijiC<ltion {klarifikasi kasus) karena dalam penelitian ini peneliti 

akan menehtl manajemen sekuriti dengan kasus tunggal yaitu 

diHngkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kasus yang 
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teljadi sebagai gejala sosial, dicoba untuk dipabami dengan 

mengkonfirmasi atau ldarifikasi dengan teori yang digunakan sebagai 

dasar da[am penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Garnbar 

3 .I berikut ini : 

2.2.4 lnforman 

Gambar3.1 
llustrative Methode 

Kotak Kosong 

Data 
lapangan 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adatab : 

L Kepala Badan Pcngembangan Somber Daya Manusia merupakan informan 

kunci (.1<1y person) berkaitan denga kebijakaa yang dibuat selaku pimpinan 

organisas~ dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Hukurn dan HAM. 

Untuk mengetahui kebijakan yang berkaitan denga.n manajernen sekuriti 

yang selama ini diterapkan di Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, serta latar belakang atau alasan penggunaan sistem keamanan 

tersebut &:bagal upaya pe:ncegaban terjadinya kejahatan. Peran Kepata 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia daiam pelaksanaan program 
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pencegahan kejahatan, sistem pengawasan dan evaluasi yang telah 

ditetapkan. 

2. Regu Pengamanan Ba.dan Pengembangan Somber daya Manusia sebagai 

informan penting untuk mengetahui pelaksanaan pengamanan sebagai 

upaya pencegahan kejahatan, serta mengetahui faktor-faktor apa yang 

menjadi penghambat maupun pendorong hagi regu penganuman dalam 

menjalankan tugas peoganuman. 

3. Pegawai dan Peserta pendidikan dan pelatihan sehagai informan 

tambahan, untuk mengetahui pendapatnya tentang pelaksauaan 

pengamanan di lingkungan Bndan Pengembangan Sumber daya Manusia. 

Serta rutinitas ataupun kondisi yang dihadapi selama berada di linglruogan 

Badan Pengembangan Sumber daya Manusia, serta internksi di antara 

sesama penghuni, apakah satu sama Jain saling mengenal dan rnampu 

membedakan antara penghuni Badan Pengembangan Sumber daya 

Manusia dan masyarakat umum. 

4. Korban kejahatan (pencurian) sebagai informan tambeban. 

Untuk mengetahui bngaimana, kapan, dimana kejabatan (pencurian) 

tersebut terjadi. Serta mendapatkan gambaran tent.ang situasi atau kondisi 

pada saat terjadi pencurian, dan barang apa yang telah dicuri 

5. Masyarakat Umum sebagai informan tambahan. 

Untuk mengetabui pendapat dan reaksi masyarakat terhadap pelaksanaan 

pengamanan di lingkungan Badan Pengernbangan Sumber daya Manusia, 

terutama bagi yang sering menggunakan fusilitas Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia atau yang sering masuk ke Badan Pengembangan 

Sumber daya Manusia dengan kepentingan tertentu. seperti pengguna 

Iapangan tenis~ basket dan volley baiL 

2.2.5 Lokasi Penelilian 

Pene1itian akan diJakukan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

dengan objek penelitiannya adalah pelaksanaan pengamanan di lingkungan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia" AJasan yang mendasari Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai lokus penelitian adafah 
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1. Dalam lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah 

teJjadi kejahatan penourian secara berulang-ulang, bahkan pernah terjadi 

kejahatan percobaan perkosaan terbadap peserta didik, serta belum adanya 

kebija!Gm Jdrusus yang berkaitan deogao sekuriti di lingkungan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia .. 

2. T erda pat sejumlah penghuni yang akan menjadi informan dalam peneHtian 

ini: 

3. ala san subyektif, yaitu kemudahan ak:ses peneliti untuk ke lokasi penelitian, 

dan kemudahan dalam memperoleh informasL 
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Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukurn dan HAM, dan gambaran tentang 

sistem pengamanan, serta gambaran umum pedoman pengamanan Departemen 

Hukum dan HAM 

3.1 Gambaran Umum Badan Pengembangan Somber Daya Manusia 

Departemen Hokum dan HAM RI 

Gambaran umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum 

dan HAM meliputi sejarah singkat dan kondisi bangunan, visi dan misi, struktur 

organisas~ komunitas di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Hokum dan HAM, guna mengetahui kondisi Badan Pengembangan 

Somber Daya Manusia Hukum dan HAM secara fisik dan organisasi. 

3.1.1 Sejarah dan kondisi bangunan Badan Pengembangan Somber Daya 

Manusia Departemen Hokum dan HAM 

Badan Pengembangan Somber Daya manusia Hukum dan HAM 

merupakan organisasi barn sebagai basil pengembangan dari Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Pegawai Departemen Hukum dan HAM. 

Pengembangan tersebut menjadikan Pusdiklat mengalami peningkatan eselon 

menjadi organisasi unit eselon 1 di Iingkungan Departeinen Hukum dan HAM RI, 

dan memiliki nomenklatur sebagai Badan Pengembangan Sumber Daya manusia 

Hukum dan HAM Dasar hukum pembentukkan Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Hukum dan HAM adalah : 

I. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor -: I 0 Tahun 2005 

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara 

Republik Indonesia. 

2. Surat Menpan RI Nomor B/941/M.PAN/2007 tentang 

penyempumaan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

tanggal 16 April 2007 
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2. Surat Menpan RI Nomor B/941/M.P AN/2007 tentang 

penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

tanggal 16 April 2007 

3. Peraturan menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.04.PR.07.l0 

Tahun 2007 tanggal 20 April 2007, tentang Organisasi dan Tata Ke!ja 

Departemen Hukum dan HAM RL 

Pernbentuklarn Badan Pengernbngan Sumber Daya Manusia Hukum dan 

HAM dilakukan dengan pertimbangan antara lain : 

I. Adanya spesifikasi keilmuan/pengetabuan teknis operasional yang 

berbeda, yang tidak dapat diperoleh dari pendidikan universitas dan 

pendidikan formallainnya 

2. Badan ini memiliki peran dan program yang stmtegis guna 

meningkatkan kinerja kelembagaan dan kualitas sumber daya 

manusia, serta mclakukan percepatan profesionalisme pegawai yang 

dilakukan secara sistematis 

3. Badan ini juga bertugas untuk melakukan pengembaagan sumber 

daya manusia dan kelembagaan yang dapat terus diinternalisasikan 

dan disosia1isasikan. 

Sebelum memiliki gedung sendiri. penyelenggaraan diktat pegawai 

Departemen Kehakiman dilaksanak:an dengan berpindah tempat. Hal ini 

disebabkan arlanya tuntutan untuk meningkatkan kemampuan Aparatur 

Kehakiman dalam menangani berbagai masa\ah yang semakin kompleks. Oleh 

karena itu pada tahun 1969 Jregiatan dildat yang sifatnya masih unit ditiagkatkan 

penyelenggaraannya secara terpusat dengan membentuk pusdiklat. 

Berdaserikan Sural Keputusan Menteri Kebakiman Nomor Y.S.4/3/7 tabun 

1975 tentang organisasi dan Tala Kerja Departemen Kebakiman, Pusdiklat 

pegawa1 secara administrasi berada di bawah Sekretariat Jenderal, namun dalam 

melaksanakan tugas pokoknya berdiri secara otonom dan bertanggung jawab 

langsung kepada Menteri Kehakiman. Seca:ra operasional pusdikiat sudah berjalan 

sejak tahun 1975 dengan menempati bangunan di jalan Hayam Wurok No. 07 

bersebelahan dengan gedung BHP. meskipun fasilitas yang tersedia belum 

memadai. Gedung yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan 
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juga belum tersedia sehingga diklat dilaksanakan dengan menyewa gedung di 

beberapa tempat. Beberapa diklat yang dilaksanakana pada tahun 1975 adalah : 

Penataran BHP tingkat I dilaksanakan di Hotel Ramayana Tanab 

A bang; 

Penataran Tenaga Teknis Tahanan Imigrasi dengan menyewa:. gedung 

dan bekerja5ama denga.n Pusa.t Pendidikan Hukum TNl Angkatan 

Darat di jalan Kyai Tapa Nomor 101 Grogo~ Jakarta Barat. 

Pada tahun 1978 Pusdiklat pegawai memperoleh gedung bertingkat 6 

(enam) di jalan Batu Tulis Raya Nomor l Jakarta pusaL Hal tersebut dirnaksudkan 

agar tidak: lagi menyew.t gedung setiap kali menyelenggarakan diktat~ gedung 

tersebut meliputi : 

a. dua Iantai untuk wisma 

b. dua lantai untuk ruang kutiah, diskusi, dan seminar 

c. satu iantai untuk roang seminar dan perpustakaan. 

Meskipun Ielah memiliki gedung sendiri akan tetapi dalarn 

perkembangannya fasilitas yang tersedia tersebut belum sepenuhnya dapat 

menampung seluruh kegiatan pendidikan dan latihan masih menggunakan ternpat 

atau instansi fain. Pendidikan dan pelatihan masih dilaksanakan di beberapa 

tempat antara lain : 

- PHI Senen Jakarta Pusat 

- Gelora Senayan 

- Wisma Tanah Air Cawang Jakarta Timur 

- Hotel MARS Cipayung Bogor 

Pusdikkum TN! AD Grogol Jakarta Barat 

Asrama haji Wisma Ciliwung Matraman Jakarta Timur 

Pondok Wisma Pasar Rebo Jakarta Tlmur 

Pada tahun 1987 Pusdiklat Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM Rl 

memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai~ dengan gcdung yang 

dibangun diatas tanah seluas 107.109 m2 milik Departernen Kehakiman dan 

HAM RI, Gedung dengan daya tampung 720 peserta pendidikan clan pelatlhan ini 

diresmikan ofeh Menter( Kehakiman RI, [small Saleh, pada tanggal 29 oktober 
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1987 dengan pesan bahwa ; "Hakekat Pendidikan adalab kemauan dan 

kemampuan untuk mendidik diri sendiri". 

Gedung tersebut terletak di jalan Raya Gandul Cinere, Jakarta Selatan 

berbatasan dengan pemukiman penduduk, dan dibagian belakang berbatasan 

dengan Lapas Klas IIA Terbuka yang telah beroperasional pada tallun 2004. 

Bagian belakang sebelah selaum terdapat perkebunan pisang dan bagian belakang 

sebelah utara terdapal bangunan perumaban dinas untuk pejabat sebanyak 10 unit, 

6 unit bangunan 2 lantai dan 4 unit bangunan 1 la.ntai. Sebelumnya di areal ini 

adalah lapangan yang biasa digunakan sebagai lapangan sepak bola oleh 

penduduk maupun peserta pendidikan dan peJatihan,. termasuk taruna AKIP dan 

AIM, babkan juga pernall dijadikan lapangan panahan. Kemudian disebelah 

selatarmya terdapat sungai kecil yang sering disebut "kali krukut" oleh panduduk 

sekitar. 

Bagian kanan dan kiri pusdiklat dibatasi dengan temhok setinggi 1 (satu) 

meter. Bagian depan dan belakang dibat:a.si dengan pagar besi dengan ketinggian ± 

2 meter. Pusdiklat mernpunyai dua pintu gerbang yalrni pintu gerbang utama 

berada di bagian selatan dan pintu gerbang kedua berada di sebelah utara, di 

mana masing-masing gerbang memiliki pos penjagaan. Akan tetapi pos pe~agaan 

digerbang kedua yang sering disebut "Pos Monyet" tidak difungsikan secara 

optimal kareua pintu gerbang tersebut selalu tertu!up dan dalam keadaan terkunci 

sedangkan pas monyet difungsikan bagi taruna AKIP sebagai tempat berlatih 

untukjaga pos secara bergi.Hr. 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departernen Hukum dan 

HAM Rl memiliki kekbasan konstruksi dan bentuk bangunan yaitu pel]laduan 

antara kakuatan dan keindahan arsitektur yang terns dipelihara, pembangunan 

yang dilakukan disesuaikan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit, sebingga 

keindahan alam! tetap terpelihara. 

Seluruh bangunan tersebut terdiri dari unit-unit yang disesuaikan dengan 

kegunaannya, seperti yang terlihat dalam tabel : 
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Tabel3.1 
Fasilitas yang ada di Badan Pengembangao Swnber Daya Maousia 

Hokum dan HAM 

-
Jenis Jumlah Kapasitas Keterangan 

Gedung Adm!Kantor I 90orang 3 lantai 

Ruang Kuliah 16 640 orang 3 lantai 

Ruang Diskusi 6 20orang Lantai I 

Ruang Seminar 1 150 orang Lantai 3 

Asrama Latihan 6 360orang 3 Iantai 

Asrama Pendidikan 6 360 orang 3 lantai 

Auditorium 1 500orang 2 lantai 

Gedung Perpustakaan 1 50 orang 1 lantai 

Lab. Komputer 1 20orang Lantai 2 

Lab. Babasa I 30orang Lanlai 2 

Ruang Assesment l 15 orang Lantai 3 kelas 

Media Center I IOorang Lantai I kelas 

Ruang Fitness 1 10 orang Lantai 3 kelas 

Ruang Karaoke I 30orang Lantai 3 kelas 

Flat/ Apartemen 3 234orang 3 Lantai 

Rumah Dinas Jabatan 10 ~ orang 2 Lantai 

Gedung Pendidikan I 150 orang -
- " Sumber : Badan Pengembangan Somber Daya Manusta agustus 2009 

Kelengkapan sarona dan fasilitas lainnya yang juga menunjang 

penyelenggarnan diklat adalah : 
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Tabel3.2 
PrasaniDa Penuojang Lain 

No. Jenis Jumlah Kapasitas Keterangan 
1---7-

L Sarana Olah 13 2lap. Tenis 
Raga 10 tenis meja 

I lap. Volley 

1---7·-
!lap Basket 

2. Kantin I 700 oranl! 2lantai 
3. Kendaraan 8 
4. Masiid 1 
5. Poliklinik 1 
6, Listrik 500KVA PLN2Genset 
7. Air Jet Pumo Deeowell 
8. Area Parkir 300 mobil 
9. Teleoon Dinas 

Perpustakaan 
····- ~··-

10. I 

3.1.2 VISi dan Misi Badan Pengembangan SumbeT Daya Manusia Hulrum 

daoHAM 

Berpedoman kepada visi dan misi Departemen Huknm dan HAM dalam 

mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, maka BPSDM Hukum 

dan HAM memiliki visi : menjadikan sumber daya manusia Huknm dan HAM 

Berkualitas. Dengan visi tersebut BPSDM Hukum dan HAM memiliki misi 

antara lain : 

I. Menyelenggarakan Pengembangan di Bidang Kepemimpinan dan 

Manajemen 

2. Menyelenggarakan Pengembangan di Bidang Teknis 

3. Menyelenggarakan Pengembangan di Bidang Fungsional dan HAM 

4. Menyelenggarakan Keijasama Pengembangan Siumber Daya 

manusia Hukum dan HAM 

5. Memberikan duknngan Penyelenggaraan Pengernbangan Sumber 

Daya manusia Hukum dan HAM. 

Dengan vis1 misi tersebut di atas rnaka sasaran yang hendak dicapai oleh 

Badan Pengembangan Surnber Daya Manusia Hukum dan HAM adaiah : 

I. Terbentuknya Sumber daya manusia Huknm dan HAM yang 

profesfona1, kreatif, inovatif: dinamis, dan berwawasan ke masa depan, 
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2, Terciptanya pendidikan dan pelatiban di bidang Hukmn dan HAM 

yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengetahuan 

3. Terciptanya pendidikan teknis dan fungsional Hukum dan HAM yang 

memenuhi standar kompetensi nasional dan internasional 

4, Terciptanya pendidikan dan pelatihan dengan system belajar jarakjauh 

sehingga sumbet daya manusia aparatur yang bertugas di unit 

pelaksana teknis dapat mengiknti diklat 

5. Terwujudnya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan organisasi 

yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan dari dalam dan 

luar negeri dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Hukum 

dan HAM. 
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3.1.3 Denab Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hnkum dan 

HAM 

< 1 

~~ ! 
I!!< ! 

t:~ I 
S I 

I 
' 

. 
• 

3.1 

I 
l 
i 
< 
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3.1.4 Struktur Organisasi Badan Pengembangan Somber Daya Manusia 

Hukum dan HAM 

Terbentuknya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen 

HUkum dan HAM Rl adalah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI 

Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tanggal20 April2007 tentang Organisa.•i dan 

Tala Kerja Departemen Hukum dan HAM RI. Badan Pengernbangan Sumber 

Daya Manusia Departemen Hukum dsn HAM RI merupakan suatu Badan Negara 

yang mempunyai tugas meJaksanakan pengembangan sumber daya manusia di 

bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan 

Pengernbangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyelenggarakan 

fungsi : 

a. penyiapan perumusao kehljakan dan program pengembangan 

sumber daya marrusia dibidang bukum dan hak asasi manusia; 

b. penyusunan standar~ nonna, pedoman,. krlteria dan prosedur 

pengembangan sumber dsya manusia di bidang hukum dan hak asasi 

manusia; 

c. pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang 

hukum dan hak asasi manusia; 

d. koordinasi dan keija sama pengembangan surnber daya manusia d 

bidang hukum dan bak asasi manus!a; 

e, pemberian bimbingan teknis tata penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia; 

f monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan basil pendidlkan dan 

pelatihan pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi 

manusia; 

g. pclaksanaan urusan adminislrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan 

HAM 

Univemrtas Indonesia 

Manajemen Sekuriti..., Prihartati, Pascasarjana UI, 2009



r 
PUS AT 

Gambar3.3 
Bagan Struktur Organisasi 

BPSDM Hokum dan HAM RI 

BPSDM 

SEKRETARIAT 
BAD AN 

I I 
PUSAT PUSAT 

53 

PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN 
KEPEMIMPJNAN TEKNIS FUNGSIONAL DAN 

DAN MANAJEMEN BAM 

r 
r I 

AKIP AIM 

KEWMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

Sumber : Badan Pengcmbangan Sumbcr Daya Manusia Hukum dan HAM 2009 

Seperti terlihat dalam gambar hagan di atas, maka sususnan organisasi 

Badan Pengembangan Somber Daya Manusia Hukum dan HAM terdiri 

dari: 

a. Kepala Badan Pengembangan Somber Daya Manusia 

merupakan pimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

dan menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengernbangan Somber Daya 

Manusia sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya. 

b. Sekretariat Badan 
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Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepada seluruh 

satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Hukum dan HAM. Untuk menjalankan tugas tersebut 

sekretarian badan memiliki fungsi antara lain : 

pelak:sanaan dan koordinasi penyusunan rencana, program dan 

anggaran, evaluas~ penyusunan laporan kegiatan pengembangan 

sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia; 

pelak:sanaan dan koordinasi kexjasama pengembangan pendidikan dan 

pelatihan di bidang hukum dan hak: asasi manusia; 

pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha dan administrasi 

pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Hukum dan HAM RI 

pengelolaan urusan administrasi keuangan; dan 

pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. 

c. Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen 

Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Badan Pengembangan Somber Daya 

Manusia Hukum dan HAM di bidang pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan dan manajemen berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan 

HAM. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pengernbangan 

Kepemirnpinan dan Manajemen menyelenggarakan fungsi : 

penyiapan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia 

di bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen; 

penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman. kriteria dan prosedur 

dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang 

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen; 

penyiapan penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pelatihan 

kepemirnpinan dan manajemen; 
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penyusunan rencana dan program pengembangan sumber daya 

manusia di bidang pendidlkan dan pelatihan kepernimpinan dan 

manajemen~ 

penyiapan bahan koordinasi kegiatan pengembangan sumber daya 

manusia di bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan 

manajemen dengan instansi terkait dan pelak:sanaan penyelenggaraan 

kegiatan; dan 

penyiapan baban evaluasi pelaksanaan kegialan dan penyusunan 

laporan di lingkungan Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan 

Manajemen. 

d. Pusat Pengembangan Telmis 

Pusat Pengembangan Telmis memponyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM 

di bidang pendidikan dan pelatihan telrnis berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Hukum dan HAM. Untuk me!aksanakan tugas dimaksud, Pusat 

Pengembangan Telrnis menyelenggarnkan fungai antara lain: 

penyiapan perumusan kebijakan pengemba.ngan sumber daya manusla 

di bidang pendidikan dan pelatihan telrnis; 

penyiapan penyususnan standar, norma, pedoman, kriteria dan 

prosedur dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang 

pendidikan dan pelatihan tekeis; 

penyiapan penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis; 

- penyususnan rencana dan program pengembangan sumber daya 

manusia di bidang pendidikan dan pelarihan teknis; 

penyiapan bahan koordinasi kegiatan pengembangan sumber daya 

manusia di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dengan instansi 

terkait dan petaksanaan penyelenggaraan kegiatan; dan 

- penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan 

laporan di lingkungan Pusat Pengembangan Teknis. 
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e. Pusat Pengembangan l'ungsional dan HAM 

Pusat Pengembangan Fungsional dan Hak Asasi Manusia mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengambangan Sumber Daya 

Manusia Hukum dan HAM di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional 

dan hak asasi manusia berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pengembangan l'ungsional dan Hak 

Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi : 

penyiapan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia 

di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional dan bak asasi manusia; 

penyiapan penyusunan standar~ norma., pedoman, kriteria, dan prosedur 

dslam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang 

pendidikan dan pelatiban fungeional dan hak asasi manusia; 

- penyiapan penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pelatihan 

fungsional dan hak a.o;a<;i manusia; 

penyusunan rencana dan program pengembangan sumber daya 

manusia di bidang pendidikan dan pelatiban 1\mgsional dan bak asasi 

manusia; 

penyiapan bahan koordinasi kegiatan pengembangan sumber daya 

manusia di bidang pendidikan dan pelatiban fungsional dan hak asasi 

manusia dengan instansi terkait dan pelaksanaan penyeienggaraan 

kegiatan; dan 

penyiapan bahan evaluasi pelaks.anaan kegiatan dan penyusunan 

laporan di Iingkungan Pusat Pengernbangan Fungsional dan Hak 

Asasi Manusia. 

f. Akademi Kedinasan (AKIP dan AlM) 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga teknis yang secara 

akademis mampu memberikan kontribusi pemikiran yang lnovatif. guna 

menjawab tantangan masa depan, yang didasarkan pnda penguasaan ilmu 

pengetahuan dan taknologi diperlukan suatu strategi, yaitu melalui 

pendirian akademi kedinasan. Di sisi lain dengan adanya akademi 
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kedinasan dibarapkan juga mampu "melahirkan" kader aparatur dengan 

stan~mpetensi tclmis yang memadai Atas dasar pemilciran terscbut 

maka Departemen Hukum dan HAM R1 "melengkapi diri" dengan 2 ( dua) 

Akademi Kedinasan yaitu Akademi llmu Pemasyarakatan ( AKll') dan 

Akademi lmigrasi (AlM). 

Berkenaan dengan pendidikan kedinasan secara tegas dinyatakan 

pada pasal 29 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, sebagai pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Departernen atau lembaga pemerintah nondepartemen yang berfungsi 

untuk meningkatkan ketrampilan dalam pelakaanaan tugas kedinasan bagi 

pegawai dan ealon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga 

pemerintah nondeparteme!L Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKll') dan 

Akademi Imigrasi (AIM) edalah sebuah lembaga pendidikan di bawah 

Departemen Hukum dan HAM Rl yang diharapkan dapat memenuhi 

fungsi-fungsi sebagai pendidikan kedinasan. Sebagai sebuah pendidikan 

tinggi, AKlJ> dan AIM dalam penyelenggaraan pendidikan perln 

menjalankan bcrbagai tugas-tugas dalam pendidikan Iingg~ yakni 

pengembangan ilmu pengetahuan. pemberlakuan kcbebasan akademik dan 

kebebasan rnimbar akademik serta otomomi keilmuan. Keberhasilan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di AKIP dan AIM tidak akan berhasil 

bila tidak diduknng oleh budaya akademik yang baik, melalui 

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, penelitian ilmiah dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

Untuk mengetahui lebih rinci tentang kedua Akademi dimaksud 

berikut akan dipaparkan sedikit gambaran tentang Akedemi Ilmu 

Pemasyarakatan dan Akademi lmigrasi. 

6. Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) 

Merupakan safah satu jalur dalam mempersiapkan kader pemirnpin 

yang mumpuni di bidang Pemasyarakatan di masa mendatanK Melaiuf 

berbagai kegiatan program pendidikan dan ekstrakurikuler yang 

diselenggarakannya diharapkan mampu membekali kader dengan 
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berbagai kemampuan teknis, kepribadian, dan kepemimpinan. AKIP 

didirikan berda:sarkan Keputusan Pcesiden R1 Nomoc 270/1964 

tanggal 24 Oktober !964, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan 

meadesak sumber daya manusia di bidang Pemasyarakatan, 

berkenaan dengan adanya perubaban sistern perlakuan terhadap 

pelanggaran hukum di Indonesia dari sistem kepenjaraan menjadi 

sistem pemasyarakatan. 

Para peserta didik Akademi Dmu Pemeayarakatan disebut sebagai 

tamna AKJP. AKIP merupakan akademi kedinasan setingkat diploma 

m yang berkualifikasi Ahli Madya di bidang llmu Pemasyarakatan. 

Ilmu Pernasyarakatan adalab ilmu tentang tata perlakuan terbadap 

narapidana dalam sistem bukum Indonesia. 

7. Akademi Imigrasi (AIM) 

Akademi Imi,grasi didirikan berdasarkan Keputusan menteri 

Kehakiman Nomor : JP.l7/59/ll Tabun 1962 tanggal 21 Desember 

1962. Tujuannya adalab untuk mernenubi kebutuhan tenaga teknis 

keimigrasian yang terampil dan profusional, namun sejak tabun 1976 

Akademi Imigrasi pralctis menghentikan kegiatannya. Melalul 

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang~undangan RI Nomor : 

M.Ol-DL.08.01 Tabun 2000, tentang Statuta Akademi Imigrasi, maka 

Akademi Imigrasi menjalankan kembali kegiatannya sebagai sebuah 

Lembaga pendidikan Tinggi Kedinasan. 

Akademi Imigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan 

di atas pendidikan menengab pada jalur pendidikan profesional 

program diploma ill yang ditujukan pada keahlian kbusus di bidang 

Keimigrasian. Sebagai salaft satu unsur dari ststem pendidikan 

nasional sesuai Undang-undang Nomor : 2 Tabun 1989, Akademi 

Imigrasi menyiapkan peserta didik yang disebut taruna secara simultan 

yang clfarahkan pada pengemhangan potensi kepemimpinan dan 

pembinaan Kader Pengaman Pinto Gerbang Negara indonesia 
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3.1.5 Komu.niias di lingkungan Badan Pengembangan Somber Daya 

Manusia Hukum dan HAM 

Komunitas di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Hukum dan HAM meliputi Pegawal Badan Pengembangan Surnber Daya 

Manusia Hukum dan HAM. Peserta Pendidikan dan Pelatiban, dan Penghuni 

lainnya yang bertempat tinggal di llngkungan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Marmsia Hukum dan HAM. 

3.1.5.1 Pega,va..i Badan Pengemba~:~gan Sumber Daya Manusia Hukum dan 

HAMRl 

Agar dapat melaksa.nakan fungsinya sebagai tempat untuk melaksanakan 

pendidikan dan pelatihan, salah satu unsur penunjang yang memiliki peran 

penting adaiah keberadaan pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Untuk Badan Pengembangan Somber Daya Manusia Departemen Hukum dan 

HAM R1 sendiri, dalam menjaJankan togas pokoknya memiliki pegawai 

berjumlah 231 orang (tcrmasuk pegawai AKIP dan AlM) dengan perincian 

sebagai berikut : 

Tabel 3.3 
D.at.a Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

I 
.. .. Jumla] Pangkat dan A B c D E 

Golongan • . '-.-.--------- ____ .. _ 

! IV 15 5 l 6 2 i • I 

III 37 57 24 • 18 
~··· 

II 18 16 24 5 

r 
. 

Jumlah 231 
L .... ------ - --- ·-----~ 

Sumber; Bag1an Kcpcgawa1an dan Tata Usaha BPSDM Hukum dan HAM 

Berdasarkan pcndidikan, pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia paing banyak memiliki pendidikan sarjana yaitu 83 orang atau sekitar 

35,93 %: dari jumlah seluruh pegawai. Badan Pcngembangan Sumber Daya 

Man usia juga memilikl pegawa dengan pendidikan terakhir SD dan SLTP yaitu 

masiogMmasing sebanyak 1 orang. Lebih rinci dapat di Hhat pada tabel berikut ini: 
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Tabcl3.4 
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah 

Doktor 2 

Pasca Sarana 56 

Sarjana 83 
--

Sarjana Muda 23 

SLTA 79 ,__ _____ 

SLTP l 

SD l 

Jumla.h 231 
-

Berdasarkan unit kerja, pegawai paling ban yak j um1ahnya yaitu sebanyak 

85 36,79 % orang berada di unit kerja Sekretariat Badan Pengernbangan Sumber 

Daya Manusia, hal terSebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang harus 

dijalankannya. Lebih r.inci dapat di lihat pada label di bawah ini : 

Tabel3.5 
Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja E----- --Unit Kerja Jurnlah 

_Kepala BPSDM I 
-] Kapuspirnen dan Staf 25 

~ .... Kapusbang Teknis dan Staf 27 -----, 

Kapusbang Fungham dan Staf 25 

Sekretaris Badan dan Staf 85 

' AKJP 

§ AIM 20 

Widyaiswara 8 

CPNS 18 ! 
' -t= __ Jum_l_•"--- _ __1____2_3_l _ _j 
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3.1.5.2 Karakteristik l'eserta l'endidikan dan l'elatihan Badan 

Pengembangan Sumber Days. Manusia Hukum dan DAM RI 

Peserta pendidikan dan pelatihan adalah pegawai di lingkungan 

Departemen Kehakiman dan HAM di seluruh Indonesia yang telah memenuhi 

persyaratan sesuai dengan pasal 13 ayat I, 2, dan 4 Keputusan Ketua Lembaga 

Administras.i Negara Nomor : 304NIX/6/4/1995 tentang Pedoman Umurn 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelarihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Namun 

demikian juga harus mernenuhi persyaratan spesifik y•ng disesuaikan dengan 

jenjang pendidikan dan pelatiban yang dilaksanakan dan sesuai dengan materi 

teknis pendidikan dan pelatihan. Selain itu juga terdapat peserta pendidikan 

dengan masa pendidikan selama 3 (tiga) tahun yaitu taruna AKIP dan AIM. 

Taruna tersebut menjalankan pendidikan ikatan dinas dengan sifat pendidikan 

yang semi miiiter dimana selama masa pendidikan diutamakan kedisiplinan dan 

kesamaptaan dan memiliki rutinitas yang telah diatur dan tidak leluasa untuk 

knluar dari lingknngan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia hanya 

diijinkan pada saat-saat tertentu. Taruna AKIP (Akndemi llmu Pemasyarakatan) 

dididik untuk menjadi pegawai negeri di lingknngan Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan ataupun pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Lemhaga 

Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, dan Rumah 

Penyimpanan Barang Sitaan dan Rarnpasan Negara). Taruna AIM (Akademi 

Imigrasi) adalah pendidikan kcirnigrasian dimana sistem pendidikan hampir .sama 

dengan pendidikan AKIP hanya herlJeda bidang tugas. sehingga berbeda matcri 

teknis yang diberikan selama perkuliahan. Usai menjalani masa pendidikan, 

taruna AIM menjadi pegawai di lingknngan Dirclctorat lenderal lmigrasi maupun 

pada Unit Pelaksana Teknis ImigrasL Penerimaan taruna AKIP dan ATh1 

diiakukan setahun sekali dengan persyaratan tertentu yang sifatnya lebih spesifik 

hila dibandingkan dengan penerimaan pegawai reguler, serta harus Julus ujian

ujian peoorimaan. 
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3.1.5.3 Karakteristik Pengbuoi Lainnya di lioglrnogan Badao Pengembangan 

Sumber D.aya Manusia Hukum dan HAM RI 

Pengbnni yang dimaksud disini adalah pegawai beserta keluarga pegawai 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang bertempat tinggal di dalam 

lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Mannsia dan bukan merupakan 

peserta pendidikan maupun pelaliban. Pengbuni tersebut meliputi : 

- Pembina Taruna 

Y aitu pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Man usia yang 

bertugas untuk membina para taruna selama melaksanakan pendidikan, 

Para pembina bukan peserta pendidikan dan pelatiban akan tetapi 

merupakan pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 

sebagian dari pembina yang belum berkcluarga bertempat tinggal di 

asrama dan menjadi penghuni lingkungan Badan Pengembangan 

Surnber Daya Manusia. 

Penanggung Jawab Asrama 

Penanggung jawab asrama merupakan bagian dari pegawai Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk menjaga 

asrama, dalam hal menjaga kebersihan dan pemeliharaan bangunan 

dan inventaris masing-masing asrama. Bagi penanggung jawab 

tersebut diperkenankan untnk tinggal diasrarna, meskipun ada sebagian 

yang tinggal di luar wilayah Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. 

Penghuni Rumah Dinas 

Keberadaan rumah dinas yang diperuntukkan bagj pegawai di 

lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini 

menyebabkan keluarga pegawai yang tinggal di lingkungan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia m.enjadi Penghuni Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, meskipun bukan merupakan 

peserta pendidikan ataupun pelatihan. Penghuni rumah dinas ini bebas 

keluar masuk Jingkungan Badan Pengembangan Sumher Daya 
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Manusia karena lingkungan tersebut telah menjadi lingkungan tempat 

tinggal baginya. 

3.2 Pedoman Pengamanan Departemen Hukum dan HAM 

Dalam pelaksanaan tugas pengarnanan. petugas atau regu pengamana:n 

memiliki pedoman pengamanan dari Departemen Huknm dan HAM RI. Pedoman 

pengamanan tersebut berupa Prosedur Tetap Strategi Pencegahan Gangguan 

Keamanann Departemen Hukum dan HAM RI tebun 2006. Dalam Prosedur tetap 

tersebut diatur antara lain mcliputi pengamanan pimpin~ pengamanan 

lingkungan dan instalasi, dan pengamanan dokumen dan lreterangan yang bersifat 

rahasia. Dari ketiga butir yang disebutkan, yang berkaitan dengan peneHtian ini 

adalah butir kedoa yaitu tentang pengamanan lingkungan. Ketentuan yang diatur 

antara lain meliputi : 

I. Tugas Pokuk dan Fungsi Pengamanan Lingkungan dan Instalasi 

Tugas pokok Penga.manan Lingkungan dan Instalasi dititikberatkan kepada 

pengsmanan Bangnnan dan Gednng, Sarana Pendukung tugas, Ketertiban 

Wilayah, Pengamanan Lokasi, instalasi, sarana dan prasarana yang berkaitan 

dengan kegiatan parkantoran sehari-hari. Sedangkan Fungsi Pengamanan 

Lingkungan dan Instalasi adalah sebagai "garda terdepan" dalam penegakkan 

ketertiban sebagai salab satu sanma pendukung kelancaran administrasi 

perkantoran demi tercapainya tugas pokok dan fungsi Departemen, dengan 

menerapkan pola pengamanan yang hams mampu mencari dan menemukan 

kemnngkinan adanya hambatan, aneaman, dan gangguan serta mengolahnya 

untuk dijadikan bahan infonnasi/keterangan bagi pelaksaoaan tugas pokok dan 

fungsi Departemen, sekaligus menceg~ meniadakan. dan 

menghancurkannya. 
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1. Struktur Organisasi 

I 
Kc.,.U.Regu 
PAML~ 

& llistalasi 

I 
ReguPAM: 
Linglrungan 
& Inslnlasi 

Gambar3.4 
Struktur Organisasi Pengamanao 
Departemen Hnlrum dan HAM Rl 

Kepala Bagian Pen~anan 

Ka. Subbag Pengamanan 
Linglrun!lllll dan lnslalasi 

Ptt~gam;mau 

Khusus/BKO 
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I 
SlalfPAM 
Lingbmgon 
&hlslalasi 

I 
ReguBentuan 
Pcnga:rnanan 

lnpmgnn 

Sumber: Prosedur Tctap Strntegi Pen~ Gangguan Keamanan Depan:cmen Hukum 
dan HAM RI Talmn 2006 

2. Pusat Pengendalian 

Dalam setiap pelaksanaan tugas tetap berpedoman kepada organisasi 

Pengamanan, dimana komando dan penanggung jawab opernsional dalam 

setiap melaksanakan pengamanan techadap ohyek adalah Dan Pengamanan 

Lingkungan dan Inst:aiasi, yang kemudian dalam peJaksanaan operasional di 

lapangan didelegasikan kepada para Dan Regu atau Petugas yang ditunjuk. 

3. Koordina.si 

Dalam rangka menyelenggarakan Pengamanan fisik terhadap obyek perlu 

adanya koordinasi yang erat dan dilakukan dengan scbaik-baiknya antara 

unsur Pengamanan Lingkungan dan Instalasi dengan unsur~unsur yang terkait. 

4. Persyaratan Personli 

Lulus security cfearence 

Mempunyai mental ideologi yang baik 
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Mempunyai sikap berwibawa 

Memiliki Inteligensi yang tinggi 

Memiliki kemampuan pengamanan 

Memiliki Pengelahuan yang luas 

Mahir menembak pistolatau senapan 

Memiliki kemampuan bela diri 

Mampu menggunakan alat komunikasi 

5. Lingk.up Pengamanan 

65 

Secara fungsional penyelenggarnan pengamanan dilaknkan oleh seluruh 

pegawai dan pejabat yang berada disatuan kerjanya sedangkan pelaksanaan 

opurasionaloya sehari-hari dilaknkan oleh petugas pengarnanan. Oleh ksrena 

punyelenggarnan keamanan dan ketertiban disatuan kerja menjadi tanggung 

jawab pimpinan satuan kerjanya maka perlu diambil langkah-langkah serta 

tindakan pencegahan sebelum tetjadinya gangguan keamanan dan ketet1iban 

kant or yaitu : 

Melaksanaknn tugas piket kantor 

Membentuk dan mengadakan petugas satuan pengamanan 

Membuat dan mengadaksn Ianda pengenal (ID Card) pujabat, pugawa~ 

cleaning service. tamu> pedagang yang menetap yang berada dan 

memasuki lingkungan kantor. 

Menertibkan penggunaan seragam pegawai 

Membuat dan melengkapi tanda parkir setiap kendaraan yang berada di 

lokasi kantor sesuai dengan kepentingannya 

Mengatur dan menertibkan para pegawai yang melakukan dinas di luar 

jam kerja {lembur bagi pegawai) 

Melengkapi dan memeriksa selurub sarana dan prasarana keamanan 

antara lain tabung racun api, hidran~ dan ccrv maupun kabel instalasl 

yang sudah kadaluarsa 

Melakukan inspeksi dan pemeriksaan bau, celana, dan kelengkapan 

petugas pengamanan. 

Melengkapi rambu-rambu Jalu lintas arah masuk dan keluar kendaraan, 

ba:rang, dan manusia. 

Universitas Indonesia 

Manajemen Sekuriti..., Prihartati, Pascasarjana UI, 2009



66 

- Mengadakan tempat piket untuk penerirnaan tarnu pimpinan dan tamu 

pegawai 

Menyediakan papan petunjuk infonnasi yang dapat memudahkan 

pegawai untuk mengetahuinya/papan pengumuman 

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang keamanan 

antara lain TNIIPOLRI setempat 

Melaporkan dan mengambil tindakan terhadap setiap pelanggamn 

ataupun gangguan keamanan dan ketertiban sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

- Melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kejadian/peristiwa yang 

timbu1 sebagai gangguan keamanan dan ketertiban dari satuan kerja 

kepada Bagian Pengamanan Biro Umum Departemen Hokum dan 

HAMRI 

Melakukan monitoring pos-pos penjaga di luar gedung utama. 

Universitas Indonesia 

Manajemen Sekuriti..., Prihartati, Pascasarjana UI, 2009



BAB4 
MANAJEMEN SEKURITI 
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DI BAD AN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Pada bah ini akan diuraikan tentang pelaksanaan manajemen sekuriti di 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ditinjau dari sisi kebijakan, 

personll (mencakup somber daya petugas pengamanan dari komunil.as Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia), serta penilaian sekuriti meJalui 

perlengkapan dan lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (fisik 

dan sosial), serta kondisi sekuriti yang ada. 

Manajemen sekuritl Badan Pengemhangan Sumber Daya Manusia Hukum 

dan HAM merupakan kegiatan mengatur dan mengelola sumber daya yang 

dimiliki untuk melaksanakan pengamanan agar tujuan organisasi dapat tercapai. 

Berikut 7 (tujuh) orang inforrnan yang diwawancarai terkalt dengan 

P!!laksanaan manajemen sekuriti di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

yaitu : 

l. Bapak Mulki Manrapi, Kepala Badan pengembangan Sumber Daya 

Manusia Hukurn dan HAM Sebelumnya merupakan Kcpala Kantor 

Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKJ Jakarta. Wa.wancara 

dilakukan pada harl Senln tanggal 5 Oktober 20091 pukul 14.00 \VIB-

15.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Kepala Badan pengembangan n 

Sumber Daya Man usia Hukum dan HAM di Gandul Depok. 

2. Bapak Muchlis Ajlc, Kepala Sub. Bagio.n Rumah Tangga, yang 

melakukan penanganan terhadap peristiwa kejahatan yang terjadi di 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Wawancara dilakukan 

pada hari Kamis tanggal 8 Ok!ober 2009 pukuJ 14.30 sampai dengan 

i6A5 WlB di ruangan kerja. 

3. Petugas pengamamm inis1nl "F." , yang merupakan kornandan jaga 

rcgu ''demak", bertugas di Badan Pengembangan Sumbcr Daya 

Manusia selama 2 bulan IO bari. Wawancara dilakukan pada hari 

Sclasa tanggal6 Oktober 2009 pukull4.00 sampai dengan 15.00 WTB 

di pos penjagaan pintu gerbang utama. 
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4. Petugas pengamanan inisial "R" , yang rnerupakan komandan jaga 

regu 11Sofo" bertugas di Badan Pengernbangan Sumber Daya Manusia 

selama I bulan 20 hari. Wawancara dilakukan pad a hari Rahu tanggal 

7 Oktober 2009 pukul 13.30 sampai dengan 16.00 WIB di pos 

penjagaan pintu gerbang utama. 

5. Bapak lmmadudin Hamzah, pegawai Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia yang menjadi korban pencurian laptop. Wawancara 

dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Oktoher 2009 pukul 11.00 sampai 

dengan 11.30 WIB di ruang ke<ja yang hersangkutan. 

6. Budi, masyarakat umum yang tingga! di perumahan BPK (sebelah 

selatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) yang sering 

menggunakan lapangan Basket di Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. Wawaru;ara di lakukan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 

2009 pukull5.00 WIB di gazebo lapanganoiahraga. 

7. Wisnu, pegawai Badan Peagembangan Sumber Daya Manusia , 

wawam:ara dilakukan pada bali Selasa, taaggal 6 Oktoher 2009 pukul 

11.00 sampai dengan 11.40 WIB di ruang kerja Wisnu. 

SeOagai gambaran tentang pelaksanaan manajemen sekuriti maka hasH 

wawancara tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

4.1 Pelaksanaan Manajemen Sekoriti 

Manajemen sekuriti dapat dilakukan dcngan efektif apabila memiHkl 

kebijakan dan standar minimum opera.sional sekuriti. Berkaitan dengan kebijakan 

dan standar minimum operasional pengamanan Badan Pengamanan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, dari wawancara dan observasi diperoJeh 

data sebagai berikut : 

a. Pembagian pekerjaan yang jelas 

Pembagian tugas pengamanan di Badan Pengembangan Surnber Daya 

Manus:la tidak dila.kukan secara rinci Belum ada kebijakan Internal yang 

mengatur bagaimana pengamanan yang dilakukan di lingkungan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kalaupun ada itu bersifat lisan dan 

ins:idental, bukan statement yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap. 
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Rincian tugas petugas pengamanan sebenarnya Ielah di atur dalam protap 

Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan Departemen Hukum dan HAM, 

akan tetapi itu masih bersifat umum,. dan memerlukan peraturan pelaksana 

dalam implementasinya. Tentu saja kebijakan yang dibuat harus disesuaikan 

dengan kondisi dan situasi Iingkungan di mana kebijalkan tersebut 

dlimplementasikan. Dengan demikian c:akan lebih efektif dalam rnenjalankan 

tugas sekuriti/pengamanan. 

b. Kewenangan 

Kewenangan di sini dapat dilihat dari 2 ( dua) unsur yang pertama berkaitan 

dengan struktural organisasi dan pendelegasian kewenangan. Badan 

Pengemhangan Sumber Daya Manusia sehagai suatu organisasi unit eselon I 

di lingkungan Departemen Hukum dan HAM, seharusnya menjalankan salah 

satu fungsi pengamanan dalam mencapai tujuaTI organisasi. Namun da\am 

kenyataan yang ada secara struktural organisasi. pengamanan belum masuk 

dalam susunan struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. Struktur pengamanan masih berada di bawah Biro Umum 

Sekretar:iat Jenderal Departemen Hukum dan HAM, sehingga sega!a 

kebijakann berasal dari pusat (Biro Umum). Dari sisi pendelegasian 

kewenangan pengamanan~ masih bersifat sentralistlk, dimana Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak menerima pendelegasian 

kewenangan untuk melaksanakan manajemen selruriti di iingkungannya. 

Pendelegasian pelaksanaan pengamanan di lapangan secara operasional sesuai 

dengan protap yang ada diberikan kepada komandan regu di lapangan dari 

Kepala Sub Bagian Pengamanan Lingkungan dan Instalasi Departemen 

Hukum dan HAM. Akan tetapi dengan pendelegasian yang sifatnya 

sentralistik dan di luar struktur organisasi Bad an Pengembangan Sumber Daya 

Manusia menyebabkan kedua belah pihak (pihak Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dan Regu Pengamanan) tidak dapat berkoordinasi 

dengan baik. Darl pihak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 

hal ini Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengatakan 
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u .... pendelegasian kita memang sentralistik: tapi penerapan pengamanan 
yang berlalru saat ini kan karena dulunya kita ini bernda di bawah 
sekretariat jenderal, jadi wajar hila menginduk kesana, tapi sekarang kan 
kita sudab beda ( sebagai unit eselon I), barusnya sudah diberikan 
kewenangan mengatur pengamanan sendiri Lha kalo seperti sekarang 
gimana kita mau mengarabkan satpam kita ga punya kwenangan itu jadi 
paling juga kadang-kadang saya cuma menegur kalo melihat satpam itu 
begitu datang duduk-duduk saja ... ga berani lebih. Bukan kewenangan 
kita." 

Petugas pengamanan juga mengeluarkan pernyataan yang mendukung 

pernyataan dari Kepa!a badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, seperti 

yang diungkapkan oleh "R" : 

''Untuk saat ini, sepengetahuan kami belum ada yang berwenang membuat 
kebijakan pengarnanan dari internal BPSDM, selama ini kami hanya 
mengikuti kebijakan dari pusat (Biro Umum). Kebijakan dari Kepala 
BPSDM banya rnelalui lisan, itupun hanya perintah yang tidak 
berkekuatan tetap." 

Kondisi tersebut di atas rnenunjukkan adanya miss antara Badan 

Pengembangan Somber Daya Manusia dengan regu pengamanannya, Terdapat 

perbedaan persepsi yang menyebahbn masing-masing memiliki tujuan yang 

berdiri sendiri (berbeda). Persepsi Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia menilai babwa petugas pengamanan bukan pegawainya sehingga jika 

tidak sesuai dengan aturan kepegawaian Badan Pengernbangan Sumber Daya 

Manusia maka adalah wajar dan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk 

menghukum atau bahkan memberi penghargaan. Dari pihak regu pengamanan 

sendiri telah disebutkan di atas, merasa bahwa dirinya dianggap bukan bagian 

dari komunitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga secara 

moril membatasi diri dalam penertiban lingkungan. Dua pihak yang berbeda 

tujuan berada dalam satu lingkungan yang pada bakekatnya keduanya saling 

mernbutuhkan, namun terikat pada peraturan yang berlaku mcnyebabkan 

pengamanan yang dilaksanakan menjadi kurang opt1maL 

c. Ruang Lingkup yang Jelas 

Dalam protap pengamanan yang dimilik:i Departemen Hukum dan HAM telah 

disbutkan tentang ruang Jingkup pengamanan lingkungan dan instalasi, secara 

fungaional penyelenggaraan pcugamanan dilakuklln oleh seluruh pegawai dan 
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pejabat yang berada disatuan kerjanya sedangkan pelaksanaan operasionalnya 

sehari-hari dilakukan oleh petugas pengamanan. Disebutkan pula bahwa 

penyelenggaraan keamanan dan ketertiban disatuan kerja menjadi tanggung 

jawab pimpinan satuan kerjanya, hal ini sangat berbeda sekali dengan 

penernpan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dimana 

pendelegasian kewenangan be\um sepenulmya diberikan, rnasih dl atur oleh 

pusat (biro umum). Rnang lingkup tugas pengamanan menjadi tidak jelas, 

regu pengamanan mernbatasi diri~ sehingga ketentuan dari biro umum tidak 

dapat sepenuhnya diterapkan (maksimal), demikian pula dengan Badan 

Pengernbangan Sumber Daya Manusia, tidak dapat sepenuhnya memaksakan 

aturannya kepada regu pengamanan (memiliki keterbatasan) karena merasa 

regu pengamanan bukan bagian dari Otganisasinya (bukan pngawainya). 

d. Kesatuan Komando 

Dengan kedudukan pengamanan yang berada di ba:wah biro umum, komando 

yang ditaati oleb regu pengamanan adalab dari biro umum. sedangkan 

komando dari Badan selama ini belum ada yang sifatnya permanen dan 

berkekuatan hukum telap. Jadi secara struktural garis komando regu 

pengamanan adalah Biro Umum, akan tetapi komando langsung adalah dari 

Kepala Sub Bagian Pengamanan Lioglrungan dan lnstalasi Departemen 

Huk:um dan HAM. Namun untuk hal-hal tertentu regu pengamanan juga 

menjalankan perinlah dari pejabat-pejabat Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia yang cenderung s\fatnya insidentil. 

e. Kerjasama 

Kerjasama dilakukan dengan pihak terkait dalam meiaksanakan tugas 

pengamanan. Kmjasama yang dUakukan ~ntara lain daJam hal pelaksanaan 

pendidikan dan latihan kesamaptaan bagi caJon petugas pengamanan yang 

dilakukan oleh pihak Kepolisian (Brimob, Kelapa dua, SPN Lido}, dan TN! 

Angkatan Laut (Marinir Cilandak). Selain itu kerjasama dengan Polisi juga 

diiakukan dalam hal bantuan pengama.nan untuk momen tertentu yang 

menyebabkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manus:ia banyak 
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dikunjungi orang luar, rnisal pada saat ada seminar, ujian penerimaan pegawai, 

ataupun pada saat ada resepsi pernikaban yang dilaksanakan di Auditorium 

Badan .Pengembangan Somber Daya Manusia yang kadangkala juga 

melibatkan taruna dalam membantu pengawasan parkir kendaraan dan 

pengamanannya. Dalam hal penanganan kasus pencurian besar dan percohaan 

perkosaan juga melibatkan pihak kepolisian untuk menindak lanjuti. 

4~2 Personil 

Pelaksanaan manajemen sekuriti. yang telah ditetopkan dan diorganisir akan 

dilaksanakan oleh petugas satuan pengamanan. Agar manajemen sekuriti yang 

dilaksanakan lebih efektif maka peran pcrsonil pengamanan menjadi sangat 

penting, diperlukan tenaga pengamanan yang profesional di bidang pengamanan. 

a. Manajemen (rekruitment) 

Petugas pengamanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

direkurt dan dikelola oleb Biro umum, terkait dcngan polaksanaan 

pengamanan Iingkungan maka petugas pengamanan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Sub Bagian Pengamanan Lingkungan dan 

Instalasi Departemen Hokum dan HAM sesuai dengan prosedur tetap 

strategi pencegahan gangguan keamanan. Rekruitmen terbadap petugas 

pengamanan tidak dilaksanakan secara khusus melainkan secara 

bersarnaan dengan rekruitmen calon pegawai negeri sipil yang bekerja di 

bidang administratif (sclain di bidang sekuriti.}. Rata~rata yang 

ditempatkan sebagai petugas pengamanan adalah para c.alon pegawai 

negeri sipil yang berlatar belakang pendidikan Sekulah Menengah 

Umum (SMU) atau sederaja~ se<:ara fisik memiliki tinggi 168 em dan 

berat badan yang proporsional, serta bcrjcnis kelamin Jaki-laki. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualifikasi rekruitmen petugas pengamanan belum 

memilik:i syarat khusus yang berdasarkan pendidikan ataupun 

penga1aman k:husus terkait dengan pengamanan. 

Pendidikan sebagai petugas pengamanan (satuan pengamanan) bagi 

anggota baru diberikan mela1ui pendidikan dan latihan kesamaptaan 
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yang diblaksanakan di Brimob, Kelapa Dua, Marinir Cilandak, dan SPN 

Lido. Jadi pendidikan dan pelatihan bagi petugas pengamanan 

Departemen Hukum dan HAM dilakukan dengan bekelja sama dengan 

pihak luar, yaitu TNI Angkatan Laut dan POLRL Dalam pelaksanaan 

tugas petugas pengamanan dibakali dengan prosedur tetap strategi 

pencegahan gangguan keamanan Departemen. Hukum dan HAM. 

Kualifikasi rekruitmen petugas pengamanan betum sepenuhnya sesuai 

dengan protap yang menyebutkan bahwa petugas pengamanan harus 

memenuhi kriteria ; 

Lulus security c/earence 

Mempunyai mental ideologi yang baik 

Mempunyai sikap berwibawa 

Mernililci lnteligensi yang tinggi 

Memiliki kemampuan pengamanan 

Memiliki Pengetahuan yang luas 

Mahir menembak pistol atau senapan 

Memilili kemampuan bela din 

Mampu menggunakan alat komunikasi 

b. Usia 

Faktor usia menjadi salah satu yang mempengaruhi kinetja seseorang. 

demikian pula dalam pelaksanaan tugas pengamanan (sekuriti). Karena 

faktor usia dapat mempengaruhi produktifitas seseorang, Iebih muda 

maka semangat kerja dinilai masih tinggi sehingga mampu memproduksi 

lebih banyak. Usia petugas pengamanan di Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia berkisar antara 21-30 tahun, termasuk golongan 

usia produktif Dengan demikian dari sisi usia dapat dikatakan bahwa 

petugas pengamanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

merupakan pegawai usia produk:tif yang dapat diharapkan untuk 

memberikan kinerja yang Iebih baik. 
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c. Jumlah 

Dari segi jumlah, petugas pengamanan di Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia berjumlah keseluruban 18 orang yang dibagi 

dalam 3 (tiga) regu. Masing-masing regu terdiri dari I (satu) komandan 

regu dan 5 (lima) anggota. Dalam menjalankan tugas pengamanan 

petugas pengamanan diiengkapi dengan peraiatan berupa : 

satu buab metbal detector 

tiga buab tongkat 

dua buah lampu senter 

dua buah borgol 

dua buab handy talky 

satu buah Iampu lintas 

d. Penggajian 

Sistem penggajian bagi petugas pengamanan sesuai dengan sistem 

penggajian pegawai di unit Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan 

HAM, karena berada di bawah Biro Umum yang secara struktural berada 

di bawah komando sekretariat jenderat Selain itu, petugas pengamanan 

yang bertugas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga 

diberikau insentif bulanan dari pibak Badan Pengembangan Sumber 

Daya Mmusia, yaitu sebesar Rp. 400.000,- sebulan. Jumlah tersebut 

diperuntukkan bagi 18 personil petugas pengamanan, sehingga masing

mastng individu memperoleh insentif sebesar Rp. 22.000.~ perbulan. 

Jumlah tersehut sangat minim apabila dibandingkan dengan tanggung 

jawab yang di emban. Namun dari pihak Bad an Pengembaugan Sumber 

Daya Manusia merasa tidak merniliki kewajiban untuk memeberikan 

insentif, karena petugas pengamanan bukan termasuk pegawai Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukurn dan HA.t\1~ yang 

diberikan tiap bulan kepeda petugas pengamanan hanya bentuk 

penghargaan saja. lnsentif meropakan salah satu sarana yang dapat 

dimanfaatkan untuk memberikan motivasi. atau dorongan bagi pekeija 

atau pegawai untuk meningkatkan lcinerja. Pihak Badan Pengemhangan 
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Sumber Daya Manusia belurn memanfaatkan fungsi tersebut, karena 

memang tidak ada anggaran khusus bagi pelaksanaan pengamanan, dan 

anggaran tersebut dimiliki oleh Biro Umum Selcretariat Jenderal Hukum 

dan HAM. 

e. Pola Kerja 

Petugas pengamanan Badan Sumber Daya Manusia menjalankan tugas 

lx24 jam dan mendapatkan libur 2 hari setelah menjalankan tugas 

pengamanan tersebut Jam tgas petugas pengamanan dimulai pada pukul 

08,00 WIB, sehingga setiap pukul 08,00 WIB dilakukan timbang terima 

ant.ara regu pengamanan yang teJab bertugas sehari sebelumnya kepada 

regu baru yang bertugas (serah terima tugas regu/ aplusan). Dalam lx24 

jam tersebut dilakukan kootrol dengan sistem kontrol yang berbeda 

antara regu yang satu dngan lainnya, pengakuan dari anggota regu yang 

berinisial "R'' mengatakan bahwa : 

"kami kontrol keliling setiap I jam, 1,5 jam. dan 2 jam sekali yang 
pelaksanaannya diatur dengan sistern acak misalkan setelah satu jam 
kemudian 1,5 jam berikutnya lagi. dan seterusnya. Maksurlnya biar 
tidak bisa dibaca pihak luar.'~ 

sedangkan keterangan dari anggota regu berinisial "E" menyatakan : 

.. kami lakukan kontrot keHling tiap dua jam sekali secara 
bergantian." 

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas 

kontrol keliling belum memiliki aturan baku. merupakan kebijakan 

masing~masing regu pengamanan. Dari sisi masa tugas. pengamanan di 

Badan Pengembangan Surnber Daya Manusia Hukum dan HAM:, masa 

kerja petugas pengamanan adalah 3 (tiga) bulanan, karena akan 

dilakukan rolling ternpat tngas (penempatan) bagi petugas pangamanan 

bisa di Iingkungan Departemen Hukum dan HA.t\1, maupun pada 

Direlcrorat lain kecuali Direlcrorat Jenderal Pemasyarakatan yang 

memiliki petugas pengamanan darj pegawai di instansinya. Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa setiap 3 (tiga) bulan sekali anggota regu 

pengamanan akan melakukan adaptasi di lingkungan tempat kerja 
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barunya akibat rolling 3 (tiga) bulanan. Kondisi demlkian, 

menyebabkan mJnimnya peluang bagi anggota regu pengamanan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengena1 dan menyatu 

dengan komunitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara 

mendalam. Jika terjadi gaogguan keamanan petuga.,. pengamanan akan 

melaporkan ke Kepala Sub Bagian Pengamanan Lingknngan dan 

lnstalasi Biro Umum Departernen Hukum dan HAM dan Kepala Sub 

Bagian Rumah Tangga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

dan betrtindak sesuai instruksi atasannya (Kasubbag pengamanan 

Lingkungan dan Instalasi) sehingga cenderung tidak efektil; karena 

cenderung lmban dalam menangani akibat menunggu instruksi. Tidak 

heran jika pada beberapa kasus yang memanggil pihak kepolisisan 

adalab Bagian Umum (Kasubbag Rumah Tangga) Badan pengambangan 
.· 

Sumher Daya Manusla, serta mtnyerahkan tindak lanjut berikutnya 

kepada pihak kepolisian dan mencatat kejadian tersebut dalam Berita 

Acara .. Pihak Kasubbag pengamanan Jingkungan dan instalasi hanya 

melakukan kunjungan bentuk pemantauan terhadap laporan anak 

buahnya. Dan anggota rega pengamanan cukup sampai pada berada di 

lohsi peristiwa utuk mengetahui kejadian dan membantu pihak bagian 

Rumah Tangga sesuai kebutuhan pada saat itu. Kondisi demikian sangat 

tidak lazim, akan tetapi menjadi tidak heran karena garis komando regu 

pengamanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memang 

berada di bawah Kepala Bagian Pengamanan, Biro Umum Departemen 

Hukum dan HAM. Hal tersebut dinyatakan oleh "R" yang 

menyebutkan : 

" pembagian tugas kami berdasarkan protap dan untuk 
pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Biro 
Umum, kebijakan internal Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia sendiri tidak ada, hanya kadang-kadang Kepala (Badan 
Pengembangan Sumber Day.a: M.anusia) yang memerintah secara 
iisan, tapi menurut kami itu tidak memiliki kekuatan yang tetap" 

lebih lanjut "R" menyataksn ; 
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" .... Kami yang ditempatkan di BPSDM secara moril membatasi 
diri, karena kami merasa sebagian dari komunitas BPSDM 
menganggap karni adalab pibak luar.." 

Dari pemyataan di atas menunjukkan babwa anggata regu bertugas 

berdasarkan perintah dari Biro Umurn dan merasa masih dianggap bukan 

bagian dari komunitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Hal tersebut membuktikan babwa pelaksanaan tugas pengamanan yang 

dilakokan oleh regu pengamanan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia helum optimal bahkan cenderung tidak efektif Secara 

birokratis hams menempuh jalur yang cukup panjang dengan lokasi yang 

berbeda dengan tempat bertugas, secara teknis anggota regu merasa tidak 

memiliki kewenangan, sedangkan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia secara yuridis tidak merniliki kewenangan dalam mengatur 

tugas pengamanan. 

4.3 Phisycal Security Measures 

Ukuran peniiaian keamanan fisik di Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia dapat dilihat dari 3 unsur yaitu perlengkapan, lingkungan fisik, dan 

lingkungan sosial. 

Dari lingkungan lisik yang ada di lingkungan Badan Pengembangan 

Suntber Day a Manusia dapat dinilai melalui penataan bangunan, penataan taman, 

dan lokasi parkir. Yang akan dianalisa sebagai barikut: 

4.3.1 Perlengkapan 

Sttrana di sini meliputi pedengkapan dan fasilitas yang dimiliki untuk 

melaksanakan pengamanan, sedangkan prasarana disini adalah meliputi dasar 

hukum yang memayungi pelaksanaan tugas pengamanan di Bad an Pengembangan 

Sumber Daya Manusia. Fasilitas sekuriti di Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manus:ia antara Jain yaitu : 

a. Pagar Pembatas 

Secara umum pagar dapat dimasukkan ke dalarn batas pengamanan 

(prolectill€ barrier) yaitu batasan fisik dari sebuah instalasi. aktivitas rnaupun 
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wilayab. Batas pengamarum ini dapat berupa batas pengamanan alarniah, ataupun 

batas pengamanan buatan manusia. Batas pengarnanan alamiah dapat berupa 

selokan, rintangan air sepeni danau, atau bentuk-hentuk alami Jainnya yang 

menyn!itkan orang untuk melintas. Sedangkan bat!UI pengamanan buatan manusia 

beragam macamnya, seperti pagar, tembok, portal dan rambu dilarang masuk. 

(Mabes AD AS dalam Yessika, 2007;79) 

Pada awalnya pagar bagian depan dan belakang Badan Pengembangan 

Somber Daya Manusia adalah pagar setinggi ± l meter yang terdiri dari 2 besi 

sepanjang 1,75 meter, pada interval tersebut terdapat pagar beton berbentuk 

persegi panjang setinggi ± 1,5 meter. Pagar besi tersebut disusun secara melintang 

dengan jarak satu sama lain± 0~5 meter. dan berdiameter ± 10 em. Fungsi pagar. 

ini sebagai batas pengamanan sangat lemah karena dengan rongga yang sangat 

terbuka dan ketinggian yang rehtlif rendah memberikan kemudahan bagi 

seseorang untuk melewatinya. Kemudian pagar pembatas samping kanao dan kiri 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang hanya terdiri dari tembok 

beton yang re!atif rendah, bahkan di bagian selatan pagar tersebut hanya 

membatasi sebagian saja, tepatnya berbenti disamping agak kedepan dari Asrama 

Latihan VI. Di tambah lagi belakang Asrarna Latiban (AL) N dan Asrama 

Pendidikan (AP) VI, Ill. dan N tidak memiliki batas pengaman berupa pagar. 

Batas wilayah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kbususnya di 

keempat asrama tersebut berupa batasan alami yaitu semak belukar yang 

kebanyakan terdiri darl pohon pisang dan bambtL Keberadaan batasan alami 

tersebut cenderung memberikan kemuda.han bagi seseorang untuk menyusup 

masuk maupun melarikan diri setelah me!akukan tindak kejahatun. 

Pada waktu itu hanyak seka!i terjadi pencurian ringan terhadap penghuni 

kcempat asrama tersebut, terutama bcrupa pencurian pakaian yang dijemur 

maupun perlengkapan lainnya yang diletakkan di koridor bagian belakang Dan 

yang menjadi korban ada!ah peserta yang berada di kamar Jantai dasar yang akses 

masuk dari koridor beJakang sangat mudah karena terbuka. Namun sejak: tahun 

2003 dimana telah dibangun Lapas Terbuka Jakarta yang tetaknya di bagian 

belakang Asrama Pendidikan V dan IV , menyababkan kerawanan pada kedua 

asrama tersebut menjadi berkurang. Akan tetapi berbeda halnya dengan Asrama 
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Latihan VI dan Asrama Pendidikan VI yang masih berbatasan langsung dengan 

~dam. Dan masih memiJiki kerawanan terbukti pada tahun 2006 telah terjadt 

percobaan perkosaan terhadap salah satu peserta didik (taruni Akademi Imigrasi) 

di Asrama Pendidikan VI. Percobaan perkosaan in~ akhimya melahirkan 

kebijakan untuk meminimalisir peluang bagi pelaku untuk menjalankan niat 

jahatnya, yaitu dengan memberikan teralis dari besi sepanjang rongga yang 

kosong dari tembok pembatas (yang setinggi 90 em) hingga atap untuk lantai 

dasar. Pemasangan tersebut dilakukan guna mencegah akses masuk dalam koridor 

asrama bagian belakang. 

Untuk bagian belakang Asrama Pendidikan Asrama l, II, dan III yang 

semula masib berupa semak belukar, saat ini telab dibangun flat-flat, selanjutnya 

lebih kebelakang lagi pagar besi yang lama Ielah diganti dengan pagar tembok 

setinggi kurang lebih 2,5 meter dan letaknya melebar mundur kebelaksng hingga 
' 

bekas iapangan sepak bola yang saat ini telah dimanfaatkan dan dibangun sebagai 

perumahan dinas dengan I I unit rumah bagi pejabat Badan Pengembangan 

Somber Daya Manusia. Meskipun perumaban tersebut Ielah siap huni akan tetapi 

sampai saat ini ( observasi tanggal 13 oktober 2009) belum satu pun yang dihuni, 

Pagar pembatas perumaban tersebut dengan Iingkungan luar pada dasarnya cukup 

tinggi, namun karena kontur tanah bagian belakang yang herbatasan dengan pagar 

bagian utara cenderung tinggi sangat mudah bagi seseonmg untuk melompati 

pagar tersebut. 

Perkembangan lainnya yaitu pada tahun 2004 juga dilakukan renovasi 

terhadap pagar bagian depan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu 

diganti dengan pagar Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

bagian depan dikelilingi olen pagar besi setinggi ± 2 meter dengan bagian bawah 

pagar terdapat tembok setinggi 0175 meter, dan interval 2 meter pagar besi 

tersebut dibatasi dengan tembok persegi panjang dengan ketinggian yang sejajar 

dengan pagar besi. Ujung pagar juga dipilih desain yang menyerupai tombak, 

memberikan kesan runcing. Sedangkan interval antara besi yang satu dengan 

~ainnya cukup rapat sehingga mampu mencegah seseorang untuk metewati pagar 

dari celah besi yang satu dengan besi lainnya. Dengan pagar runcing dan rapat 

diharapkan mampu mencegah seseorang untuk masuk lingkungan Badan 
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Pengembangan Sumber Daya Manusia tanpa melalui pintu gefbang, sehingga 

dengan rnelatui pintu gerbang setidaknya bertemu deogan petugas pengarnanan di 

gerbang utama, ini membantu dalam melakukan pengawasan. 

2. Pintu Akses Masuk dan Keluar 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memilikl 2 pintu gerbang 

sebagai akses formil masuk dan keluar. Pintu gefbang utama terletak di bagian 

selatan dengan dilengkapi portal penghalang. Sedangkan pintu gerbang bagian 

utara tidak difungsikan secara maksimal hanya pada momen-momen tertentu pintu 

tersebut dibuka sebagai akses masuk dan keluar_ Sehingga pada bari-hari biasa 

yang berfungsi sebagai pintu atau akses masuk dan keluar hanya pada pintu 

gerbang utama (bagian selatan) hal ini mendukung dalam pelaksanaan kontrol 

terhadap akses masuk. Pintu gerbang utama ini dilengkapi dengan portal 

pengharnbat akses masuk sebagai kontrol bagi petugas pengamanan. Keberadaan 

portal yang menghalangi akses masuk maupun keluar tersebut jika dilihat dengan 

teori defensible safe, dari sisi image maka portal apabila dalam keadaan tertutup 

akan merneberikan kesan daerah yang tertutup dan mernbuat orang yang tidak 

berkepentingan eoggan untuk masuk:. Akan tetapi kenyataan yang ada 

menunjukkan portal jarang sebli ditutup~ sebingga kesan yang nampak justero 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia seperti kawasan bebas untuk umum_ 

Dari hasH wawancara dengan petugas keamanan inisial "E" berkaitan dengan 

fungsi portal yang tidak dimaksimalkan mereka menanggapinya sebagai berikut : 

"Ya kita tahu fungsinya bu, tapi itu akan efelrtif kalau orang ynng lalu 
lalang keluar masuk tidak banyak seperti di Departemen atau di HKI, 
waktu saya bertugas di HKI, pegawainya lebih tertib, keluar masuknya ga 
sesering disini, kalo disini hampir tiap menit ada saja yang keluar masuk, 
makanya ki!a biarkan saja portal tefbuka, kalau mesti buka tutup portal 
maka kerjaan kita ya nungguin orang Jewat saja untuk bukain portal" 

Dari keterangan tersebut menunjul-kan bahwa arus keluar masuk 

Hngkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat tinggi. sehingga 

operasionalisa'il fungsi portal tidak dilakukan maksimal. Hal ini terkait sekali 

dengan komunitas di dalam Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang 

memiliki kedisiplinan terhadap jam kerja atau jam belajar. Karena setiap saat 

dapat keluar dan bahkan sering kali para peserta pendidikan dan latihan hingga 
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larut malam baru kembali ke Asrama. Seperti yang disampaikan olen petugas 

pengamanan inisiai "E" 

"Kadang sayn bingung, itu pegawai (ketika dikonfinn pegawai mana 
infurman menjawab semua pegawa~ baik dari Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia sendiri, Pusjianbang, pembin~ bahkan taruna) 
belum jam makan siang dab bolak-balik keluar masuk, yang paling 
mengherankan kalo peserta ya pembina atau taruna yang pulangnya 
ma(am." 

Dad penjelasan tersebut tersiral bahwa komunitas Badan Pengembangan 

Sumber daya Manusia masih kurang disiplin terhadap jam ketja maupun jam 

malam. Namun demikian rnemang belu.m ada yang mengatur jam malam atau 

jam-jam tertentu bagi peserta maupun pegawai unb.Jk keluar masuk, sehingga 

petugas pengamanan memiliki kewenangan untuk mengontro1 akses masuk dan 

keluar, kecuali untuk taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi 

Imigrasi yang memilik.i jam malam serta aturan yang lebih ketal bila dibandingkan 

dengan peserta didik Iainnya. 

3. Pos Jaga 

Badan Pengembange.n Sumber Daya Ma.nusla memiHki 2 (due.) pos 

penjagaan yaitu masing-masing berada disehelah samping pintu gerbang. Namun 

pos penjagaan bagian utara tidak berfungsi secara maksimal dan digunakan taruna 

Akademi I!mu Pemasyarakatan untuk praktek penjagaan. Meakipun demikian 

keberadaan pos penjagaan di dekat pintn gerbang bagian utara ini dapat membantu 

petugas pengamanan dalam melaksanakan tugas pengawasan terbadap gedung 

atau bangunan yang !erletak di bagian utara ynng sangat sulit untuk diawasi dari 

pos penjagaan utama (selatan). 

Pos pada p\otu gerbang utama sebenamya memiliki fungsi pengontrol arus 

masuk dengan melalui "lapor diri" . akan tetapi hal tersebut menjadi tidak efei-~if 

ketika arus masuk dan keluar cukup tinggi, sehingga sering di abaikan. Jika 

fungsi tersebut dimakshnaUcan rnisalkan dengan penggunaan ID Card bagi para 

tamu yang pada akhimya memaksa tamu yang datang harus melaporkan diri. 

Dengan demikian data tamu yang berkunjung ke Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia tercatat secara lengkap di pos jaga. 
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4. Lampu Penerangan 

Lampu penerangan yang ada di lingkungan Badan Pengembangan Somber 

Daya Manusia Badan Pengembangan Somber Daya Manusia Hukum dan HAM 

cukup tersedia, hanya saja pemanfuatannya belum optimal. Lampu jalan yang 

dipasang disepanjang jalan beraspal di lingkungan Badan Hukum dan HAM 

dipasang dengan interval jarak lampu satu denga.n lainnya 10 meter, dengan 

ketinggian 4 meter, dan daya cahaya 35 watt sebingga mengbasilkan sinar yang 

agak redup, babkan di tempat-tempal tertentu cenderung gelap akibat terhalang 

oleh rimbun pohon yang ada digedug seldtamya. 

Lampu penerangan juga tcrdapat di masing~masing bangunan yang 

letaknya diluar hangunan gedung namun tidak semuanya dinyalakan pada malam 

hari terutama ruangan yang lrooong atau sedang tidak dipergunakan. Lampu 

penerangan yang dibiarkan menyala edalah lampu-lampu yang berada di luar 

gedung akan tetapi dengan daya yang cukup kecil sehingga sangat redup. 

Selain itu di taman juga disediakan lampu penerangan. kemudian di pohon 

besar sebelah selatan G11est House juga dipasang 1ampu sorot. Meskipun tidak 

maksirnal menerangi sekitar pohon tersebut namun setidaknya telah memberikan 

sedikit penerangan yang menjadi pencegah bagi sesoorang yang bersembunyi 

dalarn kerimbunan pohon tersebut 

Keadaan tersebut meningkatkan peluang bagi pencuri untuk melakukan 

pencurian terhadap peralatan kantor. Karena tempat-tempat yang gelap tersebut 

dapat dijadlkan sebagai tempat persembunyian. Bahkan berdasarkan informasl 

dari "E" yang mengatakan : 

"jangankan bagian yang lain bu, >'<'ringkali lampu jalanan di bagian depan 
mati jadinya situasi menjadi geJap, kita kadang susah rnengenali siapa 
yang masukldatang apalagi kalau pakai mobil kacanya ga dibuka .... mana 
tahu kita dia itu pegawai atau peserta atau bukan orang sini'~ 

Penerangan menjadi hat yang sangat penting untuk di sediakan karena 

dengan penerangan dapat membantu pengawasan yang dilakukan oleh petugas 

pengamanan pada malam hari, sekaligus menjadi pertirnbangan bagi calon pelaku 

kejahatan yang akan berbuat jahat, dengan resiko yang munglcin diterimanya. 

Selain penerangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga memiliki 

sarana penunjang pengamanan lainnya yaitu : 
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Kunci 

Masing-masing ruangan dilengkapi dengan kunci tersendiri dan kunci tersebut 

dipegang oleh pegawai yang bersangkutan dengan ruangan tersebut 

Alnrm 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manus.ia Hukum dan HAM R1 rnemiliki 

alarm sebagai alat penunjang yang dapat membantu unruk memanggil peserta 

maupun orang-orang yang sedang berada di lingkungan Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia pada saat berbahaya maupun saat mendesak. Masing

masing asrama memUlkl alann demikian juga dengan bangunan kantor dan 

kampus (gedung perkuliahan) juga te-rdapat alann yang posisinya berada di 

Jantai dasar. 

4.3.2 Lingkungan Fisik 

J. Kondisi Bangunan 

Dari hasU observasi di Japangan diperoieh gambaran bahwa kondisi 

bangunan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum 

dan HAM rata-rata merupakan bangunan yang tinggi berlantal 4 (empat) dengan 

letak atau lokasi bangunan sesuai dengan tinggi rendahnya kontur bangunan, 

Dengan kontur tanah yang berbukit menyebabkan bangunan di llngkungan 

BPSDM tidak merata, ada yd!lg menjulang tinggi dan ada yang agak menjorok 

kcbawah cendcrung lebih rcndah. Bangunan terendah adalah bangunan asrama 

pcndidikan IV yang rnenjorok ke bawah dan berada pada posisi sebeiah utara 

(belakang wilayah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan 

HAM) 

Dari scgi tata lerak dapat digambarkan hahwa bangunan asrama berada di 

sebe!ah timur memanjang mengikuti jalan beraspal blngga arah selatan, Di bagian 

11tara ierdapat kantor kepala dan pegawai Badan Pcngembangan Sumber Daya 

Manusia Hukum dnn HAM scrta 1i1asjid Al- Maidah, sehelah selatan kantor 

pegalvai Badan Pengembangan Sumbcr Daya Manusia agak ke timur tcrdapat 

bangunan kantor Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Di bagian 

se!aran terdapat perumahan dinas bagi pegawai Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Hukum dan HAM, Direktur Akadem1 Ilmu Pemasyarakatan dan 
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Akademi Imigrasi, dan agak ke barat berderetan dengan pas pengamanan adalah 

perumahan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan 

HAM. Ditengah-tengah !ingkuogan Badan Pengembangan Surnber Daya Manusia 

Hukum dan HAM terdapat gadung berlantai 3 untuk pelaksanaan perkuliahan dan 

laboratorium serta filsilitas karaoke, dan fitnes. Mengarah ke utara gedung kampus 

terdapat auditorium yang merupakan bangunan berlantai dua akan tetapi nampak 

ringgi karena posisinya berada di atas tanah berbukit. Disebelah timur auditorium 

terdapat kantin yang eukup luas terdiri dari 2 lantai, dan bert\mgsi sebagai tempat 

makan bagi peserta diklat dan taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan! Akademi 

lmigrasi. Bagian selatan kantin terdapat gadung ternpat ktrusus bagi tamu-tamu 

penting yang sering dinama.kan «Guest House"" . Sedangkan bagian utara kantin 

terdapat bangunan baru yaitu gadung Serbaguna yang terdiri dari 3 laotai dan 

dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan yang mengoleksi ± 4000 judul buku, 

laboratoriurn komputer. laboratorium babasa ruang seminar dan kafetarla. 

Posisi pos penjagaan yang berada di bagian depan Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM serta keberadaan sejumlah bangunan 

yang menjulang tinggi mengakibatkan pengawasan visual!penglihatan tidak dapat 

dilaksanakan secara maksimal, terbalang oleh dinding kampus dan pepohonan 

yang ada. Dari kondisi tersebut nampak bahwasannya pengawasan lingkungan 

secara alami di lingkungan Badan Pengernbangan Sumber Daya Manusia Hukum 

dan HAM masih lemah. 

Disebelah selatan lapangan upacara terdapat jalan beraspa1 yang juga dapat 

ditnanfilstkan sebagai tempat parkir, satu meter ke se!atan dari permukaan lokasi 

parkir tersebut, kontur tanah lebih tinggi ± 1 (satu) meter, laban tersebut cukup 

luas dan diatur sedemikian rupa menjadi padang rurnput dengan tanaman~tanaman 

pendek dan pohon bambu juga pohon palm yang sengaja ditanam di bagian 

tertentu di padang rurnput tersebut Padang rumput ini menghaiang! pengawasan 

penglihatan dari pes penjagaan ke arah ternpat parkir atau sekeliling lapangan 

upacara, dan di daerah inilah pernah te!jadi pencurian sepeda motor terutama 

pada saat terdapat keramaian di wi!ayah lapangan upacara dan sekitarnya, 

mis.alnya pada saat berlangsungnya acara pendaftaran PNS, penerimaan eaton 
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taruna, dan seminar-seminar yang dilaksanakan oleh intern Departemen Hukum 

dan HAM. 

Dengan demikian pengawasan dapat dilakukan bila petugas pengamanan 

terjun langsung di daerah keramaian dimana terdapat orang luar yang bukan 

anggota komunitas lingk:ungan Badan Pengernbangan Sumber Daya Manusia 

Hukum dan HAM. Akan tetapi dengan jumlah personil petugaa jaga yang minim 

yaitu hanya 5 orarg dengan salah satunya merupakan komandan jaga. Jumlah 

yang sangat minim bila dibandingkan dengan pengunjung yang jumlahnya dapat 

mencapai belasan ribu, sehingga pengawasan langaung yang dilaksanakan pun 

beium dapat optimat Untuk mengoptimalkan fungsi petugas pengamanan pada 

momen tertentu maka jumlah personil akan ditambah dari anggota pengamanan 

dari Departemen Hukum dan HAM. karena fungai pengamanan selain melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan juga mel"!<ukan penjagaan terhadap lokusi parkir 

yang menga,ami peningkatan kendaraan dan terbagi dalam beberapa. zona. 

bahkan lokasi yeng bukan diperuntukkan sebagai tempat parkir dijadikan sebagai 

tempat parkir agar dapat menampung luapan jumlah kendaraan yang dititipkan. 

2. T empat Parkir 

Tempat parkir di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Hukum dan HAM terdapat pada beberapa titik lokasi yang terpisab, meliputi : 

Tempat parkir Sepeda motor, berada di sebelah utara gedung perkuliahan 

(kampus) dan sebelah selatan lapangan volley bal~ memiliki kapasitas 

untuk ± 30 sepeda motor dengan difasi1itasi atap peilndung dari bahan 

ashes dan merupakan tempat tei!JUka. Lokasi parkir sangat strategis, 

paling dekat dan paling memungkinkan untuk dilakukan pengawasan 

visual meskipun sedikit terhalang oleh pagar pembatas lapangan tennis dan 

pepohonan yang ada di sckitarnya. Namun loka~inya sangat dekat dengan 

kantor administrasi Akademi llmu Pemasyarakatan~ sehingga pengawasan 

petugas pengarnanan dapat dibantu oleh pegawai 

Tempat parkir mobil disebelah selatan "Guest House"' dan kantin dengan 

kontur tanah yang lebih rendah dari kontur tanah kanhn. Jika dalakukan 

pengawasan dari pos jaga maka tidak akan terlihat kttrena tertutup oleh 
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gedung perlruliahan yang menjulang tinggi disebelah barat lokasi perkir. 

Sehingga lokasi ini cenderung lrurang mendapat pengawasan, kecuali 

ketika petugas pengamanan melakukan kontrol keliling. 

- Tempat Parkir di sebelah selatan kantor Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Hulrum dan HAM dan sebelab barat Kantor Pusat 

Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan atau dlscbclah utara auditorium 

ini memilili day a tampung lrurang lebih I 5 mobil dan 20 sepeda motor. 

Pengaturan antara kendaraan mobil dan sepeda motor tidak ada pemisaban 

tertentu sehingga tergantung kehendak penggana Lokasi parkir ini sangat 

jauh dari pengawasan visual petugas jaga di pos jaga Sarna halnya 

dengan parkiran mobil yang berdekatan dengan "Guest House" lokasi 

parkir ini pun cenderung tidak ada yang menjaga/mengawas~ belum ada 

petugas pengamanan yang khusus untuk bertugas di lokasi ternebut. 

- Tempel Parkir di sebelah selatan lapangan upecara yang sebelumnya telah 

disinggung dimana untuk pengawasan dari pas penjagaan terhalang oleh 

kontur tanab yang tinggi dan tanaman taman-taman di lahan berbukit 

tersebut. Tempat parkir ini memiliki panjang lrurang lebih 100 meter 

dengan daya tampung 30 sampai 35 mobil. 

Pada hari-hari kerja biasa, tempat parkir ternebut mampu menampung 

kendaraan para pegawai di lingkungan Badan Pcngernbangan Sumber Daya 

Manusia Hukum dan HAM. Akan tetapi belum dapat menampung seluruh 

kendaraan pada saat terdapat keramaian atau orang luar yang masuk Hngkungan 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hulrum dan HAM dalam jumlab 

yang besar seperti pada saat pendaflaran pelamar PNS. Dalam kondisi ini petugas 

pengamanan rnembuat lahan parkir tambahan untuk kendaraan sepeda motor di 

laban sebelah selatan dan timur pos penjagaan yang memang berupa lahan kosong 

dengan pohon yang interval anatara pohon satu dengan lainnya tidak beraturan 

dan jarak yang relatlf jauh. Parkiran tambaban ini menggunakan mekanisme 

sederhana dimana pengunjung diberika.n nomor penitipan motor kepada petugas 

jaga. Dan sejak sistem ini diterapkan belum pemah terjadi kehilangan motor. 

Namun untuk parkir mobil belum ada pengaturan spesifik, jika tempat perltir 

yang ada penuh, rnaka pemakiran dilal-ukan dengan memanfaatkan jalan beraspal 
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disepanjang lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan 

HAM dengan mempertimbangkan lokasi agar sisa jalan beraspal terse but dapat 

dilalui mobiL Seperti yang diungkapkan oleh salah satu regu jaga yang berinisial 

"E" kepada penulis : 

"Kalau lagi ada pendaftaran pns di pusdiklat penuh bu, tempat parklr 
terbatas sehingga kita manfaatkan lahan kosong disekitar sini.(sambil 
menunjuk ke arnh laban kosong disekitar pos jaga) Paling-paling kita 
Cuma pakai pembatas dengan tali dan membuat karcls penitipan biar lebih 
a man, tidak salah orang" (wawancara difakukan pada hari kamis, tanggal 1 
Oktober 2009 Pkl. 13.30 WlB di Pos Penjagaan) 

Dari uraian tersebut rnenunjukkan bahwa lokasi parkir pun dapat 

mempengaruhi kondisi pengawasan alami. Dan dari beberapa ternpat yang: 

menjadi lokasi parkir yang ada di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Hukum dan HAM, cenderung meningkatkan kerentanan terhadap 

terjadinya pencurian akibat lemahnya pengawasan yang ada karena terhalang oleh 

perbukitan dan bangunan tinggi serta jarak yang cukup jauh dari pos jaga. 

4.3.3 Lingknngan Sosial 

Kornunitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 

bcherapa karakteristik sesuai dengan yang tclah disebutkan pada bab sebelumnya. 

Berkaitan dengan pelaksanaan manajemen sekuriti yang ada di Badan 

pengembangan Sumber Daya Manusia belurn adanya kesadaran dari masing

masiog individu sebagai komunitas. Masih beranggapan bahwa tugas 

pengamanan hanyalah tugas dad regu pengamanan, Seperti yang dinyatakan oleh 

salah satu pegawai Badan Pengernbangan Sumber Daya Manusia bernama 

Wisnu: 

" .... Kan sudah ada satpamj mereka bertanggung jawab terbadap keamanan di 
sini. Kalo untuk keselamatan masing~maslng mungkin ito sudah menjadi 
keharusan bagi kita masing-masing tapi kalo soai lingkungan itu kan satpam 
yang tahu harus bagaimana dalam menjaga keamaoan." 

Selain rendahoya kesadaran komunitas terhadap perannya dalam menunjang 

Lugas pengamamm, didukung dengan Hngkal disiplin yang masih kurang Hal itu 

disampaikan oleh petugas pengamanan inisial "Ej': 

'' .. pegawai di.sini pada ga dis[pltn bu, coba kalo mereka man pake ID 
Cardnya, terus kalo masuk pintu gerbang buka kaca (mobil) atau 
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helmnya, kita kan jadi mengenali. Setidalrnya kha di sini juga dihargai 
bu ... " 

pendapat senada juga disarnp.Ukan oleh "R'' berkaltan dengan tingkat kepatuhan 

ataupun disiplin komunlta:s di Badan pengembangan Sumber Daya "M.anusia : 

"kepatuban kmnunitas di BPSDM ini bagi saya rnasih memprihatinkan, 
namun, itu karena tidak adanya peraturan dan tllta tertib yang tegas dan 
jelas bagi komunitas BPSDM, sebingga kamipun hanya menindnk 
dengan teguran," 

Peran komunitas untuk turut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sangat 

penting, dengan rasa memitiki dan tanggung jawab masing-masing akan membuat 

caJon pelalru rnenjadi herpikh panjang untuk melaksanakan niat jahetnya. 

4.4 Kondisi selwriti 

Lingkungan Badan Pengcmbangan Sumber Daya Manusia yang cukup Iuas 

dengan beberapa bangunan di daJamnya sangat memerluk:an pengawasan dan 

pengamanan yang cukup. Berdasarkan data-data yang ada akan diuraikan 

bagaimana kasus-kasus pencurian bahkan percohaan perkosaan yang selama ini 

pemah terjadi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Pencurian yang terjadi di ruang penyelenggam pendidikan dan pelatihan 

dimana pada saat itu lrelrilangan printer komputer, terjadi ke!ika masing-masing 

orang baik pegawai maupun petugas cleaning service bidang penyelenggara 

pendidikan dan pelatihan diberikan kebebasan memiliki kunci pintu yang sudah 

diperbanyak Dengan kunci yang dimiliki. maka pegawai dan petugas cleaning 

service bebas membuka dan menutup pintu tanpa dibatl!Si oleb waktu. Pada saat 

rnesin tersebut hi lang, tidak ditemukan adanya kerusakan di rnangan tersebut, baik 

pintu maupun jendela. Pegawai baru menyadari bahwa mesin printer sudah tidak 

ada pada saat akan menggunakannya, sehingga tidak diketllhni secam pasti kapan 

waktu hiiangnya. Kondisi dimana setiap pegawaJ dan petugas cleaning service 

memillkl kunci rnasing-rnasing, menunjukkan bahwa fasUitas yang diberikan 

ataupun situasi yang diciptakan justeru memberikan peluang untuk melakukan 

tindak pidana pencurian, 

Kemudian pada saat tedadi pencurian di ruang Kepala Pnsdiklat pada 

waktu itu, baru diketahui ketika salah satu pegawai yang bertugas di ruangan 

tersebut hendak mernbuka pintu pada pagi hari_ Kunci pintu depan sudah rusak 
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tetapi pintu masih dalam keadaan tertutup sehingga fulak terlihat bahwa di dalam 

ruangan tersebut sudah banyak barang-barang yang hilang. Barang-barang yang 

hitang pada saat itu adalah mesin CPU. mesin scanner~ pesawat telepon/faksirnili, 

dan jam dinding. Letak ruang Kepala Pusdiklat pada saat itu tidak teijangkau 

pengawasan petugas pengamanan yang berada di pos penjagaan gerbang utarna 

sebelah selatan. Hal tersehut dikarenakan adanya beberapa pnhon yang agak 

rimbun dan mengbelangi pengliha!an secara langaung ke ruangan tersebut. Posisi 

ruangan tersebut berada di sisi utara Jingkungan Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia, sehingga lebih terjangkau pengawasan dari pos pintu gerbang 

utara yang digunakan oleh taruna AKIP untuk mempraktek::kan penjagaan, namun 

demilcian penjagaan tersebut hanya dilakukan hingga pukul 2 LOO WIB, dan 

setelah itu diwajibkan masnk asrama pendidikan untuk beristirahat. Petugas 

pengamanan yang memiliki tanggung jawab melalrukan penjagaan hingga 24 jam, 

akan tetapi karena kondisi dimana pengawasan terhalang oleh rimbunnya 

pepohonan ditunjang dengan kontrol yang kurang disiplin mengakibatkan peluang 

untuk melakukan pencurian semakin terbuka Iebar, semakin mudah apabila 

ditunjang dengan pelaku yang telah mempelajari situasi tersehut. 

Di gedung kantor utama juga pernab teijadi peneurian yaitu sehuah mesin 

pemotong kayu. Mesin ini biasa diletakkan oleh para tukang kehun di bawah 

tangga dilanmi satu. Hampir semua pegawai mengetahui babwa peralatan tukang 

kebun selalu diletakkan ditempat tersehut. Pak Jangkang (tukang kebun) 

menyadari bahwa mesin pemotong kayu hilang keesokan hari saat ia akan 

mempergunakan mesin tersehut. Sebari sebelumnya tukang kebun tersebut 

menggunakan ala! tersebut dan meletakkannya kembali ketempat semula 

menjelang jam pegawai pulang. Tidak terlihat sama sekali adanya kerusakan di 

pintu-plntu gedung utama ini. 

Di lingkungan Badan Pengernbangan Sumber Daya Manusia terdapat 

bangunan yang khusus diperuntukkan untuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan 

Kebijakan, bangunan ini juga pernah mengalami kehilangan berupa sepenmgkat 

alat Air Conditioner (AC) yang mdiputi indom dan outdoor, Kejadian ini sangat 

mengherankan, karena dengan leluasanya para pelaku melakukan pencopotan AC 

tersebut baik dida1am maupun di 1uar ruangan tanpa ada satu orang pun yang 
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peduli atau perbatian. Pelaku masuk ke dalam lingkungan Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dengan mengendarai mobil kijang pick up dan tidak ada 

satu orang pun petugas jaga yang menanyakan identitas pa.da saat di pintu masuk. 

Pelaku masuk dengan leluasa dan huJgSUng melakukan pencopotan AC, dan ketika 

keluar tidak ada petugas pengamanan yang menaruh curiga, karena akses keluar 

masuk lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memang sangat 

bebas. S!apapun bisa bebas masuk dan keluar tanpa melalui pemeriksaan terlebih 

dahulu di pintu gerbang utama sebelah selatan, padahal di pintu gerbang inilah 

terdapat pos penjagaan dan merupakan satu-satunya akses keluar masuk. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kontrol terbadap akses keluar masuk yang lemah 

menciptakan situasi dilakukannya tindak pencurian. 

Sementara itu untuk barang bergerak, menurut data yang ada teijadi 

sebanyak dua ka!i peristiwa kehilangan motor. Yang pertama terjadi pada salah 

seorang peserta ujian calon Taruna AKlP. Menurut pihak korban, kebetulan pada 

saat itu penulis berhadapan langsung dengan pihak: korban karena korban 

langsung melaporkan kepada Kepala Sub Tata Usaha yang pada saat itu sebagai 

a:tasan langsung penulis. dan memerintahkan kepada penulis untuk mencatat 

kronologis peristiwa tersebut. Berdasarkan keterangan pihak korban bahwa 

korban datang dan masuk lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia pada pagi hari sesuai ketentuan dari pihak panitia penerimaan taruna 

Akademi Ilmu Pemasyarakatan, da11 korban rneletakkan sepeda motor di tempat 

park.ir dekailapangan upacara. Pada waktu ma:mk menurut korban petugas jaga 

tidak memberik:an semacam kartu parkir. Dan korban meletakkan sepeda 

motornya seperti peserta lainnya. Namun ketika usai melaksanakan ujian, sepeda 

motor korban sudah tidak ada di tempat. 

Kehtlangan motor yang kedua terjadi pada saat dilaksanakan seminar di 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (sebelumnya disebut Pusat 

Penelitian dan Pengembangan). Serupa dengan peristiwa yang pertama, motor 

korban hilang ditempat yang sarna pada kegiatan yang sama, hanya bcda waktu 

kejadiannya. Dari kedua peristiwa tersebut, menunjukkan bahwa pencurian sepeda 

motor m!Hk pengunjung (bukan bagian dari komunitas Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia) terjadi pada saat ada keramaian di dalam lingkungan 
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Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sekali lagi, akses rnasuk dan keluar 

yang begitu mudah serta pengawasan visual yang tidak bisa dilakukan secara 

optimal mengingat letak dan model kontur tanah yang berbukit menciptakan 

situasi yang dapat memudahkan seseorang atau sekelompok orang untuk 

melakukan tindak kejahatan pencurian. 

Dan beberapa kasus pencurian ringan seperti pakaian yang dijemur, sepatu, jam 

Iangan, dan lain-lllin. serta kasus yang telah disebutkan pada bab 1 sebelumnya, 

bai itu menunjukkan bahwa situasi atau kondisi sekuriti di Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia masih rentan terhadap tindak kejahatan. Ancaman 

kejahatan berasaf dari internal maupun dari eksternal. 
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BABS 
ANALISA MANAJEMEN SEKURITI 

DI BAD AN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Pada bab ini akan dilakukan analisa mengenai pelak:sanaan manajemen 

sekuriti pada saat ini secara keseluruhan berdasarkan data yang telah diperoleh. 

Dan juga menguraikan tentang analisis manajemen sekuriti Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manus! a, balk penerapannya pada saat ini, kendala yang dihadapi, 

serta menemukan suatu bentuk manajemen sekuriti yang ideal bagi Badan 

pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Anaiisis terhadap 

manajemen sekuriti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan dilakukan 

dengan rnenggunakan unsur dati effective security milik Butterworths sebagai 

variabel penelitian dan 16 teknik pengurangan kesempatan teljadi kejahatan milik 

Clarke sebagai indikator. 

5.1 Ana.llilis Pelaksanaan M.anajem£n Sekuriti 

Dari hasH penelitia.n yang telab diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

pelaksanaan manajemen sekuriti yang dilaksanakan di Badan Peageml>angan 

Sumber daya Manusia dapat dianalisa sebagai barikut : 

a, Kebijakan dan Prosedur (Security Policy and Procedure) 

Karakteristik komunitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang 

bermacam. dan masing-rnasing memiJiki aturan dan kebijakan masing-masing. 

terutama dalam baJ pengamanan. Belum ada peraturan yang sifatnya spesifik 

untuk mengatur komunitas yang beragam dengan tujuan tidak langsung terkait 

pada kegiatan pengamanan. Pelaksanaan Pengamanan dilakukan dengan 

mengjnduk pada Prosedur Tetap Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan 

Departemen Hukam dan HAM RI Tabun 2006. Namun demikian masih banyak 

butir yang mengatllr tentang tindakan pencegahan yang telah diatur dalam 

prosedur tetap tersebut bclum dilaksanakan oleh Badan Pengemhangan Sumber 

Daya Manusia. Butir~butir tersebut meliputl : 
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Melaksanakan tugas piket kantor, belum dilaksanakan kecuali bagi 

taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan yang mengadakan piket 

Asrama. 

Membuat 'dan mengadakan Ianda pengenal (ID Card) pejabat, pegawai, 

cleaning service, tamu, pedagang yang menetap yang berada dan 

mernasuki lingkungan kantor. ID Card Pegawai telah ada, namun tidak 

semua mengenakan, untuk tamu belum tersedia, apalagi fungsi "lapor 

diri" masih belum optimal. 

Menertibkan penggunaan seragam pegawai. Sudab ada seragam namun 

masih juga banyak yang tidak mengenakan seragam, Kecuali untuk 

taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan/ Akademi Imigrasi. 

Membuat dan melengkapi tanda parkir setiap kendaraan yang berada di 

lokasi kantor sesuai d~ngan kepentingannya.. Belum maksimal 

dilaksanakan tanda parkir berlakn, pada event-f!vent tertentu dimana 

banyak pengnnjung yang datang, , 

Mengatur dan menertibkan para pegawai yang melakukan dinas di Iuar 

jam kerja (!embur bagi pegawai) 

Melengkapf dan memeriksa seluruh sarana dan prasarana keamanan 

antara lain tabung racun api, hidran. dan CCTV maupun kabel instalasi 

yang sudah kadaluarsa, Mllsih menjadi tanggung jawab bagian rumah 

tangga, 

Melakukan inspeksi dan pemerikaaan baju, celana, dan kelengkapan 

petugas pengamanan, Belum terlaksana, meskipun jumlah personil 

petugas pengamanan sedikit, 

Mengadakan tempat pikct untuk penerimaan tamu pimpinan dan tamu 

pegawai, tersedia akan tetapi jarang difungsikan terutama di kantor 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimana sering kali 

terjadi pencurian .. 

Pedoman yang digunakan rnasih menginduk pada Departemen Hukum dan 

HAM-~ sehingga beium ada petunjuk pelaksana yang disesuaikan dengan kondisi 

dan tujuan organisasi badan pengembangan Sumber Daya Manusia, 
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b. Personil (Personal) 

Dari segi personil petugas pengamanan dari sisi kualitas dan kuantitas masih 

diperlukan adanya peningkatan. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan lingkungan 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang luas dan kontur tanah yang 

tidak rata membutuhkan pengawasan cukup tinggi. Pelaksanaan tugas 

pengamanan yang dija\ankan oleh petugas pengamanan menjadi kurang maksimal 

dikarenakan kedudukannya yang berada di luar struktur organisasi Badan 

Pengembangan Sumber Day a Manusia. Yang mengakibatkan keterbatasan 

kewenangan dan kurangnya rasa memiliki terhadap lingkungan dimana petugas 

pengamanan menjalankan tugas. Hingga pada nkhirnya memberi kesan 

keberadaan petugas pengamanan menjadi formalitas saja. Ditambah lagi dengan 

penempatan pe!ugas pengamanan yang banya 3 (tiga) bulan, wnktu yang singkat 

untuk beradaptasi dan berkontribusi terbadap pelaksanaan tugas pengamanan di 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

c. Ukuran Pengamanan Fisik (Phisyeal Security Measrm;s) 

Anafisa terkait ukuran keamanan fisik Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia masih dilakukan dengan melihat 3 (tiga) unsur dalam manajemen 

sekuriti antara lain : 

I. Perlengkapan 

Pada dasamya perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia dalam menunjang pelaksanaan pengamanan sudah tersedia 

meskipun belum maksimal. Pemanfitatan perlengkapan tersebut juga belum 

maksimal seperti tersedianya fasiHtas lampu penerangan disepanjang jalan 

beraspal maupun di taman dan bangunan yang ada tclah tersedia akan tetapi masih 

memiliki daya yang masih rendah sehingga pencahayaan yang dihasilkan 

cenderung redup, bahkan dibeberapa titik penerangan lampu atau ruangan tertentu 

dimatlkan dengan tujuan penghernatan. Pos jaga yang dimiliki juga terbatas 

hanya tersedia 2 pos jaga, sehingga untu pengawasan wilayah bagian tengah dan 

ke timur Badan pengembangan Sumber Daya Manusia cenderung Jernah 

pengawasannya (belum memiliki pos jaga). 
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Untuk pagar pembatas pun masih mengalami kendala, dimana pagar pembatas 

wilayah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak sepenuhnya tertutup, 

masih ada wilayah yang belurn memiliki pagar pembatas wilayah luar. yaitu pada 

wilayah bagian belakang (timur) sebelah selatan. Memberikan peluang akses 

masuk orang asing ke dalam wilayah Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. Masih belum memiliki CCTV sebagai alat penunjang pengamanan 

untuk wilayah atau bangunan tenentu yaag sangat rawan (sering) terjadi 

pencunan. 

Dari basil observas~ rnenunjukkan bahwa pada tiap gedung kantor terdapat meja 

resepsionis terutama untuk kantor Badan Pengembaogan Sumber Daya Manusia 

dimana sering terjadi pencurian., akan tetapi keberadaan fasiHtas tersebut beium 

dijalaakan secara makaimal. Sehingga belum mampu mernbanm pengontrolan 

orang masuk ke dalam kantor. 

2. Lingkungan Fisik 

Kondisi Hngkungan Badan Pen,gembangan Sumber Daya Maousia yang asri dan 

mernelihara keindahan di satu sisi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan 

pengamanan (pengawasan). Pohon yang rindang dan menjulang tinggi cenderung 

menghalangi pencahayaan lampu penerangan yang tersedia. 

Akses masuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia cenderung sangat 

terbuka (mudah) penggunaan portal dan fungsi lapor diri sebagai kontrol akses 

masuk lemah akibat arus keluar masuk yang kurang tertib. 

3. Lingkungan So sial 

Tingkat kesadaran komunitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

terhadap tanggung jawab pe!aksanaan pengamanan masih rendah. Terutama 

bcrkaitan dengan penggunaan tanda pengenal baik kartu pengenal maupun 

seragam juga aturan yang berlaku dalam pengontrolan akses masuk. 
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5.2 Analisa ditinjau dari Manajemeo Selruriti dan Situational Crime 
Prevention 

Dalam menganalisa pelaksanaan manajemen sekuriti di Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia akan digunakan unsur sekuriti yang 

efektif dengan teknik pengurangan lcesempatan (Siluasional Crime Prevention) 

dari Clarke, yang secara garis besar dapat di lihat pada tahel berikut ini : 

Tabel 5.1 
Variabel dan lodikator dalam ADalisa Manajemen Selruriti 

Badan Peltgembangan Sumber Daya Manusia 

-=-··· ... 
No. Variabel Indikator Uraian 
I. Kebijakan dan Rule Setting . Pcraturan yang bcrkaitan dengan manajcmcn sekuriti 

Prosedur dan vrosedur Ddaksan•ann~ 
i PersoniJ Entry/exit screening 

. 
-Kontrol aksas ffiasuk 
- Perijinan ak.ses keluar masuk 

' Fonnal Slll'\'cillance -'bcrad3di pnsjaga 
- Komrol keli!ing 
- D<l11!3.wasall 

Ddlccting Offenders kehadiran pctugas pengamanan di lokesi tertcntu 
I 

Controling --yang bcrsilill fisik 
Disinhibitors - fuktor yang bcrsilitt psikologis 
(mengendalilom 
fhl<toc yang dap3t 
mem!r.mtu pelake 
nrelakeken keiahalan) ----

3. ukuran ftsik pengamanan (physical &eCIIrity measures) : ' 
··-

a. Perlengkapan - Target Hardening Pemasangan kunci 
- Access Control - Pagar 
- Target removal - Pintu ak.ses 
- Facilitating - Pos Jaga 

compliance - nrenyediaken tempat parlcir 
- Identifying - menyediaken lD Card 

property - Memberikan kode'NIP barang inventaris 
- Reducing - Rambu 

temptation 
- Controlling 

facilitator 

... -
b.Lingkungan - Denying Benefit . Penataan Bangunan 

Fisik - Peuataan taman 
.. Lokasi ParlOr 

I 

Universitas Indonesia 

Manajemen Sekuriti..., Prihartati, Pascasarjana UI, 2009



97 

c.Lingkungan - Surveillance by - Pcngawasa.n olch Pega:wai 
Sosial employees - Pengawasan alamia:h oleh petugas 

- Natural pengamanan dan komunitas BPSDM 
Surveillance - Meningk.ail<an kewaspadaan komunitas 

- Stimulating BPSDM 
concicr.u::e - Ketertiban/Disiplin komunitas BPSDM 

Dari tabei di atas akan diuraiak:an analisa manajemen sekuriti di 

Hngkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut : 

5.2.1 Analisa kebijakan dan Prosedur Sekuriti 

Dari uraian pada bab sebelumnya terkait dengan kebijakan dan prosedur 

pengamanan, maka dapat dikeWrni bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia belum memiliki kebijakan dan Standar Minimum Operasional 

(prosedur} manajemen sekur:iti. Pclaksanaan tugas pengamanan masih 

berpedoman pada -protap pengamanan Departemen Hukum dan HAM yang 

sifatnya umum dan petunjuk atau parintab tertulis dari Biro Umum. Da!am Protap 

Strat~ Pencegahan Gangguan Keamanan Departemen llukum dan HAM 

disebutkan bahwa penyelenggaraan keamanan dan ketertiban disatuan lce!ja 

menjadi tanggung jawab pimpinan satuan keljanya. Kondisi tersebut bertolak 

belakang dengan kebijakan menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja yang 

menetapkan struktur organisasi pengamanan berada di bawaft Biro Umurn dan 

bukan bagian dari Badan Pengembangan Sumber Daya M1musia. Manajernen 

sekuriti di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia seeara t~dak langs.ung 

di!akokan Biro Umum Seknetariat Ienderal Departemen Hukum dan HAM yang 

notabene berada di lingkungan yang berbeda dengan jarak tempuh yang cukup 

jauh, yaitu di jalan Rasuna Said Kuningan. Kondisi tersebut menyebabkan 

pelaksanaan manajemen sekuriti di Badan Pengembangan Surnber Daya Manusia 

menjadi tidak efektif dan terkesan sebagai formalitas saja. 

5.2.2 Analisa Personil 

Personil disini dapat mencekup individu petugas pengamanan dapat juga 

dengan tanggung jawab ataupun peran yang dijalankan dalam rangka 

mempersempit peluang terjadinya tindak pidana. Berkaitan dengan individu atau 
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sumber daya manusia petugas pengamanan telah diuraikan sebelumnya secara 

lengkap. Unwk selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan teknik-teknik 

berikut : 

a. Exit/Entry Acsess 

Unsur personil ini dapat dini:lai dari kontcol akses masuk dan keluar serta 

kehadiran petugas pengamanan di lokasi tertentu. Dari urnian sebelumnya telah 

dijelaskan bahwa akses masuk dan keluar di Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia cendernng sangat mudah. Karena pernanfuatan portal dan lapor diri di 

pos penjagaan gerbang utama tidak digunakan secara maksimal. Ditmnbah lagi 

dengan kondisi pembatas wilayah (paga.r) yang tidak didukung dengan kontur 

tanah dibagian belakang sebelah utara yang cukup tinggi menyebabkan dinding 

pembatas mudah untuk dilalui oleh orang luar. Hal tersehut ditambah lagi dengan 

tidak adanya petugas pengamanan rnanpun pos jaga yang melakukan p~ngawasan 

di flat I tersebut. 

Dengan kemudaban akses masuk dan keluar di Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia menyebabkan terciptanya kesempatan bagi caJon pelaku 

kejahatan, dengan tingkat akses masuk dan keluar yang mudah mendorong 

seseorang untuk menjalankan niat jahatnya. 

b. Memperluas pongawasan formal (Formal Surveillance) 

Malaksanakan pengawasan merupakan sa\ah satu tugas dari petugas 

pengamanan. Dengan peruanfaatan pns "monyet" yang terletak dibagian utara 

telah membantu tugas petugas pengamanan dalam melakukan pengawasan 

lingkungan dan bangunan dibagian utara. Akan tetapi pengawasan menjadi lemah 

untuk wilayah belakang Badan Pengembangan Sumber Daya M"anusia. Karen:a 

pada bagian belakang tidak ada pos penjagaan dan banya bergantung pada 

pengawasan petugas pengamanan pada saat kontrol. Dan hal tersebut belum 

maksimal karena kontrol yang dilakukan oleh petugas pengamanan belum 

menjangkau bagian beiakang asrama yang posisinya berada di bagian timur Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. 
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c. Menjauhkan pelaku kejahatan dari target kejahatan (Deflect offenders) 

Kehadiran petugas pengamanan dl suatu tempat kemungkinan akan 

menjauhkan calon pelaku kejahatan dari target kejahatan. Pada umumnya para 

pelaku kejahatan akan memilih untuk melaksanakan niatnya di tempat yang jauh 

dari pengawasan petugas pengamanan. Tempat yang rawan pencurian adalah 

kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang lokasinya tidak berada 

jauh dari pos "monyet" kurang lebih 50 meter. Hanya terbalang oleh sedikit pohon 

dan kondisi gedung yang redup. Ditambah lagi posisi kantor membelakangi pos 

jaga sehingga penga»'asan banya bisa dilakukan dari arab belakang gedung 

kecuali petugas pengamanan kontrollangsung ke gedung tersebut. 

d. Mengendalikan faktor-faktor yang dapat membantu pelaku melakukan 

kejahatannya (Controlling Disinhihilors) 

Faktor-faktor yang dapat membantu pelaku melakukan kejahatan disini 

meliputi faktor fisik dan psikologis. Keberadaan petugas pengamanan di suatu 

tempat dapat mengendalikan faktor-faktor tersebut. Faktor fisik, yang mendukung 

pelaku melakukan niatnya yaitu kondisi gedung yang cenderung redup dan tanpa 

penjagaan ditambah akses masuk yang sangat muda. Kondisi ini dapat 

dikendalikan dengan mengganti penerangan dan melakukan kontrol gedung 

tersebut dengan intensitas yang tinggi (sering). Faktor psikis disini, Jika 

keberadaan petugas pengamanan tegas untuk menerapkan aturan pengamanan 

yang telah ditetapkan dan menjalankan setiap prosedur yang ada maka seluruh 

komunitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan mentaati ketentuan 

tersebut. Hal tersebut akan membantu menciptakan lingkungan yang disiplin dan 

menjadi suatu budaya yang secara psikis akan melahirkan suatu rasa kebersamaan 

seluruh komunitas. Hal tersebut dapat membantu mengurangi niat pelaku untuk 

melakukan kejahatannya, karena harus melalui prosedur yang sama dan aturan 

yang berlaku akan memberikan resiko baginya untuk tertangkap jika melakukan 

kejahatannya. 
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5.2.3 Analisis Ukurau Pengamanan Fisik 

Pada unsur Phys;cal security measure ini anaHsa yang dilakukan 

mencakup analisa perlengkapan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial di Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

1 . Analisa Perlengk:apan 

Perlengkapan disini meliputi berbagai fasiHtas dan sarana yang dapat menunjang 

kegiatan pengamanan dan pengawasan yang dilalrukan oleb petUgas pengamanan 

yaitu meliputi : 

a. Pemasangan kunci 

Pemasangan kunci telab dilalrukan pada seluruh nuangan dan pintu gerbang. 

Dan tanggung jawab kunci terletak pada masing-masing pihak yang berkaitan 

dengan ruangan tersc;but. Yang menjadi masalah adalah ketika semua pegawai 

termasuk cleaning service memililci kunci tersebut, maka pada saat teJjadi 

pencurian tanpa kerusakan akan sutit untuk menetapkan tersangka karena sernua 

pihak meruiliki kunci yang sama. 

Adanya kunci disetiap ruangan akan membantu mempersulit pelalru untuk 

melakukan kejahatan, akan !etapi ketika pelaku memiliki kunci dimaksud adalah 

hal yang sagat mudah baginya untuk melalrukan k«iaha!an. Kunci dapat menjadi 

suatu kekuatan dalam peJaksanaan pengamanan suatu ruangan akan tetap£ dapat 

juga menjadi kelemahan'ketika mudah untuk memifikinya_ 

b. Pagar Pembatas 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki pagar yang relatifkuat 

dan tinggi. hal !ersebut akan mempcn;ulit seseorang untuk me!a!uinya, dan tidak 

punya piiihan lain kecuaJi harus meJa]ui pintu gerbang. Namun sayangnya itu 

hanya herlaku dibagian depan wilayah Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, sedangkan di bagian belakang pagar pembatas berupa dinding yang 

cukup tinggi (disebelah utara) harusnya mampu meningkatksn kesulitan untuk 

melaluinya, menjadi mudah ketika kontur tanah diseberangnya cukup tinggi 

sehlngga jiks kita berada di atas tanah tersebut dengan !eluasa dapat melihat 

kondisi perumahan dinas yang baru. Sedangkan disebelah se\atan, Badan 
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Pengembangan Swnber Daya Manusia tidal< memiliki pagar banya berbatasan 

dengan semak belukar, merupakan jalan yang rnenguntunglran bagi pelalru 

kejabatan untuk masuk ke dalam lingkungan Badan Pengembangan Somber Daya 

Manusia dan melarikan diri. Sehingga fungsi pagar yang ada tidak akan mampu 

dimwimalkan karena fuktor alam (kontur tanah berirulrit) dan babkan tenlapat 

wilayah yangtanpa pagar. 

c. Pintu Akses 

Pintu akans disediakan satu yaitu di pintu gerbang utama, hal ini merupakan 

hal yang S3Jl38lll mendukung dalam mengontrol siapapun yang memasuld wilayah 

Badan Pengembangan sumbor Daya Manusia. Akan tetapi fungsi tetsd>ut menjadi 

tidak maksimal ketika portal dan aturan lapor d"rri tidal< dilhngsikan. Kontrol 

torbadap arus masuk mcnjadi SI1IJl!l't kmah dan memberlkan kesan wilayah Badan 

Pengembangan Sumbor Daya Manusia mudah untuk dima,.•ki siapapon meski 

yang tidak borkepentingan. 

d. PosJaga 

Pos jaga yang dimlliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia hanya 2 

(dua) dan keduanya baroda di bagian <Iapan. Keberadaan pos jaga menjadi kurang 

optimal ketika petugas pengamanan melaksanakan tugas pengamanan wilayah. 

Korona kebemdaannya tidak didukung dengan kontur ta.nah yang berbukit 

sebiogga kegiatau pengawasan bertumpu pada pelaksanaan kontrol ke6tiog 

petugas pengamanan_ 

e. Menyediakan tempat parkir 

Tempat parkir telab disediakan, namun penyusunan kendaraan menjadi tidak 

teratur scllll!U pengguna. Hal tersebut d.ikarenakan tidak ada yang mengawasi, dan 

mengatumya. Dengan terpusatnya kendaraan di tempat parlcir pada dasamya 

menjadikan pengawasan semakin mudab berpusat pada beberapa titik saja dan 

tidak tersebar. Akan tetapi tanpa penjaga dan pengatur, lagi-lagi pengawasan 

bergantung pada pelal::J;anaan kontrol keliling petugas pengamanan. 
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f Menyediakan ID Card 

Setiap pegawai dan peserta didik maupuo pelatihan diberilwt m Card (Ianda 

pengenal) yang dapat memban!u petugas pengamanan uotuk membedakan apakah 

seseorang termasuk komunitas Badan Pengembaogao Suml>er Daya Manusia atau 

pihak luar yang tidak berkepentingan. Bagi tamu yang l>erkunjung juga disediakan 

tanda pengenal sebagai tamu. Namun kondisi tersebut tidak didukung dengen 

kedisiplinan semua pibak baik pegawai atau komunitas Badan Pengembangen 

Sumber Daya Manusia untuk mengeoakan IIJ Card t<:tsebut, juge petugas 

keamanan yang kurnng togas terbadap ketidakdisiplinan tersebut bahkan tidak 

memanfuat.kan kartu kunjungan dengen maksimal bagi tamu yang l>erkunjung. 

g. Mernberikan kode fll001llf pada barang inventaris 

Pemberian nomor atau kode pada barang ioventaris kaotor telah dilakukan - . . 
karena sudab menjadi bagian dari kewajiban bagian perlengkapan (Rumah 

tangga). HBI ini dapat mengwangi minat pelaku untuk melakukan ~ahatan 

terhadap barang tersehut kllreoa ada Ianda lamhang pengayoman dan nomor kode 

barang, Akan tetapi bal t.....,..t menjadi kurang efektif karena hanya 

menggunakan stiker yang dengan mudab untuk dilepaakan. 

h, Rsmbu 

Badan Pengernbaogao Suml>er Daya manusia pemah memasang rambu 

tentang aturnn Lapor diri di pos jaga. juga aturnn untuk membuka kaca mobil dan 

helm bagi pengendara motor akan tetapi bal tersebut tidak dipatuhi oleh 

komunitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan tidak ada ketegasan 

dari pihak petugas pengat:rl1t!lal\ untuk ~mya... Dari HMil wawanvcara 

deogan petugas pengamanan, menunjukkan bahwa adanya rasa segan dari petugas 

pengamanan karena ada rasa dianggap sebagai orang !oar yang hukan bagian dari 

komunitas Badan Penegemhangan Suml>er Daya Manusia 
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2. Analisa Lingkungan Fisik 

Dari fingkungan fisik yang ada di lingkungan Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dapat dinilai melalni penataan bangunan, penataan taman, 

dan lokasi parl<ir. Yang akan dianalisa sebagai berilrut : 

a. Penataan Bangunan 

Penatasn bangunon yang ada di wilayah Badan Pangembangan Samber Daya 

Manusia disesuaikan dengan lrontur tanah yang ada sehingga tidak merusak 

keasrian lingkungan yang bedmkit tersebut. Dengan lretinggian bangunan yang 

berbeda·beda mengakibatkan pengawasan untuk bangunan yang letaknya lebih 

rendah tertutup oleb bangnnan yang lebih tinggi Dengan kondisi penataan 

bangunan yang mengikuti kontur tanah pengawasan melalui pos jaga tidak akan 

efektif; karena sebagian bangunan akan tethalang oleh bangunan ataupun 

perbukitan yang ada. .K.aJaupun dilaknkan pengawasan dengan kontrol keliling 

juga tidak akan maksimal butuh waktu cukup lama untuk kontrol seluruh 

bangunan dan waktu yang digunakan untuk mengnntrol satu bangunan 

menyebabkan bangunan yang lain rawan telbadap dilaknkannya tindak kejahatan 

Hal tersebut didulmng pula dengan bangunan yang memililci akses masuk 

sangat mudah dengan banyak ahcmatif artinya salu bangunon memililci beberapa 

pintu masuk, pada kantor Badan Pengembangan Sumber Daya manusia yang 

sering mongalami penrurian memiliki dua pintu dibagian depan dan belakang 

dengan tanpa adanya petugas piket ataupun resepsionis, siapapan akan mudah 

memasuki kantor tersebet tidak ada hambatan yang berarti ditemukan disana. 

Kondisi ini menambah tingkat kerawanan bangunan terbadap tindak pidana. 

b. Penataan Taman 

Penataan taman mengikuti kontur tanah dan disesuaikan dengan bangunan 

yang ada. Sehngian lokasi mentiliki tanaman tinggi dan rimbun, terutama AL I, 

AL IV , V dan VI juga pada AP IV, I~ dan I serta samping masjid dan seputarnn 

Auditorium juga disekitar perumahan dinas yang berada di sebelah selatan. 

Pohon·pohon yang rimbun inilah pada malam hari menjadi pengharnbat cahaya 

lampu yang ada sehingga menjadikan penerangan disekitamya menjadi redup. 
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Dengan peneraogan yang redup, menjadikan lokasi tersebut memiliki tingkat 

kerawanan menjadi targd pelaku kejahatan. 

c. Lokasi Parkit 

Lokasi parkit yang telah disediakan memberikan sarona bagi pelaksanaan 

pengawasan kendaraan lebih rerfokus pada titik-titik rertentu dan tidak tersebar di 

wi!ayah Badan Pengembangan Somber Daya Manusia. Hanya saja kelemahannya 

justeru dua lokasi parkit jauh dari pengawasan petugas pengamanan karena 

poaisinya yang tertutup gedung bangunan dan tanah yang berbukit. Namun dua 

yang lainnya masih bisa dijangkan oleh petugas pengamanan di pos gerbang 

utarna dan lokasi parkit yang betada di depan kantnr Kepala Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tO!jangkau pengawasan petugas 

pengamanan (Taruna AKIP} di pos "monyet"- Knndisi tersebut menyebabkan 

lokasi parkit yang tidak tetjangkau oleh pengawasan petugas pengamanan 

menjadi rawan teljadi tindak pidana. 

3. Analisa Lingkungan Sosial 

Analisis linglomgan sosial akan menggunakan teknik-teknik Clarke yang 

meliputi: 

a. Pengawasan oleh Pegawai (Surveillance by empklyees) 

Pengawasan oleh pegawai bisa dilaknkan pada mangan bahkan kamor masing

masing pegawai dan k('mlUJlitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Hal ini bisa dilakukan dari diri individu dengan melalui peningkaran kewaspadaan 

seperti meninggalkan ruangan kantor dengan mengunci lemari dan laci, serta tidak 

meninggalkan barang berharga ditempar ted>uka. Sedangkan bagi peserta yang 

berada di asrama dapat dilakukan dengan mengunci pinto dan jendela pada saat 

merunggalkan karnar. Serta pencegahan lainnya. 

Disamping itu pada bangunan k:antor ataupun asrama sudah seharusnya 

menjadi tanggung jawab orang yang menempati, akan tetaj)i kondisi yang ada 

kesadaran sosial komunitas tentang tanggung jawab bersama tersebut masih 

lrurang sehingga ceoderung masing-masing dan tidak menghiraukan kearnanan 

asrnma, terutama peserta pelatiban yang merasa nanya sesaat berada ditempat 
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tersebut (sampai pelatihan selesai). UD!Uk Taruni AKIP mengadakan pike! harian 

yang dilalrukan oleh anggota taruni AKIP secara berganlian, hal ini merupakan 

salah satu bentuk upaya pencegaban kejahalan dengan memiliki petugas piket di 

asrama dari kalangan pengbuni. 

b. Pengawasan Alamiah oleh pegawai dan selurub komunitas (Natural 

Surveil/ancxa) 

Pengawasan alamiah yang dilalrukan oleh seluruh komunitas Badan 

Pengembangon Sumber Daya Manusia juga mengalami hambatan yang sama 

dengan petugas pengamanan kbususnya betkai!an dengan tata letak bongunan dan 

pertamanan yang mengbalaogi pengaWl1$111! -risu.al aktbat posisinya yang tinggi 

dan penerangan yang rendah aklbat tertulup rimbunnya pohon disekitar. 

Pengawasan dapat dilalrukan pada saat berada pada posisi target yang diawasi. 

Pada bari kerja di Linglmngan Badan Peagembangan Somber Daya Manusia 

dongan sendirinya telah membentuk zona tertentu yang akan mempermudah 

pengawasan teibadap masuknya orang asing di zona masiog-masing. Zona 

tersebut berknitan dengan bidang masing-masing, misalbn :rona unuk Akademi 

Ilmu Pemasyarakatan adaleh di gedung kampns bagian baral yaitu lantai satu 

hlngga riga. Sedangkan pegawai BPSDM Hnknm dn HAM dan Pusat Peogkajian 

dan Pengembangn Kehijakan tedtoosenlr.isi dibagian utara. UD!Uk pembagian 

zona privat adaleh kamor kepala BPSDM Hulrum dan HAM, sedangkan yang 

semi privat adalah gedung ped<uliaban (kampos) dan lapangan olah raga sebagaj 

zona puiJlik. Pada zona privat dan semi pri:vat akan cenderung mudah untuk 

diawasi karena komunitas di zona tersebut telab sa~ meugenal. Zona AKIP dan 

AIM juga mudah untuk mengaWlll!i ketika ada orang asiog masuk ke zona tersehut 

hal tersehut didukuug dengan atribut yang menempel pada diri taruna AKIP dan 

AThf dimana para taruna memi.liki seragam yang kbas sebagai identitas diri 

lengkap dengan lambang-lambang sehugaj attibut diri. Disamping itu juga secara 

fisik memiliki tinggi yang hampir rata-rata sama dengan potongan rarnbut yaug 

bampir serupa (pendek tentara). Sedangkan di :rona pegawai ccnderung su[it untuk 

dikenali karena meskipun tclah memiliki seragam kebanyakan dari pegawai masih 
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menggunakan baju bebas. Hllrosnya kondisi tersebut dapat dicover dengan ID 

Card namun lagi-lagi pegawai cendemng malas untuk mengenabnnya. 

Jika masing-masing komunitas mampu mengawasi dao bertanggung jawab 

terbadap zonanya masing-masing maka besar kemungkinan dapat mengurangi 

tingkat kcrawanan zona tersebut. Orang luar akan enggan masuk ke lingkungan 

dimana dirinya nampak sangat be<beda dengan sebagian besar komunitas di 

wilayah tertenltL Sebingga keengganan tersebut yang mengurungkan niat pelaku 

untuk melalrukao kejahatan. 

c. Peningkatan Kewaspadaan Korounitas ($1imulating <»ncience) 

Upaya peningkatan kewaspadaan korounitas di Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia cendemng kurang. tidak ada bal-bal yang mellOiljol berkaitan 

dengan upaya atanpun domngao untuk mergaga keamanan lingkungan. Kecuali 

bagi para Taruna AKIP yang diberlalrukao jam malam dao pengecekun pinto 

kamar a.srama oleh petugas piket jnga ta:runa yang melakukan kontrol keliling ke 

asrama taruna dao taruni AKIP. Hal tersebut dimak.sudkan untuk memastikan 

kondisi kamar telah benar-benar terkunci agar memiuimalisir terjadinya kejahatan 

melalui akses masuk pintu. Lngi-lagi mengandall<an pe!ugas pengamanan (taruna 

yang pike!). 

Hal tersebut didukung pula dangao disiplin komnnitl!s &dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia terutama pagawai, yang eenderung malas untuk 

mengenakan identitas diri maupun seragam. Demikiao pula dengan penghuni 

rumab dinas yang eendemng mengabaikao kebcrndaan petugas pengamanan di 

pos jnga, baik pagawai dao penghuni cenderung enggan jika diminta untuk 

membuka kaca mobil atau helm ketika melalui pos penjagaan, atau melaporkan ke 

petugas jaga apabila ada tamu atau keluarga yang berkunjung Hal ini 

menyebabkan Jingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia nampak 

seperti wilayab publik yang bebas bagi siapapun untuk masuk dao berkeliaran di 

lingkungan tersebut. 
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5,3 Analisa Manajemen Selmriti Ideal Badan Peugembang~~~~ Somber Daya 

Manusia: Bukum dan BAM 

Dalam melalrukan analisa unl!Jk menemukan metode manajemen selrnriti 

yang baru bagi Badan Pengembangan Sumber Daya manusia sebagai perbaikan 

terhadap manajemen selrnriti yang lama maka akan dilalrukan dengan 

menggunakan analisa SWOT (Strtnglh, Wee~ Oppommity, dan Threath) 

yaitu dengan meru:ari kelrualan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki 

oleh Badan Pengembangan Sumb..- Daya Manusia Kel<uatan yang dimiliki dapat 

digunakan untuk mengatasi kelemahan serta menganalisis peluang unl!Jk 

menghadapi ancaman. Dengan demikian akan ditemukan suatu cara atau metode 

yang lebih baik dan dapat memperbaiki manajemen selruriti yang telah ada, 

sebagai bentuk manajemen ideal bagi Badal! Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. 

5.3.1 Kekuat.an (Strength) Badan Peugembangan Somber Daya Manusia 

I. Adanya Pedoman Stmtegi Penc<gaban Oangguan Keamanan Departemen 

Hukum dan HAM 

Keberadaan pedoman ini dapat dijadikan pegangan oleh petugas pengamanan 

dalam menjalankan tugas pengamanan di Badal! Pengembangan Somber Daya 

Manusia. Meskipun pimpinan puneak atau top manajer Badal! Pengembangan 

Sumber Daya Manusia, dalam bal ini Kepala Badao, belum membuat kebijakan 

berkaitan dengan manajemen selruriti, petugas pengamanan telab memi!iki 

gambaran bagaimana menjalankan tugas pengamanan. 

2. Terdapat Pembagian Zona wilayab Badan Pengemhangan Sumber Daya 

Man usia 

Dari hangunan dan pembagian pemanfaatannya, menunjukkan hahwa 

perencanaan lerhadap wilayab Badan Pengernhangan Sumber Daya Manusia 

dilakukan dengan membagi menjadi zona tertentu sesusi dengan fungsinya 

Wilayah Timur merupakan zona asrama pendidikan dan latiban, wilayah timur 

!aut untuk perumahan dinas dan lapas terbuka Wilayah utara untuk perkantoran 

(baik perkantoran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pusat 
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Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan). Wdayah selatan untuk pemukiman 

pegawai dan fusililas olab raga yang mernberi keoempatan kepada masyarakat 

luar untuk menggunakannya. Wilayah Barat Bepanjang dari pintu gerbang bagian 

utara bingga pinru gerbang bagian selatan merupakan lahan bukit setinggi kurang 

lebih I meter yang dimaofaatkan sebagai taman dengan beberapa pohon besar 

yang rindang, sedangkan wilayah tengah merupakan zona pendidikan, mulai dari 

kelas perkuliahao, hingga fasilitas pe!]lllS!akaan. kantin, dan fasilitas lain yang 

berkaitan dengan kegiatan bagi pesetta didik dan latihan. Dengan pembagian zona 

illi, lebih mudah untuk llltl11llllllSkan ....ru mamjemen sekuriti yang sesuai dengan 

zona yang ada. Pola manajomen sekuriti untuk :rona pendidikan akan herbeda 

dengan pola pemuk:iman pegawai (rumah dinas). pakanlorao, dan taman. 

3. Adanya Pew~ Pengamaoan 

Telah tersedia tenaga ataupun sumber daya manusia yang bertugas sebagai 

petugas pengamllllll1L Perugas yang ada heJjaga di pos penjagaan (terutama yang 

berada di dekat pinru gerhang) memberikan image wilayah Badan Pengernbangan 

Sumber Daya Manusia sebagai wilayah tetjaga. Petugas pengamanan juga 

melakukan pengawasan lingkungan dengan melalui kegiatan kontrol keliling. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pe~ug;>s pengamanan juga dapat 

memelihara Wllayah "tetjaga" Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

4. Adanya Pos Jaga di masing-masing pintu gerbang 

Keberadann pos jaga di samping kedua pintu gerbang membantu 

pembentukkan "image" teritorial tetjaga Tcrutama pos jaga pada pintu gerbang 

utama yang difasilitasi dengan portal pengbalang yang dapat membantu 

penguatan image "terjaga" dengan menimbulkan kesan bahwa tidak sernua orang 

dapat melewati pintu gerbang. Hal tersebut dapat menyebabkan pelaku yang 

berniat melakukan kejabatan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

menjadi enggan untuk masuk (mengurungkan niatnya). 
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5. Adanya Fasilitas Penenwgan 

Penerangan yang tecsedia di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

cukup banyak disetiap ruangan dan sudut bangunan tersedia penerangan. 

Penerangan juga diberikan di sekeliling lapangan upacara juga telab tersedia 

fasilitas penerangan. Babkan disepanjang jalan bernspa1 yang mengelilingi 

wilayab Badan Pengembangan Sumber Daya M'am•sia telah msediakan fasilitas 

penerangan_ Dengan adanya penerangan yang menerangi wilayab sekitarnya akan 

membantu mengurangi niat pelaku untuk melakukan kejabatan 

6. Keberadaan peserta didik Akademi llmu Pemasyarakatan dan Akademi 

Imigrasi 

Taruna Akademi llmu Pemasyarakatan/Akademi Imigrasi merupakan bagian 

dari peserta didik yang memilild masa pendidikan cukup lama (3 tabun) dan 

rnenetap (tinggal) di Asmma Pendidikan yang tersebar di wilayab bagian timur 

memanjang dari utara ke selataJL Dengan m.emtap m Asmma Pendidikan dapat 

membantu mengawasi wilayab sekitar asramanya masing-masing. Bahkan untuk 

Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan telah membantu pelaksanaan penjagaan di 

pos "monyet" dan knntrol keliling disebogian wilayab Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusla. Kclebiban lain, yaitu dengan seregam dan atribut serta 

karakteristik (potongan rambut, postur tubub proporsional) yang kbas membantu 

petugas pengamanan mudah untuk mengenalinya. Dengan pendidikan bersifat 

semi militer (fisik dan akademik), dengan penampilan yang disesuaikan dengan 

sifat pendidikan, membentuk "im<wt" babwa di Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia memiliki pasukan selevel kepolisian_ 

7 Keberadaan Lapas Terbuka Jakarta di dalam lingkungan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Lapas teibuka yang lokasinya berada di wilayab bagian timur badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat membantu pelaksanaan pengamanan 

lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kbususnya di wilayah 

bagian timur. Karena Lapas tersebut juga merniliki petugas jaga yang dilakukan 

secara bergiliran meskipun banya sebatas lingkungan lapas terbuka. Hal tersebut 
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mengurangi beban petugas pengarnanan dalam melalrukan pengawasan di bagian 

timur. 

8. Tanda pengenal komunitas Badan Pqembangan Sumber Daya Manusia 

Bagi pngawai dan peserta didik dan pclotilian diberiW lD Card (kartu 

identitaslpengenal) dan seragam yang dapat menjadi tanda pengenal yang dengan 

mudah akan dikenali oleh petugas pengamanan. Dengan demikian siapapun 

(orang luar) yang herada di lingkongan Badan Pengembaagan Sumber Daya 

MallliSia akan dengan mudah dapat dikenali. Dengan seragam maupun tanda 

pengeru~I/D Card membantu petugas pengarnanan dalam melakokan peagawasan. 

5.3.:2 Kelemabau (weeknesess) Badan Peugembaoguo Sumber Daya 

Manusia 

I. Wilayah yang dimiliki memiliki kontur taoah yang tidak rata (beibukit) 

Badan pengembangan Sumber Daya Maoosia memiliki knn1ur tanah yang 

tidak merata (berbukit) menjadi salah satu pengbambat dalam melakukan 

pengawasan. Ketiaggian geduag yaag berada di bagian depan menutupi 

pongawasan visual petugas pcagamanan tedJadap bangunan yang berada 

dibelakangnya (bagian timur yang ada lre<:enderungan memiliki kontur tanah lebih 

rendah dari bagian barat (depan). 

Analisa untuk mengatasinya adalah dengan memanfaatkan keberadaan petugas 

pengamanan untuk melaksanaka.n kontrol keliling atau pembagian tugas atau 

tanggung jawah pengawasan wilayah tertentu atau herdasarkan zona yang telah 

ada. Dengan demikian wilayah dengan kontur taoah rendah dan cenderung 

tcrtntup dongan wilayah dengan kuntur taoah lebih tinggi, maupun tertutup oleh 

bangunan yang menjulang tinggi. dapat diawasi. 

2. Lampu penerangan yang lrunmg maksimal (cendenmg redup) 

Fasilitas lampu penerangan memang telah tersedia di tempat-tempat yang 

memerlukan penernngan, banya saja daya lampu tersebut masih nendah sehingga 

belum mampu untuk menerangi sekitarnya secara maksimal. Cahaya yang 

dihasilkan cenderung redup dan menimbulkan wilayah seldtar nampak remang-
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remang, ditambah Iagi dengan pepobonan yang rindang disebagian wilayah Badan 

Pengembangan Somber Daya Manusia menyababkan bayangan yang timbul 

menambah keredupan cabaya lampu penerangan bahkan ada sebagian lampu 

penerangan yang terbalang oleh rimbunnya pepohonan, terutama di sekitar 

perkantoran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengkajian dan 

Pengembangan Kebijakan, Masjid dan A:slama I atiban IV. Hal ini selain 

menghambat pengawasan visual petngas pengamanan juga dapal menimbulkan 

keinginan (niat) pelakn unlllk melalmkan kejabatan ditempat tersebut. 

Analisa : dengan memanfuatkan kekuatan yang dimiliki yaitu telah tersadia 

fasilitas penerangan baik di gadtmg bangunan yang ada maupun disepanjang jalan 

beraspal yang mengelilingi wilayah bagian dalam Badan Pengembangan Somber 

daya Manusia, yaitu dengan menambab daya lampu penerangan dan disesuaikan 

dengan ketinggian dan jangkauan cahaya yang diinginkan Dengan penambahan 

daya tersebut. diharapkan mampu inengbasilkan penernngan yang lebih terang 

(tidak redup) sehingga dapat mendOroJ18 pelaku unlllk mengurungkan niatnya 

melakukan kejabatan. 

3. Komunitas Badan Pengemhangan Sumbar Daya Manusia yang beraneka. 

Badan PengernbeJ18an Sumbar Daya Manusia merniliki komunitas yang 

beranaka, mulw dati pegawai. pcserta didik dan pelalihan, penghuni rumah dinas, 

hingga cleaning service. Keberadaan komunitas yang berbada dengan 

karakteristik yang tidak jaub berbeda, kecuali bagi taruna. menyebabkan petugas 

mengalami kesulitan dalam mengenal seluruh l<omunitas yang ada di Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hal tersehut diakibetkan komunitas 

terutama pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pusat 

Pengkajian dan Pengembangan Kebijaksn tidak menggunakan seragam ataupun 

kartu pengenalaya. Hal ter>ebut didnl<nng pula dengan keberadaan peserta 

pendidikan dan pelatihan yang sedang menjalani pendidikannya di Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang pada saat diluar jam belajar sering 

keluar-masuk dengan pakaian bebas tanpa kartu pengenaL ditambab lagi dengan 

masa pendidikan dan pelatiban yang cendernng sel=rtar (singkat). Dernikian pula 

dengan keberadaan penghuni rumah dinas yang anggota keluarganya tidak 
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memi!iki seragam atau bahkan kartu ~ namun sedikit banyak dengan 

masa tingga! yang lama memberikan kesempa!all hagi petugas pengamanan untuk 

mengenali, kecuali bagi keluarga yang bersangkntan yang sifutnya hanya 

berkuojung saja. Hal ini yang mengakibatkan petugas pengamanan sulit untuk 

membedakan antara komunitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

dengan masyarakat luar, yang pada akhimya akses masuk maupun keluar menjadi 

kurang terkontrol. 

Analisa : Dengan petuanfaatan serngam dan ID Cord yang telab disediakan 

keanakaragaman kurakteristik konrunitas Badan Peogembangan Sumber Daya 

Manusia, dapat dibedakan dan membantu pengorrtrolan akses masuk dan keluar. 

4. Kurangnya kepedulian konrunitas Snmber daya Manusia terbadap sekuriti 

Komunitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang beraneka 

ditambab dengan jumlab yang ookup besar, akan ~!$pi dengan tinglart kepedulian 

terhadap pengamanan yang cendenmg bergamung kepada petugas pengamanan 

menyebabkan keknatao konrunitas dalarn melalrukao pengawasan tidak 

dimanfaatkan. Rendahnya kesadaran komunitas akan perannya dalam menjaga 

pengamanan di lingkuagannya menjadl penyebab utama rendabnya kepedulian 

terhadap masalab pengamanan (sekuriti). 

Analisa : Dengan pemhagian >nna sesuai dengan karakteristik penghuninya, 

dengan sendirinya secara alarniab telab terjadi pengawasan terhadap orang asing 

yang masuk ke zona tersebut dengan mudab dapat dikenali. Hal tersebut juga 

didukung keberadaan petugas pengamanan yang juga melakaanakun tugas dalam 

upaya menjaga keamanan dan kelertiban. 

5. Hampir tidak ada kebijakan tentang manajemen sekuriti dari Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Belum adanya kebijakan berkaitart dengan manajemen sekuriti yang 

dikeluarkun oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

PeJaksanaan pengamanan sesuai instruksi ataupun kebijakan darl biro umum. 

Kebijakun dibuat o!eh Kabag Rumah Tangga Badan Pengembangan Sumber 
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Daya Manusia da1am hal penanganan tindak kejahalan yang telah terjadi, sebagai 

tindakan kuratif dan upaya pencegaban untuk kedepannya. 

Analisa : Kelrosongan kebijakan alaupun keteruuan dalam pelaksanaan 

pengamanan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia diisi dengan 

pedoman berupa prosedur tetap stra1egi peneegahan gangguan keamanan 

Departemen Huknm dan HAM tahun 2006 yang telab menjadi acuan dalam 

melaksanakan pengamanan di lingkungan instansi di bawah naungan Departemen 

Hukum dan HAM. Kemandirian pelaksanaan manajemen sekuriti di lingkungan 

sendiri belum dapat dilakukan karena tidak dimi!ikinya pendelegasian 

kewenangan tersebut secara penuh. 

6. Kedudukan petugas pengamanan dibawah biro umum 

Kedudukan petugas pengamanan di bawah biro umum, menjadi kelemahan 

karena menyebahkan adanya pernsaan ket:erasingan baai petugas pengamanan di 

wilayah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di sisi lain piliak 

manajemen puncak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga merasa 

tidak memiliki kewenangan untuk mengamr pola kerja atau menuntut kinerja 

petugas pengamanan karena llukan dibawah garis komandu yang dipimpinnya. 

Hal ini yang pada akhirnya menimbulkan koordio.asi dan pelaksanaan manajemen 

selruriti tidal< beljalan dengan optimal. 

Analisa : Adanya prosedur tetap strateg; pencegahan gangguan keamanan 

Departemen Hukum dan HAM tahun 2006, dimana pada salah satu butir terdapat 

pernyataan bahwa " ... penyelenggaraan keamanan dan ketenUban disatuan kerja 

menjadi tanggung jawab pimpinan satuan kerjanya ___ " maka sebarusnya bal 

tersebut menjadi dasar bekum bagi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, untuk mengatur petugas pengantanan karena itu telah menjadi bagian 

dari tanggung jawabnya. 

7 _ Keberadaan petugas pengamanan yang terpusat di pos jag a 

Petugas pengamanan yang dalam satu regu berjumlah 6 (enam) orang ini 

sebenarnya dapat diefektifklln untuk pelaksanaan pengawasan menyeluruh 

dibeberapa titik yang rawan turbadap tindak kejabatan. Akan tetapi kenyataan di 
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lapangan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengamanan, petugas 

pengamanan terkonsentrasi di pns jaga geibang utama. Semua berkumpnl disatu 

pas dan banya mengawasi dari pns jaga tersebut lrecua~ pada saat ada bebempa 

anggota yang melakukan kontrol k~ling. Dengan pelaksanaan tugas yang 

terpusat pada satu pns jaga menyebabkan sebagian anggota banya duduk-duduk 

santa~ ngobrol dan tidak ada kedisiplinan, k.arena dengan jumlah 6 orang dan 

kegiatan di pos jaga yang barusnya bisa dilalrukan oleh 2-3 orang saja maka 

selebihnya tidak ada pekerjaan atau kngiatan yang dilakekan. 

Analisa : Keheradaan dua pns jaga yang dimililci Badan Pengembangan 

Somber Daya Milnusia pada kedua pintu gerbang dibagian depan, dapat 

digunakan untuk petugas pengamanan agar tidak terpusat di satu pns jaga. 

Sadangkan kebutuban bagi taruna uutuk melakukan penjagann dapat dilakukan 

dengan cara digabung dengan petugas peagamanan sehingga justeru dalam 

mendapatkan penga!aman lebih luas k.arena dapat bertukar wawasan dan 

pengalaman langsung dengan petugas pengamanan. 

S. Masyarakat Umum bebas memasuki wilayab Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia. 

Adanya beberapa lilsilims serta akses masuk melalui bagian belakang sebelah 

selatan yang mudab dilalui karena tidak ada pagar pembatas di wilayah ini, 

menyebabkan masyarakat umum leluasa uutuk masuk dan beraktifitas di 

lingkungan Badan Pengernbangan Sumber Daya Manusia. Masuknya masyarakat 

umurnlluar ke dalam lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

akan menambah kesulitan pengawasan petugas pengamanan terbadap orang 

asinglluar, karena sulit untuk membedakan antara masyarakat umum dengan 

komunitas lladan Sumber Daya Manusia. Ditambab lagi perlu adanya 

kewaspadaan lehih k.arena tidak ada yang tabu niat masyarakat umum yang berada 

di lingkungan Bad an Pengernbangan Sumber Daya Manusia. 

Analisa : Keberadaan pos jaga dipintu gerbang utama yang dilengkapi dengan 

portal dan aturan lapor diri bagi pengunjung dapat dimanfaatkan untuk 

mengontrol dan mengorek identitas dan tujuan dari pengunjung, Dengan demiklan 
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bila terjadi sesuatu bisa ditelusuri dengan menggunakan data pengunjung yang 

tercatat di pos jaga. 

5.3.3 Peluang (Opportunity) Badan Pengembangan Suruber Daya Manusia 

1. Optimal isasi Keberadaan Petugas Pengamanan 

Petugas pengamanan yang ada rlapat dioptimalkan dengan cara rncningkatkan 

kegiatan kontrol kclillng, menempatkan petugas pengamanan pada titik-titik 

tcrtentu yang rawan terjadinya tindak kejahatan, Selain itu memberik:an 

ke\venangan dalam hal penanganan tindak J.,:ejahatan yang terjadi. Dengan kata 

lain diberikan tanggungjawab dan menetapkan sistem pun;sh dan reward sebagai 

benluk motivasi agar maksimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban. J)engan 

kewenangannya tersebut petugas pengamanan dapat menegur dengan tegas para 

komunitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga lebih tettib 

dan disiplin dalarn mentaati ketentuan yang berlaku, serta secara selektif 

memberikan akses masuk bgj masyarakat umum dengan mekanisme yang baku. 

2. Optimalisasi Keberadaan Pos Jaga 

Kcbcradaan pos jaga dapat dioptimalkan fungsinya sebagai penyaring 

seknligus pcngontrol akses masuk, serta pusat informasi seputar lingkungan 

Badan Pengembangan Sumber Daya ?vianusia. Pos jaga dapat ditarnbah dan 

diposisikan pada titik tertentu yang ra\van terjadi tindak kejahatan, terutama lokasi 

yang terdapat target atau sasaran tlndak kejahatan. Misalkan, tempat parkir yang 

terlctak di samping sebclah utara auditorium, Kemudian di bagian belakang 

sebelah selatan (antara Asrama Pendidikan VI dan Asrama Latihan V1). 

3. Komunitas Badan Pengemb.aogan Smnber Daya Manusia yang bi.,-raneka dapat 

mernbantu pelaksanaan sekuriti 

Komunltas yang beranekn dan dalam jumlah yang cukup besar dapat dibangun 

d"n diperdayakan scbagai kekuatan da!mn rtlendukung upaya pengamanan rli 

Hngkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pemhangunan 

komunitas lni akan mampu mnghasiJkan tanggung jawab sosial (corporate social 
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responsibility) dimana masyarakat lingkungan Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia memiliki rasa tanggungjawabterhadap keamanan lingkungannya. 

4. Keberadaan papan pengumuman disetiap gedung kantor dan asrama. 

Keberadaan papan pengumuman di setiap Asrama Pendidikan dan Latihan 

serta di setiap bangurnm perkantoran dan perkuliahan dapat dimanfaatkan sebagai 

sarana untuk mengajak meningkatkan kewaspadaan komunitas Badan 

Pengembangan Sumber Day a manusia (Stimulating conscience). Misalnya dengan 

menempel poster-poster ajakan urrtuk selalu mengunci pintu ketika meninggalkan 

ruangan atau memuat anjuran bagi tamu yang berkunjung untuk melapor diri. 

5.3.4 Ancaman (Threalh) Badan Pengembangan Somber Daya Manusia 

1. Keberadaan benda maupun korban di Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia sebagai target tindak kejabatan 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan berteknologi tinggi 

maupun barang-barang elektronik yang bargan:ya cukup mahal. Antara lain 

kumputer, mesin faximile, televisi, LCD, Air Conditioner, laptop, dan lain 

sebagainya tennasuk barang pribadi milik komunitas Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia. Ditambab lagi sebagian besar pegawai menggunakan 

kendaraan bermotor baik sepeda motor maupon mobil. Keberadaan benda-benda 

tersebut mengundang untuk dijadikan sasaran atau target kejahatan. Selain itu 

keberadaan taruni yang tinggal dalam satu asrama pendidikan VI dengan lokasi 

yang relatif rendah dan berbatasan laugsung dengan semak helukar tanpa pagar 

pembatas. Dengan kondisi demikian menjadikan Asrama Pendidikan VI menjadi 

tempat potensial terjadi tindak kejahatan, seperti perkosaan, pelecehan dengan 

melakukan pengintipan dikamar mandi Jantai dasar yang ietak:nya lebih rendah 

dengan tanah dibagian utaranya, dan lain sebagainya. 

2. Adanya fasilitas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang 

digunakan masyarakalluar (publik) 

Univei'Sitas Indonesia 

Manajemen Sekuriti..., Prihartati, Pascasarjana UI, 2009



117 

Lapangan olahraga di Iinglrungan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia juga sering digunakan oleh masyarakat umum. Zona publik yang melekat 

pada lokasi tersebut menyebabkan masyarakat umum/asing Ieluasa bera.da di 

dalam Jinglrungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Keberadaan 

masyarakat umum tersebut memerlukan pengawasan agar tidak memiliki peluang 

untuk menjalankan ala! jahatnya. Karena petugas lidak akan mengetabui apakah 

masyarakat umnmlluar yang masuk ke dalarn Jingkungan Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia itu apakah orang baik atau orang jaba~ sehingga untuk 

meneegab orang dengan niat jahat melakukan niatnya maka diperlukan 

pengawasan kbusus. 

3. Penyusupan di wilayab Badan Pengembangan Sumber Daya Man usia oleh 

masyarakat luar 

Penyusupan dapat dengan leluasa dilakukan di wilayab bagian timor paling 

selatan dan pagar samping bagian sela!an serta wilayab belakang bagian utara 

atau tepatnya perumahan dinas yang barn dan lingkungan Flat untuk para pejabat. 

Dengan masuk ke dalam lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia tanpa sepengetabuan petugas pengamarum maupun komunitas Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka akan memberi peluang bagi pelaku 

untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui. 

4. Tata taman dan pepohonan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pepohonan di linglrungan Badan Pengemhangan Sumber Daya Manusia selain 

untuk menjaga keasrian lingkungan ternyata juga menjadi masalah ketika semakin 

rimbun dan menghalangi pencabayaan lampu penerangan. Bahkan dapat pula 

digunakan sebagai ternpat persernbunyian pelaku kejahataa Diperlukan 

pemcliharaan yang rutin untuk menjaga agar kerimbumm tcrsebut tidak 

menghalangi cahaya lampu penerangan. 

Keempat ancaman tersebut di atas dapat diatasi dengan memanfaatkan 

peiuang yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan 

optimalisasi peran pelugas pengamanan dan fungsi pos jaga. Misalnya untuk 

ancaman yang keempat dimana dengan pepohonan yang besar dan rirnhun akan 
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mcnghalangi pencahayaan, hal tersebur dapat diccgah dcngan peran petugas 

pengarnamrn yang juga mengontrol pepohonan yang menghalangi lampu 

penerangan denga.n berkoordinasi atau menyampaikan kepada tukang kebun untuk 

mcnebang atau memotong dahan yang rnenghalangi pencahayaan. Karena dengan 

kontrol keHling yang dilakukan pada malam hari, selain pengawasan terbadap 

gedung, petugas pengamanan juga dapat melakukan kontrol pencahayaan lampu 

penernngan yang terhaJang rimbun pohon secara bersamaan. 

Dari uraian di atas maka secara gads besar dapat digambarkan pada tabel 

SWOT berikut ini : · 

Tabel 5.2 
Analisa SWOT Manajemen Sekuriti 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kekuatan (&_tr_"_'g_l;:h_) --,-f---;;-;;;K ... e ... Ie
7
m_a_h_a_n_(_w;::ea;-k_'_' ..... · ... es_s_)---,., .. J 

• Adanya Pedoman Pencegahan • Wilayah yang dikuasai memtliki ! 

Gangguan Kamtib kontur tanah yang tidak rata 
• Terdapat pembagian zona secara (berbukit) 

alamiah yang dapat mendukung • Lampu penerangan kurang 
perencanaan manajemen sekuriti rnaksimal {cenderung redup) 

• Adanya Pelugas Pengamanan , • Kurangnya kepedulian komunitas 
• Adanya Pos Jaga di masing-masing ; Sumber Daya Manusia terhadap 

pintu gerbang sekuriti setempat 
1 • Adanya penerangan disepanjang • Hampir tidak ada kebijakan tentang 

jalan beraspal yang mengelilingi manajcmen sekuriti dari Badan 
wllayah Badan Pengembangan Pcngcmbangan Sumbcr Daya 
Sumber Daya Manusia Manusia 

• Adanya Taruna Akadcmi Ilmu 1 • Kedudukan petugas pengamanan 
Pemasyarakatan/Akademi Imigrasi i dibawah biro umum 

• Keberadaan Lapas Terbuka. 
• Sarana tanda pengenal bag.i 

Komunitas Badan Pengembangan 
Sumber Daya Man usia 

• Komunitas yang statusnya beraeka 
di dalam lingkungan Badan 
Pengembnngan Sumber Daya 
Manusia, 

• Masyarakat Umum 
memasukl wilayall 

be bas 
Badan 
Dayra 

l

j Vengembangan Sumber 

--:c-...--+--'lv""!a~n'"'us'Ci'a"-. _ --c----i 
~---KCsempatan (Opportunity) ·-+--,. ...... -An-,-c_a_m,~n {Tftreat) 

~ma!isasi Keheradaan Petugas • Keberadaan benda maupun korban 
Pengamanan di Badan Pengembangan Sumber 

• Optimalisasi Keberadaan Pos Jaga Daya Manusia scbagai target 
.._ _______ ·----- L_~ti,nd~kkejahatan 
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r•-;Optiru;;-:::-;:. ::-al~is::-a~sic;P~era:-...-n-;;S~C!la-::....-;-lro~m~unrt""'·::-.,-s-r-.-A;-da-;-n-ya---;:fasi~·l"'itas~-c;d::-i --;Badan 

Badan Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber Daya 
Daya Manusia yang beraneka dapat Manusia yang digunakan 
membantu pelaksanaan sekuriti masyarakat luar (publik) 

• Keberadaan papan pengumuman • Penyusupan di lingkungan Badan 
disetiap gedung kantor dan asrama. Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 
• Tata taman dan pepohonan di 

Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 

Dnri uraian analisa SWOT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tersel>ut 

di atas serta analisa sebelumnya, maka dengan memperhatikan unsur manajemen 

sekuriti yang ada, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

mendapatkan manajemen seknriti yang sesuai dengan lingkungan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

1. Kebijakan sekuriti (securiQI police) dan prosedur (procedure) 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum memiliki kebijakan 

manajemen sekuriti akan tetapi pelaksanaan pengamanan yang dflakukan olch 

petugas pengamanan telah memiliki prosedur yang berpedoman pada Prosedur 

T etap Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan Departemen Hnk:nm dan HAM. 

Kebijakan yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah 

upaya penanganan atas suatu kejadian kejabatan, yang ditujukan juga untuk 

pencegeban kejadian kejahatan di tcmpat yang sama, 

Unsur kebijakan dalam manajemen sekuriti berkaitan erat dengan kewenangan 

dan garis komando. Pelaksana.an kcwenangan dan garis komando. Setiap 

organisasi yang rnemiliki tujuan memerlukan pengamanan!sekuriti agar upaya 

pencapaian tujuan dapat berjalan lancar. Demikian halnya dengan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. akan telapi pada pelaksanaan di lapangan 

secara organisasional bidang pengamanan di Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia belum tercantum dalam salah satu lini struktuml organisasinya. 

Sehingga untuk mendapatkan manajemen sekuriti yang .ideal bagi Badan 

Pengcmbangan Sumber Daya Manusia diperlukan bidang khusus pengamanan 

yang masuk ke dalam .struktur organisasi. Dapat dimasukkan ke dalam garis 
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komando Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dibawah 

bagian Perlengkapan dan Rumab Tangga (menjadi sub bagian atau eselon IV). 

Dengan keberadaan pejabat yang menangani khusus rnasalah pengarnanan di 

Badan Pengarnbangan Sumber Daya Manusia maka kewenangan pengaturan 

pembagian pekerjaan petugas pengamanan dapat ditetapkan dengan jelas. Dan 

kewenangan pengaturan dan pengelolaan petugas pengamanan dan sistem 

pengamanan ada pada pejabat dimaksud. Selain itu juga bertanggung jawab 

terhadap pencegahan dan penanganan kejahatan di Badan Pengembangan Sumber 

Daya Mannsia. 

2. Personil (personal) 

Keberadaan pejabat khusus di bidang pengamanan pada struklur organisasi 

Badan Pengembangan Smnber Daya Manusia, membuka peluang dimi!ikinya 
- -

petugas pengarnanan yang -j~ga rnerupakan pegawai ffadan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia. Dengan menjadi bagian dari komunitas Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia secara otomatis terdapat rasa kebersamaan 

dan memiliki terhadap organisasi yang sedang dijaganya_ 

Memungkiakan diberikannya kewenangan kepada personil untuk menertibkan 

dan menegakkan disiplin di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. Kewenangan untuk menegur siapapun yang melanggar aturan dan tata 

tertib yang berlaku. Dipedukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas petugas 

pengamanan,. serta mere1okasi petugas pengamanan ke tempat yang rawan tetjadi 

kejahatan. 

3. Ukuran fisik pengamanan (physical security measures) 

a. Perlengkapan, beberapa hal yang perlu diperbatikan dalam rangka perbaikan 

manajemen sekuriti : 

Pagar pembatas untuk bagian belakang scbelah selatan memer1ukan pagar 

pembatas untuk memisahkan wilayah Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia dengan lingkungan rnasyarakat umum. 

Pintu akses, perlu dioptimalkan pemanfaatan pertal dan rambu-ramhn begi 

yang masuk ke dalam lingkungan Badan Pengernbangan Sumber Daya 
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Manusia misalnya barus lapor diri, menunjukkan kartu pengenal, 

membuka kaca mobil ataupun helm bagi yang menggunakan kendaraan. 

Penyediaan kartu "Tamu" bagi yang berkunjung selain Daya Manusia 

- Penambahan pos jaga pada titik-titik tertentu kawasan yang mwan terjadi 

kejahatan. Dari analisa kasus tindak pidana yang terjadi, diperlukan 

penambahan pos jaga di beberapa titik rawan yaitu di lokasi parkiran yang 

terletak di bagian selatan kantor Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia atau disebelah utara Auditorium, di bagian be!akang sebelah 

utara yaitu pada kawasan perumahan dinas baru dan flat pejabat; 

dikawasan antara Asrama Pendidikan VI dan Asrama Latihan VI Serta 

pemfungsian pos "monyet" oleh petugas pengamanan untuk pengawasan 

kawasau kantor Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 

yang berada di sebelah utara bagian depan Kebemdaan pos peogamanan 

tersebut sekaligus dapat menjalankan fungsi pengawasan 1okasi parkir. 

Sarana parkir yang telah tersedia, didukuag deagan penyediaan kartu 

parlciran 

- Perlu rambu yang berupa larangan bagi yang tidak berkepentingan untuk 

memasuki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Pemanfaatan papan peagumuman yang tersedia di tiap asrama dan gedung 

perkantoran misalnya dengan ajakan untuk waspada, pengumuman nomor 

telepon yang bisa dihubuagi untuk tersambuag deagan petugas 

pengamanan, dan lain-lain. 

- Daya lampu peoerangan yang sesuai deagan kebutuban pencahayaan agar 

tidak lagi terkesan redup. 

- Perlu penggunaan pealatan bertekno1ogi untuk membantu tugas 

pengamanan misalkan CCTV untuk ruangan yang seeing te!jadi pencurian. 

b. Lingkungan Fisik 

Terkait dengan penataan gedung dan taman yang sesuai kontur tanah 

menjadikan pengawasan sulit untuk dilakukan. Dengan penambahan pos jaga dan 

pembagian tugas pengawasan petugas pengamanan (yang juga ditambah 

jumlahnya} Namun demikian perlu mengaktifkan kembali fungsi resepsionis di 
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gedung perl<antoran sebagai penyaringan akses masuk kedua setelah di pintu 

gerbang utama, dengan keberadaan resepsionis yang posisinya tidak jauh dari 

akses masuk gedung (pintu) akan membatasi orang asing yang tidak 

berkepentingan berada di dalam gedung kantor. 

Sedangkan untuk pertamanan, diperlukan pemeliharaan khusus untuk menjaga 

kerimbunan agar tetap asri namun tidak menghalangi cahaya lampu penerangan. 

c. Lingkungan Sosial 

Perlu sosialisas! pengama.nan (peraturan menggunakan seragam, dan ID 

Card) bagi komunitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan 

kepatuhan dan kedisiplinan komunitas Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia akan meneiptaksn budaya disiplin yang akan membantu tugas 

pengamanan. 
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A. Kesimpulan 

BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

!23 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang berwenang 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Departemen Hukum 

dan HAM, Badan Pengembangan Sumber Daya Mmusia melaksanakan sekuriti 

untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi proses belajar mengajar tersebut. 

Dengan kondisi lingkungan yang berbukit, Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia membutuhka.n kebijakan dan manajemen sekuriti yang sesuai. 

L Manajemen sekuriti yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber 

· Daya Manusia pada saat ini masih buruk, hal tersebut dikarenakan 

it Kebijakan penga:manan yang tidak jelas dan beJum mandiri. Belum 

adanya pendelegasian ataupun pelimpaban kewenangan kepada Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menjalankan manajemen 

sekuriti secara mandiri. 

b. Pengamanan yang dilaksanakan tidak tertib, ketentuan yang telah 

tersedia tidak ditegakkan secara tegas, serta pemanfaatan fastlitas 

pengamanan yang beium optimal. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleb rnanaJemen sekuriti Badan 

Pengemhangan Sumber Daya Manusia antara lain meliputi : 

a. Tidak ada kehijakan pengamanan dari Kepala Badan Pengembangan 

Sumber daya Manusia atau pejabat yang ditunjuk. 

b. Belum adanya bidang pengamananlpejabat pegamanan dalam struktur 

organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

c. Belum adanya Standar Minimum Operasiona1 pengamanan khusus di 

lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

d. Sistem Pengav.'<lsan yang Lemah akibat kondisi fisik Hngkungan yang 

berbukit 
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e. Lemabnya kekuatan sosiai komunitas Badan Pengembangan Sumber Daya 

manusia 

2. Manajemen aekuriti yang ideal bagi Badan Peogembangan Sumber Daya 

Manusia 

Dari analisis terbadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamao yang dimiliki 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka manajemen sekuriti yang 

sesuai adalah manajemen sclwtiri yang mandiri dan melibatkan peran komunillls 

didalamnya (mengarah pada CSR}. Untuk melaksanakan konsep manajemen 

mandiri perlu memperbatilom ilal-hal sebagai beril-ut : 

L Keweflllll8lln manajemen sekuri1i ada pada Kepala Badan, yang dapat 

didelegasikan kepada pejahat di bidang pengamanan. 

2. Kedudakan petugas peogamanan scbagai pegawai Badan Pengernbangan 

Sumber Daya Manusia 

3. Peniogkl!tan tetiladap jumlah dan kualilas petugas pengamanan, serta 

kewenangan dan tanggungjawah yang diembannya 

4. Pengawasan yang lebih bersifat menyeluruh tetiladap wilayah, meliputi 

baogunan, pertamanan, serta lingl.:uogan sekitar didukung dengan 

penempatan pos jaga pada titik-titik yang IaWan teJjadi lrejahatan. 

5. Mengikutsertakan peran komunitas Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia untuk melaksanakan pengamanan, 

B. Saran 

Dari kesimpulan tersebut di alas maka saran yang dapat penu6s barikan dalam 

rangka upaya pelaksanaan manajemen sekuriti yang sesuai dengan kebutuban dan 

tujuan Badan Peogembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. 

2. Kebijakan sekuriti (security policy) dan prosedur 

• Penyeraban kewenangan untuk melaksa.Dakan manajemen seknriti mandiri 

kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan membentuk unit 

khusus pengamanan dalam struk-tur organisasi Badan Pengernbangan 

Sumber Daya Manusia. 
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• Pembuatan pedoroan sebagai acuan pelaksanaan togas pengamanan di 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga pola kelja yang 

dijalankan menjadi jelas. 

3. Personil 

• Melaku.kan penambaban jumlab personil yang disesuaikan dengan 

kebutuban. 

• Menyelenggarakan pendidikan dan latiban ldwsus tentang pengamamm 

bagi petugas pengamanan. 

• Memberikan kewenangan kepada petugas untuk menindak tegas siapapun 

yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku. 

3. Ukuran fisik pangamanan (physical security met1$1J1l!S) 

• Perlengkapon ' 

I. Pemanfuatan dan pemeliharaan fusilitas pengamanan yang tersedia secara 

maksimal. M.isal lampn penerangan menggunakan daya yang cukup 

sehingga menghasilkan lingknngan yang terang di malam hari. 

2. Penambaban poajnga pada titik-titikkawasanrawonkejabatan 

3. Pemasangan perlengkapan dengan reknologi tinggi misal CCTV diruangan 

yang bersifat privat. terntama yang sering teljadi pancurian yaito di 

gedung perkantoran 

4. Menyempurna!am pogar p<::mlmtas bingga mengelilingi wilayah Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia secara utuh. 

• Lingkungan Fisik 

1. Pemeliharaan pohon yang rimbun supaya tidak menghalangi 

pencahayaan lampu penerangan. 

2. Pemeliharaan akses masuk, pinto dan jendela. terrnasuk 

rnelengkapinya dengan kunci bahkan buila perlu teralis pada jendela. 

• Lingkungan Sosial 

1. Penggunaan tanda pengena.l dan seragam bagi komunitas Badan 

Pengcmbangan Sumber Daya Manusia. 
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2. Pemberdayaan pegawai tmtuk melakukan piket resepsionis di pintu 

masuk gedung. Sehingga tamu yang datang lehih terkon!ml dan 

meoimbu!l::an lresan ruangao "bertuan" 

3. Meningkatkan kesadaran l<epada komunitas Badao Pengembangan 

Sumber Daya Manusia akan tanggung jawab bersama dalam menjaga 

keamanan lingkungan. 
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l'EDOMAN WAWANCARA 

Kebijakan dan prosedur : 

1. Menurut anda bagaimanakah pelaksanaan pengamaoan di lingkungan Badan 
Pengerribangan sumber DayaManusia? 

2. Apakah kebijakan yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan pengarnanan di 
BPSDM? 

3. Siapakah yang berwenang membuat kebijakan pengamanan di BPSDM? 
4. Bagaimanakah prosedur pengarnanan yang dilaksanakan di BPSDM? 
5. Bagaimanakah pengaturan kewenangan pelaksanaan pengamanan di BPSDM? 
6. Program apakah yang ditentukan untuk mencegah terjadinya kejahatan? 

Personil: 
I. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pelakaanaan tugas pangamanan? 
2. Bagaimanakan kondisi personil pengamanan ditinjau dari kuantltas dan kualitas? 
3. Bagaimana prosedur atau pnla ke~a dalam menjalanken tugas pengarnanan? 
4. Apakah kewenangan yang dirniliki oleh petugas pengamanan? 
5. Apakah hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pengamanan? 

Security Measures : 
a. Perlengkapan 

I. Apakah peralatan yang digunakan sebagai alat bantu pengamanan? 
2. Apakah pera!atan atau sarana prasarana yang tersedia berfungsi dengan baik? 
3. Bagaimana kondisi pagar pernbatas dan pos penjagaan di BPSDM? 

b. Lingkungan Fisik ; 
1. Bagaimanakah kondisi fisik di BPSDM? 
2. Bagaimana pola pengaturan tata letak dan bentuk bangunan di BPSDM? 

c. Lingkungan Sosial : 
1. Baga!mana peran serta komunitas dalam pengamanan di BPSDM? 
2. bagaimanakah tingkat kepatuhan komunitas BPSDM dalam menaati peraturan 

yang ada? 
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Transkip Wawancara: 

Inforrnan 
Waktu 
Pukul 
Tempat 

: Kepala Badan Pengernbangan Sumber Daya Manusia 
: Tanggal 5 Oktober 2009 
: 14.00- 15.00 WIB 
: Ruang Kerja Kepala Bru:lan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

,-,---,-r;;;---c-----c;~,-;-· ---~ 

'I Bagaiman menurut Bapak dengan Pengamanan disini? __ \ 

'Tanya 

I Jawab 

I 

l Tanya 

I 
1 Jawab 

! Tanya 

I 
· Jmvab 

I 
I 

1 Tanya 

: Hnn1s dtpisahkan tidak boleh dikendaiikan dari Setjen karena ada tiga regu-:-1 
' jangan di rolling lagi, karena itu yang persoalannya karena kita susahjuga ' 
mereka bukan pegawai kita, dulu itu dia di sini karena pusdiklat ini sebelum 

, menjadi Badan itu dibawah Sekjen, Sekjen membawahi biro umum karena 
itu kita harus mengadakan pembahan itu1 kan memang hams hegitu sebab 
kalau tidak bagaimana kita mau menekan dia disitu, dia hanya duduk saja 

, saya liat dia disitu, kurang optimal, tidak ada rasa memilikinya,. cobalah 

I
, khusus untuk dikita, memang kewenangan kita disitu kita yang drill dia ya 

sudah dari sini aja misalnya ada berapa orang berapa, delapan belas ka!i 

1 

berapa,rnemang untuk khusus kita disini, itu aja di rolling dia nah gitu ... 

. Artinya proses recruitment sudah dari sini bapak:? 

~~ Iya, artinya toh rekruitment kan sehetulnya disana, nab tapi kita minta I 
jatahnya untuk disini, jadi tidak dibawahl oleh sekjen lagi, ya kalau bertukar , 

1 

anu ya begitu aja ndak ada rasa anunya kan.... .... i 

1 lya \vaktu wawancara dengan merekajuga saya tanyakan apakah suka 

I kontrol keli!ing m.a.s, jawab mereka suka bu wal!lupun sayajuga baru aja di 
, roilling setelah 3 talmn di Ditjen Haki .. 

Dirnana dia? Di Hald? 

1

1 

lya pak, 3 tahun di haki sekarang di pindah ke BPSDM, jadi dia juga belum 
menguasai lingkungan BPSDM ini, gitu .... 

' I Jadi sebetulnya itu e untuk di departemen-departemenjadi supaya dfa lebih 
. fokus sebetuJnya itu dan ada rentan kendalinya di b.awah kita karL. 

I Jadi menurut bapak sebagai pcmbuat kebijakan disint bagaimana 

I seharusnya kebijakan yang diterapkan terkalt dengan pengamanan di 
BPSDM ini 

i J;lwah I Ya tapi harus dirubah pola pikimya itu harus dimbah, dan itu dari sana itu 
I · dia harus punya kalau saya ya dia disitu jangan itu yang terpusat dia begitu, 
j I ya mungkJn hal~hal tertentu bisa terpusat dikendalikan tapi untuk 
L__.___!._., prcs~~ranny.a berikan ke'>venangan masing-masing do.ng, ka~ kita b.~~ .. _j 
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Tanya 

Jawab 

Tanya 

membina dia kan karena dia kan sudah pegawai dia, nah mungkin saja 
kalau ada kegiatan misalnya di pusat bisa diamb.il dari sini tapi itu hanya 
insidentil saja, jangan di rolling, kalau di rolling itu kurang, menurut saya 
itu kurang" 

: Selama ini apakah suka ada laporan dari mereka ke Bapak langsung? 

Sebetulnya kan laporannya juga bukan ke saya kan tapi ke bagian umum, 
laporan-laporannya hanya kadang-kadang, kita tidak melihat yah jadi 
sebetulnya tu anak -anak di sini hams dibarapkan dan hams digerakkan dan 
kemudlanjuga harus selalu ada sentuhan yang begini nah kalo mlsalnya dia 
diputar disitu dia bilang, masa bodoh saya kan bukan dlllini ..... toh besok
besok lagi saya pindalL 
Saya bilang saya tidak ada masalah kalau ada kegiatan disini misalnya 
penerimaan CPNS. wah dari biro umumnya juga turun kesini kan karena itu 
ada UUD nya disitu kan, parkirnya aaaa .... kalau saya kan tidak apa~apa 
silahkan aja itukan bantuan namanya, boleh aja, silakan aja, tambah dari 
sana ambit sini tapi itu kan hanya insidentil saja tapi yang tetap disini 
harusnya tetap artinya kalau ada disini harus ditambah, jadi menunrt sa;ra 
harus dirubah itu disana, kendalinya itu dia berikanlah kepada masing
maslng eselon di situ,jadi dia lebih profesional dia itu kalau dia di bawah 
kendali masing-rnasing kan ... .itu sentral namanya dia disana tapi tidak 
efektif saya liat kan makanya itu ditutup aja pinlu gerbang dua setelah ada 
kejadian yang begitu, kita sudah tidak mampu mengendalikan dan lagian 
juga huhungan emosiona[nyajuga sebetulnya itu kurang .. beda toh kalau 
misalnya pegawai kita yang disitu, kita bisa drill dia kalau macam-macam 
bisa diajukan ... ,> kalau dia datang cuma duduk aja dia saya !iat disitu, 
datang kek siapa kek lewat kek siapa kek ga ada ..... 
jadi tidak optimalll.. ... karena itu tadi ... kita kan orang Indonesia kan begitu 
kalau ndak ditekan, ditekan dalam arti posltifharus ada pengendalian .. 
Okjadi cukup ya___ __ 

Baik bapak, terima kasih atas waktunya. 
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Transldp Wawancara : 

Inforrnan 
Waktu 
Pukul 
Tempat 

----
Tanya 

jawab 

Tanya -
Jawab 

-;;:--·· 
Tanya 
Jawab 

-;;:--·-
Tanya 
Jawab 

'Tali 
Jawab 

Tanya 
Jawab 

Tanya 
Jawab 
Tanya 
Jawab 

Tanya 
Jawab 
Tanya 
Jowab 
Tanya 
Jawab 

Tanya 
.. 

Jawab 

-

·-· 

: Regu Pengamanan (inisial "E") 
: Tanggal6 Oktober 2009 
: 14.00WIB 
: Ruang Kerja Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Siapakah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas 
I pen~amanan? 
Kalo tanggung jawab penjagaan ya kami tapi untuk penanganan dan 

I pengaturan ya bukan kami bu .... 
Kalo 1',itu siapa yang ngatur pclaksanaan tugas anda? 
Kami berada di bawab Biro Umum Departemen Hukum dan HAM, jadi ldta 
tunggu perintah dari kepala Biro. .... 
Terns, kala di BPSDM koordinasinya dengan siapa? 

-~ 

Kalo ada kejadian kayak pencurian atau apa-apa ldta lapor ke kasubag 
rumah tanggu. Nanti beliau yang akan menyelesaikan fl]•salab. . ... _ 

.. Lho kok bisa begitu? Terus tanggung jawah anda apa? 
Karena atasan kita ya kasubbag pengamanan lingkongan dan instalasi, kita 
tidak ada jalur hirarld dengan BPSDM, kita menjalaakan tugas sesuai 
petunjuk dan perintab dari atasan kami. Tanggungjawab kami ya untnk 
melalaJ~an penjagaan, nga:wasi, dan mernbaJ1tll kegiatan BPSDM. 
Membantu apaJ. -· 
Ya misa1nya bantu jagain parkiran terns bantuin ngawasi kegiatan dan lain-
lainlab bu .... va vang bisa kita lakukan, 
Terns kalo ada pencurian yang laEor ke polisi siapa? 
Kala itu kita juga kadang-kadang yang lapor tapi kadang juga dari pegawai 
BPSDM sendiri. 
0, begitu? Berana iumlah ' oengamanan di BPSDM? 
!{_llmi berenam. dengan satu komandan. 
Bagaimana re~itment petugas E_~ngamanan? Krit~~-~nyalah"". 
Sarna aja bu sama cpns Jainnya, Cuma kita dipilihin dari tinggi dan berat 
badan yang sesuai, sepertinya tidak ada yang kbusus bu, orang kita 

.... ditempatkan disini ya kami laksanakan aja . 
0, begitu. Kalo jaga disini, J1lelakukan kontrol keliling ga? 

... Jya, bu. ----
Berapa kali dilakukan_ dalarn bertugas? 
ka:mi lakukan kontr2~ keliHng tiap dua jam sekali secara ~~gantian. -

.. Masuk ke gedung_ kampus a to kant or tidak? 
Y ga lah bu, itu kan banyak banget, ldta paling menelusuri jalan beraspal 
yang ngelilingi bpsdm. 
Kalau ad~J-~:mu yang masut lapor dulu_ ga? 
Harusnya lapor, tapi tidak dilakukan. Lagian bu, yang keluar masuk banyak 
banget, bisa-bisa satu orang aia keluar masuk bnlak balik. 

.. Tanxa 
-~ K2]c bisa ~ ----···· --------
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lawab "Kadang saya bingung, itu pegawai belum jam makan siang dab bola.k-balik 
keluar masuk. yang paling meJ12herankan kalo peserta ya pembina atau 

- taruna xang eulangnya ma!am. 
Tanya Pegawai mana? 
Jawab semua pegawai, baik dari Badan Pengembangan Somber Daya ·Manusia 

sondiri, Pusjianbang, pembina, babkan taruna ·--Tanya Meman~ tida.k ada larangan jam ma!am? .. 
Jawab Setahu saya secara umum belum ada, tapi mungkin juga kale tarnna ada, 

mereka kan dltuntut disiplin. 
Tanya Mmmm .... ka!o masa!ab penerangan disini gimana?menurut anda sudab 

cuku_.e menu~ans untuk pet"tgawasan belum? __ 
Jawab jangankan bagian yang lain bu, seringka!i lampu jalanan di bagian depan 

mati jadinya situasi menjadi geJap, kita kadang susah mengenali siapa yang 
masukldatang apalagi ka!au pa.kai mobil kacanya ga dibuka .... mana tahu 
kita d~~ iru p~ atau peserta atau bukan orang sini 

Tanva Sudah menlameaikan keluban belum ke BPSDM? 
Jawab Secara resmi ya nggak bu .... kita lapor aja ke atasan. Nanti atasan kami yang 

melapor, kan ga ena.k bu, kita staf nab kalo ~abat sama pejabat yang 
.ngomong kan lebih eas ... gitu. - .. --~ 

Tanva . ReEot amat kalo begitu ..... ta]>i dab lapor ke atasan? Gimana tanggapannya. 
Jawab Kita lapor se;;ara lisan aja. Kurang tabu saya apa ditinda.k lanjutinya karena 

.. laporan kami atau karena orang BPSDM sendiri :yans. ganti lampunya. 
P~nggantian lampu~ menurut anda cepat atau lamban? 

iya,ya 
Hehe ... (tertawa nvengjr) kava!rnva tWlk lama dikit. ~ 
Kalan tempat parkir, apa.kah termasuk dalam tugas pengawasan petugas 

I pam? 
Jawab Y a, kadan><-kadan" kala banvak kendaraan lang ada di sini .. 
Tanya T a pi ga banyak kan Cum an posisi men car. ' 
Jawab ''Kalau lagi ada pendaftaran pns di pusdiklat penuh bu, tempat parkir 

terba:tas sehingga kJta manfaatkan laban kosong disekitar sini.(sambil 
menunjuk ke arab laban kosong disekitar pos jega) Paling-paling kita Cuma 
pa.kai pembatas dengan tali dan membuat karcis penitipan biar lebih aman, 
tidak salah orang 

Tanya Trus kalo J?.&kiran Y,ang ada dibangian dalam gimana ngav.rasinva? 
Jawab Ya tida.k bisa dari pos sini bu, nreski minta bantuan dari departemen. 

Biasanya kalo ada rame-rame kayak gitu. kita dapat bantu an personil bu. 
Jadi parkiran yang dibelakang pu~ ada yang ngawasi. 

Tanya Jadi tukang parldr ato satpam? Tapi kalo tukang parkirkan dapat honor 
tarnbahan .. hehe. .. 

r.'r•b Ah._Ibu bisa aja. 
·-·· .. .. . . .. .. 

, Tanya Tapi bener kan? . . . ,--
Jawab Ya ga munafik sih bu .... habis kita dari mana lagi bu"', itu pun ga sebulan 

sekali. Hehe ... - .. --· --
Tanya 

I 
Ya, ngertilah nku ... kalau anda mudah tida.k mengenali penghuni BPSDM 
dan yang bukan. 

.Jltwab I Susah bu .. ..J .. .. .. 
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Tanya 
Jawab 

K!'napa? 
'
1 
.. pRg&wai di!i:ini pada sa dil'iplin b», ~1:1~ kalA mar w m:ot\.J. p::tka m 

obi!) atau helmnya, 
ai bu" .. " 

Cardnya, terns kalo masuk pintu gerbang buka kaca ( m 
kita kan jadi mengenali. Setidalrnya kita di sini juga dibar 

6. Siapakab yang bertanggung jawab terbadap pelakaanaan tugas pengamanan? 
7. Bagaimanakan kondisi personil pengamanan ditinjau dari lruantitas dan kualita.<? 
8. Bagaimana prosedur atau pola kerja dalam menjalankan tugas pengamanan? 
9. Apakab kewenangan yang dimiliki oleh petugas pengarnanan? 
10. Apakah hambatan yang dihadapi dalam melakaanakan tugas pengamanan? 
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Transkip Wawancara: 

lnforman 
Waktu 
Pukul 
Tempat 

: Regu Pengamanan (lnisial : "R") 
: Tanggal7 Oktober 2009 
: 13,00 WIB 
: Ruang Kerja Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

~--~~~~~~-----~-------Tanya · Siapakah yang bertanggung jawab terbadap pelaksanaan tugas 
k-~--1--Uo>;!!•en~~? ia:wab Yakami bu. ----------------------1 

ra.Ova [- Kal() gitu •i~a yang ng~tur pclaksaoaan tugas anda? 
Jawab Kasubba~ anan lin dan instalansi Deoarternen bu. 
Tanva Terus, kalo di BPSDM koordinasinya deogao siapa? -·---- ----1 
Jawab'---1--1-'D!::e~ngan pak ajie bu (l;asubag rumah tangga) 
~va Biasanva kom:rlinasi dalam hal aoa? 
Jawab e ................ biasanya kalo ada gangguan keamanan, atau pada saat kita 

i-=-----l--1-'d"ib~erikan insentif, kadaog-kadang ditanyain S"JlU!ar pengama,nao~=· ------...j 
~T~anTv'"'--l--1-"Ada~'-'in""sentif va? 

Jawab Ada Bagi petugas di BPSDM mendapat insentif dari sekretariat BPSDM 

Tanva 
Ja:wab 

sebesar RP 400.000 rupiah dibagi untuk 18 orang tiap bulannya. Jadi 
masinQ-masinv kita terima 20 ribuanlah. 
Ooo ... iumlah seluruh personil r<JS!!jaga'"a"'d"a_~l78_y_a·?- ··-----
Betul bu. 18 OI1111g dibagi 3 regu masing-masing 6 persooil, 1 regu 

~-- +-+-=!m!Oe:"Jnj~lankan tugas jaga lx24 j~m. _ __ -~---+ 
Jam berapa mulai bertugas dan apa saja yang dilakukan. ada ga kontrol 

f--- -f-~eli!in_g? .. . ···~=---~~~ ·~~-i 
jam togas mulai pukul 8 pagi, kami kontrol keliling setiap l jam, 1,5 jam, 

Tanva 
Jawab 

dan 2 jam sekali yang pelaksanaannya diatur dengan sistem acak mlsalkan 
setelah satu jam kemudian 1,5 jam berikutnya !agi dan seterusnya. 
Maksudnya biar tidak bisa dibaca pihak luar.Dan pelaksanaan tugas diawali 
dengan timbanrr terima antar regu. 
Sebenarnva anakah kriteria untuk menjadi petugas pengamanan disini? 
Laki-laki, tinggi badan 168, barat bad an proposiona~ pendidikan SL TA dan 
sederaiat. 

T.;;ya ... Kalau vangsekarang umumya hera:." ,pa,? __ = 
Jawab Kami? Rata-rata yang sekui1111g bertugas di BPSDM usianya antara 21-30 

~ uili~u~·~·--~·c-7"~--·--~--~------------~--~-~--------~ Tanva Dalam memOJankan ~aS anda, pedoman apa yang digunakun? 
lawab Prot.ao Po:•ne;grca"m"'an'""an"-_________ . ___________________ _ 
Tanya._ f-· Pro!~f"l<lrlartem~n • .,? _____ . _______ ·------·-----1 
Jawab Betul bu. 

---~c------·--1 
T any a Bagaimana dengan pembagian tugas dan petaks:anaannya siapa yang 
.... 1 .. ngatur? Ad~ ga aturan ~ari Badan Pen!!embanf!:an Sumber Dava Manusia? 
Ja:rab pembagian tugas kami bcrdasiu:kan protap dan untuk pelaksanaannya 

l berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Biro Umum, kebijakan 
~·- . . internal Ba:~an Pengem~~gan Sumber Daya Manusia sendiri tidak ada1 
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Jawab 

Jawab 

Untuk saat sopengetahuan kami ada yang berwenang membuat 
kebijakan pengamanan dari internal BPSDM, selama ini kami hanya 
mengikuti kebijakan dari pusat (Biro Umum). Kebijakan dari Kopala 
BPSDM hanya melalui lisan, itupun hanya perintah yang tidak berkekuatan 

Nggak ada bu. Untuk laporan kami lakukan secara lisan kami 
sampaikan ke kabag pengamanan rnelalui radio komunikasi. Untuk Japoran 
berkala kami sampaikan melalui buku jumal harian kepada kasubbag 
pengamanan dan instalasi serta melalui resume pelaksanaan 

tanggung '"''"" 
di kami lakukan 

petugas 

me1alui komando. 

Jawab Ya .. 

Jawab 

Jawab 

Jawab 

perintah dari 

I 

kepatuhan di saya 
namun, itu karena tidak adanya peraturan dan tata tertib yang tegas dan jelas 
bagi komunitas BPSDM, sehingga kamipun hanya menindak dengan 

, 

bu ... 
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.. ... 
Tanva KenaEa ga ditindak ~a tegas aja? 
law.ab Gimarut m:m: nindllk bu, AA-Y~ ini orans luar, Oa puny A b=w~nansan, AAnti 

. dikira songon~jagi. 
Tanva Taoi kan demi keamanan? 
Jawab Dari pada dltegur rna atasan, mending saya ~.~yesuaikan aja bu. 
Tanva. Ok. Malglsih atas waktu'!Xa va .. 
lawab Sama-sama bu, semoga tesisnya berbasil. Kalau perlu bisa memberikan 

kami kewenangan'"hehe ... jangan diambil ali ya bu.'"··· .... -
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Transkip Wawancara: 

Informan 
Waktu 
Pukul 
Tempat 

Tanya 
Jawab 

~X!. 
Jawab 
Tanva 

, Jawab 

Tanya ' . 
Jawab 
Tanya 

! Jawab 
I 

Tanya 
Jawab 
Tanya 
Jawab 

Tanya 
~· 

Jawab 

: Karban Kejahatan (Bapak Jrnmadudin Hamzah) 
; Tanggal 7 Oktober 2009 
; I 1.00-11.30 WlB 
: Ruang Kerja yang bersangkutan 

Apakah benar anda pernah menjadi lroroan pencurian? 
Benarbu. 
Anda kehilamtan apa? .•. 
Laptop 
{li~ anda ceritakan kronologis teljadinya pencurian ters~.but? 

······-
•.. 

Kala ga salah hari itu hari jumat, kejadiannya seperti biasa 
kewajiban kita untuk sholat jumat, karena di kantor ada anak pld makanya 
saya pikir bakal aman laptop saya tinggal di atas meja. Tapi ternyata, 
pencuri masuk dengan gampangnya dan ngnmbil laptop saya. Ketika anak 
pld ditanya ada dimana pada saat kejadian ternyata ada ditempat dan 
me!ihat pencuri tersebut mengambil laptop, karena dirinya tidak begitu 
mengenal pegawai di BPSDM, anak pkl tersebut menyangka pencuri itu 

i p~gawai sekaligus eemilik laptop tersebut. 
J\ilda berada di lantai berapa? 
Lantai 2. 
menurut anda bagaimana pen~ di kantor BPSDM? .~ 
Di sini memang kurang aman. sudah banyak kejadian pencurian., terutama 
di ka.ntor sini. Saya piklr kantor ini memang rawan, pengamanan harusnya 
jangan hanya di pos depan saja, tapi juga di dekat kantor ini. Karena yang 
p~ling sering te!,jacli :eencurian. 
Baj;taimana penanganan .~etelab terjadin~a ~.~tiwa kehilangan t.~E.~~.but? 
Y a, ga ada apa-apa Sepertillj'a tidak ada yang Pe<J.uti. ...... ~ 
Bagaimana dengan petugas pengnmanan? 
Wah ga ada tindak lanjut, paling-paling saya Cuma lapor ke kasubag rumah 
tangga. Dan selesai. .... saya_guma bisa ikhlas aja, .... 
Menurut anda peran dan fungsi petugas pengnmanan efektifkah terbadap 
keamanan BPSDM? . . . . .~ 
Karena saya sudah mengalami sendiri sebagai korban pencurian menurut 
saya keberadaan satpam itu kayak formalitas aja, buktinya mereka belum 
mampu :rnencegah pencurian,. temyata penanganan kasus pencurian pun ga 
ada penanganan. 

' i 

I 
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Transkip W awancara : 

lnforman 
Waktu 
Pukul 
Tempat 

Tanya 
jawab 
Tanya 
Jawab 
Tanya 
Jawab 

Tanya 

: Masyaraknt Umum (Budi) 
: Tanggal 9 Oktober 2009 
: 15.00WIB 
: Gazebo lapangan olah raga 

Anda peserta atau pengbuni BPSDM? 
Bukan. 
Anda ting~>.al dimana? 
Saya di perumaban bpk. 
Sering main basket disini va? 

·- ------------

Ya kalo lapangan kosong trus temen-temen yang fain pada mau mam saya 
kesinL 
Kalau masuk ke bpsdm su!it ga? 

Jawab Sulit gimana bu? 
~s pengamanan ngecek anda tidak? ----------------
Jawab Nm!ak bu. 
Tanya Pas keluar jugaditallya i,a? ____ 
Jawah Kadang-kadang 
Tanva Ditanva ana? . --------

Jawab Apa sudah selesai Semua dah pulang belu_f!!c.fl~~Y~· 
Tanva Kena[ tidak anda dengan Petugas pengamanan atau sebaliknva? 
Jawab Saya kenai muka aja bu, ga tau mereka. Habis kadang-kadang sering .. llllJlti 
Tanya Menurut kamu pengamanan disini gimana? 

~.~ )lagus kok bu, aman-aman saja. Lagian banyak taruna. ..... ........ 
Tanya Pemab tidak dllarang masuk? 
Jawab Pemab, taoi ga i~las gitu_alasannya. ------------------------·-----
Tanya Pas kamu main basket ada tidak satparn yang ngawasi atau nyemperin di 

lapangan? 
Jawab mmmm .... ga tahu ya .... habis ga merhatiin. Tapi pemah juga kok klta main 

rna sa!ah satu satpamnva. ·-·········-·····-
Tanya 0 begitu. Terima kasih atas waktunya. 
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- DEPARTEMEN HUKUM DAN HAKASASI MA."'USIA RI 
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HllKilM DAN HAM 

}alan Raya Gandul Cinere 
JAKARTASELATAN 

Telp (021) 7545007- 7543709 

BERITAACARA PEMERIKSAAN 
Nomor: SDMI.PW.02.02-8.637 

Pada bari ini Rabu tanggal2 Juli 2008 kami Tim Pemeriksa dari Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang terdiri dari : 

I. Nama ; DARUS AMIN, SH 
NJP. : 040033027 
Pangkat, Golongan Ruang : Pembina Utama Madya ( IV/d ) 
Jabalan : Kepala Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM 

Sebagai Ketua Tim Pemeriksa 

2. Nama : NGADIONO BASUKI, SH, MH 
NIP. ; 040046596 
Pangkat, GolonganRuang :Pembina (IV/a) 
Jabatan : Kabag Kepegawaian dan TU 

Sebagai Sekretaris Tim Pemeriksa 

3. Nama :!RAW AN ARIBOWO, SH 
NIP. : 040054379 
Pangkat, Golongan Ruang :Pembina (IV/a) 
Jabatm : Y--abid Penyelenggara Pusat Pengembangan 

Kepemimpinan dan Manajemen 
Sebagai Anggota Tim Pcmeriksa 

4. Nama : SAFATIL FIRDAUS, SE, M.Si 
NIP. : 040058971 
Pangkat, Golongan Ruang :Pembina ( IV/a) 
Jabatan : Kabid Program Pusat Pengembangan Teknis 

Sebagai Anggota Tim Pemeriksa 

5. Nama : KUSNADI, SH 
l\'IP. : 040067312 
Pangkat, Golongan Ruang : Penata Muda Tk I (IIIJb) 
Jabatan : Kasubbag. Kepegawaian 

Sebagai Anggota Tim Pemeriksa 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum 
dan HAM Nomor: SDM1.557.PW.02.02. Tahun 2008 telah melakukan pemeriksaan kepada 
swrang Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengcmbangan Sumbcr Daya Manusia Hukum dan 
HAM Qi Jakarta Selatan, sehubungan dengan kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di 
lingkungan Bad an Pengembangan Sumber Day a Manusia Hukum dan HAM 

Data pegawai yang telah diperiksa dimaksud terurai sebagai beriknt : 
Nama : Dra. IRAWATI 
NIP. : 040032884 
Pangkat,gol. 
Jabatan 
Masa kerja 
Hulruman disiplin 

:Pembina (IV/a) 
: Kepala Bagian Umum 
: 28 Tahu:u. OS bulan 
: Belum pemah 
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/ 
Setelah diperiksa diajukan • aan, maka dioeroleh jawahan sebllll:ai berilrnt : 

PERTANYAAN JAWABAN 
l. Apakah Saudrua dalam keadaan sobat ? Sebat 

2. Saudrua bersedia 1lll1Uk di ? Bersedia 
3. Aoakah tabu !<""""" Saudrua · - ? Tabu 
4. Saudrua bckorja pada bapn apa ? J3a8iac Umum 
5. Darimana Saudara mengetahui telah tC!jadi tindak Suya tabu setelah sampai di kantor 

pi dana ·an? 
6. Padasaat 

. i oencurian Saudara berada dimana ? Dirwr.ah 
7. Barnes apa s$ yang teJah dicuri dan kalau di nlkar CPU, kira-l<ira 20 jutaan 

deogan Dilai uang k:im-l<ira - bernpa? 
8. Menurut Saudara kira-l<ira apakah ada motif tertenru Tidak tabu 

dtbalik peristiwa oencurian tersebut 'I 
9. Apakah kira-kira ada OiliD& dalam yaeg lllrlibat dalam Tidaktabu 

peristiwa pencuriau tersebut ? 
10. s'- saja yang bertanggungjawab 1lll1Uk meugunci Kepala Sub Bagian RT 

dan memeRSllg kunci tersebut. ? 
11. Bagaimana - pengarnarwo yaeg dilaksanakan - Dilaksanakan bergilir.m setiap malarn 

dilinglrun@ ~M Hukum dan HAM selama ini? - Kontrolsetiau 1 iam 
12. Apakah langkah dilakukan 1lll1Uk pengamanan asset Penambahan Satpam 

BPSDM Hukum dan HAM yaeg ada dibawab 
TUJ>OKSI Saudara ? 

13. Setclah Saudara mengetalmi ada peristiwa pencuriau. Lap Ire Polsek 
Aoa van• Saudara lakuk:in? 

14. Bagaimana hasil dari pemeriksaan yaeg dilalrukao Sampai hari ini masih dalam proses 
oleh Pihak yang berwnjib ? 

_ 15. Apakah ada bal-'bal yang in .-tin Saudara kemukakan ? Tidak ada 

Setelah kepada yang ben;angkutan dibacakan kembali Berita Acara Pemeriksaan 
dengan yang dimengerti, maka untuk menguatkan Pemeriksaan yang bersangkutan 
membubul>.kan tanda tangannya di bawah inL 

Yang diperiksa, 

(Dra. IRA WATI) 
NIP.040032884 

Demikian Berita Acam Pemeriksaan ini dibuat dengan sebemtmya mengingat sufupah 
Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di hadapan Tim Pemeriksa pada hari dan tanggal tersebut 
di atas. 

Yang memeriksa, 

1. DAR US Al\.!IN, SH 
NIP. 040033027 

2. NGADIONO BASUKJ, SH, MH 
NIP. 040037719 

3. IRA WAN ARIBOWv, SH 
NIP. 040054379 

4. SAFATIL FIRDAUS, SE, M.Si 
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KEPUTUSAN KEPALABADAN PENGEMBANGMI SOMBER DAYA MAN USIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
NOMOR: SDM.005.KP.o6.01 Tahun.2008 

Tl!I<TANG 

TEGURAM TER'ruUS BAG! PEGA.WA! YANG ME:t..AKVKAN f!'et.ANGGARAN D!SIPUN 

KEPAl.A BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAN USIA HUKLIM DAN HAKASASI MANUSIA 

Membaca 

Menlmbsng 

Mengingat 

1. Laporan dari Tim Pemerlks:a Khusus Di Lingkungan Badan Pengembangan 
$umber Daya Manusia Hulrum dan HAM tanggal 3 Ju!f 2006 tentang pelanggaran 
dislp!Tn oleh Sdr. Dra. lrawali NfP 040032884 pangkat Pembina {IVJa} tanggal 4 
Junl2008. 

2. Hasil pemenltsaan yang dilakukan Tim Pemeriksa Khusus Di Linglrungan Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tanggal2 Juli 2008; 

: a. bahwa menurut hasll pemeriksaan tersebut di atas Sdr. Ora. lrawal.l NIP 
04003.2.884 pangkat Pembina (lV/a) tersebut letah melak.u!<an perbuatan betupa 
ltelalaian da!am melaksanakan tanggung jawab tugas pokok dan fungslnya sebagai 
Kepa1a Bagtan Umum BPSOM Hukum dan HAM atas terjad"rnya findak pidana 
pencurian di linglwngan BPSDM Huk:um dan HAM berupa 10 (unit) CPU Komputar. 

b. Dan seterus!'lY41; 

bahwa perbuatan tersebut merupal-..an pelanggaran feihadap Pasal 6 ayat 2 huruf b 
Peraturan Pemerlntah Nomor30Tahun 1980. 
bahwa untuk menegakkan disiplin, dipe.ndang pet1tJ menjatuhkan hukuman disiplln 
yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya fuJ kepada Sdr. Drn. 
lrawati NIP 04003288< pangkat Pembina (IV/a) tersebut. 

: 1. Undang - tmdang No~8 Tahuo 1974 tentang Pokok..pokok Kepcgawaian 
sebagaimana telah diubah dengan Urn::!ang - UnOang Nomor 43 Tatnm 1999; 

2. Peraluran Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 tentang Weweflang Pengangkatan, 
Pemindah:an, dan Pemberhentian Pesawai Negeri Sip!!; 

3. Paraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraluran Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil; 

4. Keputl.Jsan Kepala BPSDM Huk:um dan HAM Ncmor SDM1.557.PW.02.02. Tahun 
2003 tangga! 10 Juni 2008 tentar.g Pembentul<an Tim Pemerl!<sa Khusus Di 
Ungkungan Badan Pengembangan $umber Daya Manus/a Hokum dan HAM 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Memperhati!<an : 1. Surat Edaran K~la Badan Administrasi Kapegawalan Negara Nomor 12/SE/1975 
tanggal 14 Oktober 19'75 tentang Wewnang Pengangka:tsn, Pemindahan, Dan 
Pemberhent.lan Pegawai Negel'i Sipil; 

7.. Surat Edaran Kepa!a Badan Adminlstrasr Kepegawaian Negara Nomor 23JSE11900 
tanggar 30 Oktober 1980 teniang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipi!. 
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-2-

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Tegvran iertulis kepada: 
PERTAMA : Nama : Dta. iRAWATI 

NIP : 040032004 
Pangkal : Ptlml>il1a (IV/a) 
Jabatan ; K~!a Baglan Umum 
Unit organisasi ; Sekretaliat BPSDM Hukum dan HAM 

ka!l3na ia pada fanggal 4 Juni 2008 me~kukan perbiJatan yang melanggar ~<.etentuan 
Paul 2 huruff Perah.Jnan Pemelintah Nomor 30 Tahun 1980. 

KEDUA : Keputw:.an ini mulai berlalw pada trmggaJ dlsampaikan kepada Pegawai Negafl Sipil 

KETIGA 

yang ba>angku1an. 

: KeputuSan inl disampaikan kepada yang bersangki.Jtan untuk diiodahkan dan 
di!aksanakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di 
Pada tang gal 

JAKARTA 
29Juli 2006 

KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM , 

Drs. MULKt MANRAPI, SH., MM 
NIP. : 040033352 

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yttt : 
1. Sekretalis Jendera! Oepartemen Hukum dan HAM Rr di Jakarta; 
2. lnspek:tOtat Jenderal Oepartemen Hukum dan HAM Rl dl Jakarta; 
3. Kepala Biro K.epegawaian Departemen Hulrum dan HAM Rl di Jakarta; 
4. Arsip, 
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OEPAI'{T'EMEN HUKUM DAN HAAASASf MANUSIA 
BlifUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN KEPALABADAN PENGEMSANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASA$1 MANUSIA 
NOUOR; SOM.004.KP .00.01 Talwn 200& 

reNTANG 

PERNYATAAN 110M PUAS SECARA TERTUUS BAG I PEGAWAJ f4EGERI SIPIL YANG MELAKUKAN 
PELANGGARAN DISIPUN 

KEPAl..A BADAN PENGEMBANGAN $UMBER DAYA MANUS !A HOKUM DAN HAKASASI MANUSIA 

Membaca 

Menlmbang 

Mengingat 

1. laporan dari Tim Pemeriksa Khusus Oi Ungkungan Badan Pengernbangan 
Sumber Daya Manusia Kukum dan HAM tanggal 3 Juli .2008 ten1ang pelanggaran 
dislplin yang d!!akukan o1eh Sdr. Muchlis Adjie. SH NIP 040056760 pangkat Penata 
(Ill/c); 

2. HasH pemeriksaan yang dilakukan ofeh Tim Pemeriksa Khusus 01 Ungkungan 
Badah Pengembangan Sumber Daya Manusia Hulwm dan HAM tanggal 2 Juli 
2008; 

: a. bahwa menurut hasi! pemeriksaan tersebut di atas Sdr. Muchlis Adjie, SH NIP 
040056760 pangkat Penata {UIIt:) tersebul: temh mefakukan perbuatan bt)rupa 
kelalaian da!am melaksanakan fangglD1g jawab tugas pokok dan fungsinya sebagai 
Kepala Sub Sagian Rumah Ta.ngga BPSDM Hukt4m dan HAM atas terjadinya 
tindak pidana pencorian di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM berupa 10 (unit) 
CPU Komputer_ 

b. Dan seterusnya; 
bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasat 6 ayat 2 huruf c 
Peraluta!'l Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; 
bahwa untuk nwnegakkan dislpfrn, dfpandang pedu menjatuhkan hukuman disiplin 
yang setimpal dengan palang:garan disiplln yang dilakukannya itu kepada Sdr. 
Mueh!is Adjie, SH NlP 040056760 pangk.At Penata (llllc) tetsebut. 

: 1. Undang - undang No.8 Tahun 1974 tentang PQkok-pokok Kepegawaian 
sebagaimana te!ah diubah dengan Undaflg- Undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Peraturan Pe:melintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipll sebagalmaoa Ielah diubah 
dengan Peratwan Pemerintah Nomor9 Tahun 2003; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tantang PGn:tturan Disiplin Pagawai 
Negeri Sipll; 

4. Keputusan Kepala BPSDM Hukum dan HAM Nomor SOM1.557,PW,U2.02. Tahun 
2008 tanggaJ 10 Juni 2008 tentang Pembentukan Tim Pemerlksa Khusus Di 
lingktmgan Badan Pengembangan Sumber Oaya Manusia Hukum dan HAM 
Depaner.1en Hukum dan Hak Asasi Manus!a. 

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negarn Nomor 14 Tahun 2003 tanggal21 
Apnl 2003 tentang Wewenat~g Pengangkatan. Pemfndahan, Dan Pemberhentian 
Pegawai Nel}erl Sfpil; 

2. Sural Edara!1 Kepala Badao Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SEJ1980 
tangg&! 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Dl.siplin Pegawai Negeri Sipll. 

Memutuskan ..................... . 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan : Menjatuhkan hukuman dlsiplin berupa Pamyataan TJdal\ Puas Secara Tertulis kepada: 
PERTAMA : Nama : MUCHLIS AOJIE, SH 

NIP : 040056760 
Pangkat : Penata (flllc) 
Jabatan : 1\epala Sub Bagian Rumah Tangga 
Unit organisasi : Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM 

karena ia pads tanggal 4 Juni 2006 rneliitkukan perbuatan yang metanggar ketentuan 
Pasa! 2. huruf f Penrturan Pemerintah No mot 30 Tahun 1980. 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampalkan kepada Pega\Nai Negari Sipil 
yang bersangkutan. 

KETIGA : Keputusan lni disampaikan kepada yang bersanglrutan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

Tembusan Keputusan lnf disampaikan Kepada Yth.: 

O!Wtapkan dl 
Pa<ta tangga1 

JA~ARTA 
29Juii 2008 

KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM, 

Drs. MUl..KI MANRAPf, SH., MM 
NIP.: 040033352 

1. Sekretaris Jenderal 0epartem£fl Hukum dan HAM Rl di Jakarta; 
2. Jnspektur JenderaJ Departemen Hukum dan HAM Rl di Jakarta; 
3. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Hukum dan HAM Rl di Jakarta; 
4. A!'Sip. 
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:t Miligasj (pcnjinakan) yailu kegiatan yang lebih bertilik berat pada upaya dan usaha 
secara flslk untuk mengurangi damp;tk yang ditimbu!kan, seperti tidak membangun 
kantor, stasiundan membangunder:gan konstruks! tahan bencana. 

:i, Kesiapsiagaan, yailu mellpuli kcglaian untuk mengadakan pelati.1an dan gla.:ft bagi 
pegawai yang menempaH gedung bertingkat sepertl cara menyelamalkan diri bgUa 
lerjadlgempa. 

. Kegiatan rnl penting, Karena us3ha untuk nteilghindari dari bencaoa gempa akan !ebih 
efektif dan etlsien dari pada tindakan rehabilitasi dan rekonslruksi. 

B. Saat Terjadi Gempa 
Keglatan yang periu difaksanakan pacta peristiwa ini meliputi : 
1. Pcr1ngatan dini yailu upaya dan keglatan yang amat penting yang tidak bo!eh diabaikim 

agar dapat memberl kesempatan k.ep&da pegawai unit menyelamaiken d1rl dari 
kemungkinan terlanda berx:ana, sepertl mencari tempat yang aman. 

2. Tangga darurat, yailu upaya dan 1\cgialan unsut penanggulangan bencana guna 
mencari, meoolong dan menyefamallo;an l\orban bencana dengan memberikan 
partoiongan pertama dan membawa ke tempat yang reblfl am an kemudian membawa 
ke rumah sak!t 

C, Sesudah Tetjad'iGempa 
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Segera setelah gempa me red a Ktog!atan yang harus di!aksanakan mellpufi : 
1. Rehabllitasl yailu upaya dan kegiatan untuk memfungsikan kemball dan 

mengkonsolidasikan bert:Ja:gai sarana prasarana perkantoran seh!ngga !Ungst dan 
tugas kantoc dapat blYjal:m ragi walaupoo dalam keadaan darurat. 

2. REikons!ruksi yaltu upaya dan k-eglatan untuk membangun kamban bema gal !terusakan 
yang diakibalkan oleh gempa secara letlh baiK dari oada sebelumnya dengan telap 
menganfisi~ kemunglcinan terjadinya gampa dfmasa yang akan datang, Kegla!an 
Rekonslruksi inl harus direncanakan dangan le.liti dan seksama, mengkooroinllll:ikoo 
dengan berbagai instansllerkalt, mengac:u pada prosedur adm!nlstrasl dan manajemen 
yangba~. 

Jadi bila membanglm kembali gedung yang rusak karena gempa harus didesaln dan 
dibaogun dengan konsep lahan gempa, desain maksimum gedung tersebot liclak 
mengalamlkeruntuha:n a tall ratak. 

"'i' .~1 " 
'> 

:I 

I 
' 

PETUNJUKSMTT~RJAOIGEMPA 

A. Cara Menyelamatkan Oir! Bila T~rjadi Gompa 
1. Kefika terjadl goncangan jangan panik, beti!ndunglah di bawah meja atau di bawah 

kusen, hind ail pin!v dari benda-benda yang mudah jatuh,leman, tiang-tiang. 
2. Jika berada di gedung berttngkat, jangan segera turun saalte~adl gempa, 
3. Padamkan al!ran !islri dan gas bila sem~t 
4, Pada ke.sempalan pertamagempa mereda, segera keluardari bangunan dengan terlib 

dan berdiri di daerah terbuka. 
5. Pada saat bergegas keluar lindungl kepala anda dengan tangan atau benda keras 

Jalnnya, jauhi kaca jendela. 
6. Hlndari menggunabn!iftatauescalator, tunm me!a!uftangga fpintudarural 
7. Semua piniu harus dibuka, pengalaman menoojllkkan banyak yang terperangkep di' 

dalam ruangan karena: pinlu tertel<uk oleh getaran gempa dan t'dak dapat dibuka. 
8, Bila di kmr rumah hindari pOOon tlnggidan legangan listr1k. 
9. Bertlnd:;kcepatdantapatpadawalduterjadigempabumi, 

B. Cara Mengunmgl KorbanGempa 
1. Pondasi tahan gempa diiempalkan dlatas tanah yang marrtap. 
2. Bangunan menggunakan. atap yang ringan {sepertl seng, ashes, a!umlnhnn) 
3. Kons!ruksi d1nding darl bahan yang r!ngan. 
4. Penyekat bangunan sederhana dan simetris. 
5. Penyekst, jendeta, alau piniu sebaiknya slmetr1sterhadap sl.1fl'lbu daamh bangunan. 
6. Pipa-p[pa instalas1 gas alau air minum sejajar dengan arah membujumya patahan, 

untuk mengurangi reslko knrusakan. 
7. Langkah !nl merupakan upaya pernbinaan pengamanan dalam rangka menctptakan 

sadar pengamanan df linglrungan Departemen Hukum dan HAM Rt 

PENGAMANAN LINGKUNGAN 
1. Pengamarn~nPersonil 

a. Obyek 
Tamu 

2). PNSdanNonPNS 

58 

Manajemen Sekuriti..., Prihartati, Pascasarjana UI, 2009



59 

b·. Subyek 
1 ). Kepala Bagian Pengamanan/Kabag Umum/Kabag TU; 
2). Kepala Subbagiar. Penga:nanan Lingkungan dan lnsta!asifKasubbag Keuangan 

dan Rumah Tangga/Kasubbag TU/Kasubbag Umum; 
3). Kaur Umum/Kasubsie Pengamanan dan Pengelolaan; atau 
4). Komandcn Pengam::man Da!am (Dan Pamda!). 

c. Gangguan Keamanan 
1). Pencurian 
2). Kebakaran 
3). Penganiayaan 
4). Pembunuhan 
5). Penculikan 

d. Pencegahan 
1). Subyek mengingatkan pada obyek untuk me!akukan kewaspadaam dengan cara 

memberi!ahukan agar selesai bekerja semua ala!, sural·surat dirapikan, disimpan 
dan dimasukan kedalam almari/ taci dan dikunci yang rapat. 

2). Subyek.melakukan kegi.::tan pengecekan ruang kantor, sehingga lidak terdapal 
barang-barang berserakan diatas meja, Latu ruangan dikunciyang rapat. 

3). Selama bekerja, setiap subyek harus waspada dan mengawasi tamu yang sedar.g 
berkunjung kellJangannya. 

4). Setiap subyek yang berada di pos penjagaan, wajib mengenali seliap orang yang 
keluar masuk kan!or dan wajib r11enegumya apabila leriihat tanda-tanda 
mencurigakan. 

5). Mengawasi setiap pegawai yang bekerja lemburdan bermalam di kantor; 
6). Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pegawai yang keluar kantor 

pad a saaljam kerja. 

e Penanggulangan 
1. Pencurlan/Penganlayaan/Pembunuhan/Pencullkan 

a) Melakukan pemiriksaan langsung ketempal kejadian perkara (TKP). 
b) Simpan dan amankan ~a rang bukli untuk mempermudah proses pemeriksaan. 
c) Prosesseliap peristiwa pencurian yang terjadi der.gan membuatberita acara. 

d) laporkan secara !engkap, didukung fakta dan data secara kronorogis peristiwa 
pencurian kepada pimpinan dengan tembusan kepada Kepala Biro Umum 
Departemen Hukum dAn HAM Rl. 

e) Apabiia diperlukanlindakan lebih lanjut, maka segera diteruskan kepada pihak 
pen~dik POLRI 

2. Pengamanan Gedung Perkantoran 
2.1. Pengamanan Ruang kerja 

a. Obyek 
1). Ruang Kerja Pimpimm 
2). Ruang Kerja Pegawai 
3). Ruang Pertemuan I Rapat 
4). Ruang Bendaharawan /Pengelola Keuangan 

b. Subyek 
1). Kepala Bag ian Pengamanan/Kabag Umum!KabagTU; 
2). Kepala Subbagian Pengamanan Ungkungar. dan lnstalasi/Kasubbag 

Keuangan dan Rumah Tangga/Kasubbag TUfKasubbag Umum; 
3). KaurUmum!Kasubsie Pengamanan dan Pengelolaan; atau 
4). Koman dan Pengamanan Dalam (Dan Pamdal). 

c. Gangguan Keamanan 
1). Pencurian 
2). Kebakaran 
3). Sabotase 
4). Terorbom 
5). Penyusupan 

d'. Pencegahan 
1). Mengunci pintu 
2). Menigkalkan kewaspadaan 
3). Memasang alarm 
4). Mengaktifkan pengendendallan administrasi 
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5). Memasang slat pemadam kebakaran 
6). Mengontro! pera!atan listrik 
7). Pemasangan CClV I al<~l p<::rekam 
8). Pemasangan ala\ deteklor 
9). Pemasangansecuritydoor 
10). Menempatkan petugas terlatih 
11). Memberi Ianda penge!lal a tau identitas tamu yang da\ang 
12). Mengisi daflar tamu 
"13). Meningkalkan kewaspadaan 

e. Penanggu!angan 
1 ). Amankan dokumen yang memillki nilai 

2). Memadarnkan kebakaran denganAPAR 
3). Mengamankan dokumen dokumen I arsip 

4). MengamankanTKP 
5). Me!aporkan dan koordinasikan ke pe\ugas pengamanan atau aparat 

kepo!isian 
6). Laporke polisi sa\uen GEGANA 
7). MEiminta anjing pelacak 
8). Mengamankan orang orang yang dicurigai dan menyerahkar:nya kepada 

pihak yang berwenang 
!:!). Barang barang a tau kertas berbahaya 

2.2. Pcr:gamanan Ruang Diesel 
a Obyek 

1). Ruangdiesel 

b Subyek 
1 ). Kepala Bagian Pengamanan/Kabag Umum/Kabag TU; 

2). Kepala Subbagian Pengamanan Lingkungan dan lnstalasi/Kasubbag 
Keuangan dan Rumah Tangga/Kasubbag TU/Kasubbag Umum; 

3). Kaur Umum/Kasubsie Pengamanan dan Pengelolaan; a tau 
4). Komandan Pengamanan Dalam(Dan Pamdal). 

c Gangguan Keamanan 
1). Pencurian 

2). Kebakaran 
3}. Sabotose 
4). Terorbom 
5). Penyusupan 

d Pencegahan 
1 ). Mengunci pintu 

2). Menigkalkan kewaspadaan 
3). Memasailg alarm 
4). Mengaktifkan pengendendalian administrasi 
5). Memasang alai pemadam kebakaran 
6). Mengonlrol peralatan listrik 

7). Pemasangan CClV I atatperekam 
8). Pemasangansecuritydoor 
9). Menempatkan petugas terlalih 

e Penanggulangan 
1). Memadamkankebakaran denganAPAR 
2). Mengamankan TKP 
3). Melaporkan dan koordinasikan ke petugas pengamanan atau nparat 
· kepolisian 

4). lapor ke polisi satuan GEGANA 
5). Memintaanjing pelacak 
6). Mengamankan orar:g orang yang dicurigai dan menyerahkannya kepada 

pihak yang berwenang 

2.3. Pengamanan Ruang Perpustakaan 

a Obyek 

1). Ruang perpustakaan 

b Subyek 
1). Kepala Bag ian Pengamanan/Kabag Umum/Kabag TU: 
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2). Kepala Subbagian Pengamanan Lingkungan dan !nstai<J.si/Kasubbag 
Keuangan dan Rumah Tangga/Kasubbag TU/Kasubbag Umum; 

3). Kaur Umum!Kasubsie Pengamanan dan Pengelolaan; a tau 
4). Komandan Pengamanan Dalam (Dan Pamdal). 
5). Pelugas Perpuslakaan 

c Gangguan Keamanan 
1). Per.curian 
2]. Kebakaran 
3}. Sabotase 
4}. Terorbom 
5). Penyusupan 

d Pencegahan 
1 }. Mengunci pintu 
2). Menigkalkan kewaspadaan 
3}. Memasang a:arm 
4). MengakUikan pengendendalian administrasi 
5). Mlimasang alatpemartam kebakaran 
6}. Mengontrol peralatan listrik 
7}. Pemasangan CCTV I a lilt perekam 
8). Pemasangan alatdetektor 
9). Pemasangan security door 
10). Menempalkan petugas ter1aUh 
11). Memberi Ianda pengenal a tau idenli\as \amu yang datang 
'i 2). Mengisi daflar tamu 

e Penanggulangan 
1 ). Amonkan dokumen yang memiliki nilai 
2). Memadamkan keLakaran dengan APAR 
3). Mengamankandokumen dokumen/arsip 
4). Mengamankan TKP 

5). Melaporkan dan koordinasikan ke petugas pengamanan atau aparat 
kepolisian 

6). Laporke polisi satuan GI:GANA 
7). Meminta anjing pelacak 
8). Mengamankar. orang orang yang dicurigai dan menyerahkannya kepada 

pihak yang berwenang 
9). Barang barang a tau kertas berbahaya 

2.4. Pengamanan RuangArslp 
a Obyek 

1). Ruang arsip 

b Subyek 
1). Kepala Bag ian Pengamanan!Kabag Umum/KabagTU; 
2). Kepala Subbagian Pengarnanan Lingkungan dan lnstalasi/Kasubbag 

Keuangan dan Rumah Tang~a/Kasubbag TUfr<asubbag Umum; 
3). Kaur Umum/Kasubsie Pengamenan dan Pengelo!aan; atau 
4). Komandan Pengamanan Dalam (Dan Pamdal). 
5). Petugas RuangArsip 

c Gangguan Keamanan 
1). Pencurian 
2). Kebakaran 
3). Sabotase 
4). Terorbom 
5). Penyusupan 

d Pencegahan 

1). Mengunci pintu 
2). Menigkatkankewaspadaan 
3). Memasang alarm 
4). MengaktirKan pengendendalian administrasi 
5). Memasang ala\ pemadam kebakaran 
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6). Mengontrol pcralatan listrik 
7). Pemasangan CCTV I ala! perekam 
8). Pemasangan a!atdetektor 
9). Pemasangan security door 
10). Menempatkan petugas terlaUh 

e Penanggulangan 
1). Amankan dokumen ycmg memiliki nilai 
2). Memadamkan kebakaran denganAPAR 
3). Mengamankandokumen dokumenlarsip 
4). Mcngamankan TKP 
5). Melaporkan dan koordinasikan ke petugas pengamanan atau aparat 

kepolisian 
6). Lapor ke polisi sa\uan GEGANA 
7). Memintaanjingpelacak 
8). Mengamankan orang orang yang dicur"1gai dan menyerahkannya kepada 

pihakyang berwenang 
9). Sarang barang a tau kertas berbahaya 

2.5. Pengamanan Ruang Pes Keamanan 

a Obyek 
1). Pes Keamanan 

b Subyek 
1). Pelugas pengamanan 
2). Stafkhususpengamanan 

c Gangguan Keamanan 
1). Pencurian 
2). Kebakaran 
3). Sabotase 
4). Terorbom 
5). Penyusupan 

d Pencegahan 
1). Menigkatkankewaspadaan 
2). Memasang alarm 
3). Memasang alatpemadam kebakaran 
4). Mengontrol peralalan lislrik 
5). Pemasangan CCTV lalatperekam 

e Penanggulangan 
1). Amankan dokumenyang memiliki nilai 
2). Memadamkan kebakaran denganAPAR 
3). Mengamankandokumen dokumen/arsip 
4). Mengamankan TKP 
5). Melaporkan dan koordinasikan ke petugas pengamanan atau apara\ 

kepolisian 
6). Laporke polisisaluan GEGANA 
7). Meminta anjing pelacak 
8). Mengamankan orang orang yang dicurigai dan menyerahkannya kepada 

pihak yang be_rwenang 

2.6. Pengamanan Ruang Fasllltas Umum 
a Obyek 

1). Ruang ibadah 
2). KanUn 
3). Bank 
4). Poliknnik 
5). RuangATM 

b. Subyek 
1). Kepala Bagian PengamananiKabag UmurniKabagTU; 
2). Kepala Subbagian Pengamanan Lingkungan dan lnstalasUKasubbag 

Keuangan dan Rumah T angga/Kasubbag TU/Kasubbag Umum; 
3). Kaur Umum!Kasubsie Pengamanan dan Pengelolaan; a \au 
4). Komandan Pengamanan Dalam (Dan Pamdal). 
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c. Gangguan Keamanan 
1). Pencuri2n 
2). Kebakarar. 
3). Sabolase 
4). Terorbom 
5). Penyusupan 

d. Pencegahan 

1). Menguncipintu 
2). Menigkatkankewaspadaan 
3). Memasangalarm 

4). Mengaktilkan pengendendalian fldministrasi 
5}. Memasang alatpemadam kebakaran 
6). Mengontrol peratatan tistrik 
7). Pemasangan CClV I alatperekam 
8). Pemasangan alai delektor 
9). Pemasangan security door 
10). Menempalkan pelugas tsrlatih 
11 ). Memberi tanda pengenal a tau identitas tamu yang datang 

12). Mengisi daftar iamu 

e. Penanggulangcn 

1). Amankan dokumen yang memiliki nilai 
2). Memadamkan kebakaran denganAPAR 
3). Mengamankandokurnen dokumen/arsip 
4). MengamankanTKP 
5}. Melaporkan dan koordinasikan ke petugas pengamanan atau aparal 

kepolisitm 
6}. La parke polisi satuan GEG!\NA 
7}. Meminla anjing pelacak 
8). Mengamankan orang or.sng yang dicurigai dan menyerahkannya kepada 

piha~ yang berwenang 

2.7. Pengamanan Ruang Gudang 
a Obyek 

1 ). Ruang gudang 

b Subyek 

1). Kepala Sagian Pengamanan/Kabag Umum/KabagTU; 
2). Kepala Subbagian Pengamanan Lingklmgan dan lnstalasi/Kasubbag 

Keuangan dan Rumah Tangga!Kasubbag TU/Kasubbag Umum; 
3). KaurUmum/Kasubsie Pengamanan dan Pengelolaan; atau 
4). Komandan Pengamanan Dalam (Dan Pamdal). 
5). Petugas Gudang 

c Gangguan Keamanan 
1). Pencurian 
2). Kebakaran 
3). Sabotase 
4). Terorbom 
5). Penyusupan 

d Pencegahan 
1). Menguncl pinlu 
2). Menigkatkan kewaspadaan 
3). Memasang alarm 
4). Memasang alatpemadam kebakaran 
5). Mengontrol peralatan listrik 
6). Pemasangan CCT\11 alatperekam 
7). Pemasanganalaldetektor 
8). Pemasangansecuritydoor 
9). Menempatkan petugas t.erlaUh 

e Penanggulangan 
i ). Amankan dokumen yang memiliki nllai 
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e. Gangguan Keamananperpakiran 
1). Pcncurian kendaraan bennolor 

2). Pencurlan peMngr.apan kenrlarnan betmotor 
3). Teljadinya kebaimran 

Te(jadinya badai 1 gempa bumi 
5), Kendaraan bermotoryang membawa bam (OOf?IDe!} 

d. Pencegahan 
1). Mendirikan pos keamanan disamping pintu masuk dan pin!u keluar 
2}. Menempatllan pelugas keamanan dipintu mastlk dan dipinfu ke!uar 
3}. Setiap kcnd;yaan bermotor yang akan masuk harus dlbelikan tanda bukti 

parl<ir ( kartu parkir untuk karyawan,1ikP.t parkir untuk lamu} dengan mencatat 
nomor urui, dan rnencatatnomor kendaraan 

4). Menempatkan petugas diareal perparkiran untuk melalrukan pengawasan 
dan pengontr<Jian 

5), Mencocokkan tanda park( dengan STNKpadasaatkendaraanakan keluar 
6), Memasang pap an pelunjuk dan peringatan untuk tidakmeninggalkan barang 

barang berhar9a dldalam k8ndarasn serta senantiasa mengunci 'Kendaraan 
dQngan kuncl pengaman tambahan 

7). Memeriksa setiap kenJaraan yang akan masuk lingkungan perkantoran 
dengan seteliti mungkin 

8). Memasang CCTV digerbang ulama ( pintu masuk ) untuk merekam atau 
memonitorlalu lintas kendaraan dan orang 

9). Menentukan tempatparkir kt:u:;us unluk menteri/ eselon l/ eselon U 
10), Menenttlkan areal parkir unluk umum dan kendaraan roda dua serla bongkar 

muatbarang 
11). Membuatdenah dan mencat.at kendaraan yang menginap a tau bermalam 

e, Penanggulangan 
1). Menahan dan memeriksa kendaraan yang tidak dapa\ menJJnjukan Ianda 

bukG parkirgunapenyelesaian pemerlk:saan lebih lanjul 
2}. Melaporkan kepil\da pimpinan da.n berkoordinasi dergar pihak yang 

betwenang unluk liooakleblh lanjul 
3). Memberitahukan dan menghimbau kepada pemilik kendaman unluk 

senantiasa menguncl kendaraan dengan kunci pengaman !ambahan 

4), Menyediakan alat pemadam kebakaran dlareal perparkiran 
5). Meogevakuasi kendaraan melalui pintu pintu tertentu untuk: dikeluarkan 

bi!amana tel}adf keadaan dar ;rat ( kabekaran dan gempa bumi) 

3.2, Gangguan keamanan Lalu Unta$ K4ndaraao dan orang 
a, Obyek pengamanan lalulintas kendaraao dan orang 

1 ). Seliap k.endaraan dan orang yang akan masuk ha!aman pe!tantoran 

b. Subyek pengamanan lalulintas kendarun dan orang 
i). Kepala BaglanPengamananll<ohag Umum!Kabag TU; 
2). Kepala Subbaglan Pengamanan Ungkungan dan lnslalasi!Kasubbag 

Keuangan dan Rumah Tangga/Kasubbag TUJl:(asubbag Umum; 
3). KaurUmum!Kasubsie Pengamanan{)an Pengelofaan; atau 
4). Komandan Pengamanan Dalam (Dan Pamdaf). 

c. Gangg011n Keamananlalu Jintas Kendaraan dan Orang 
1 j, Pencurian kendaraan bermolor 
2). Pencurian per!engkapan kendaraan bermoior 
3). Penyusupan untuk melakukan sabotase 
4). Pedagang I sales untuk menawarkan barang 
5). Demonstrasi rnasl'a 

d. Pencegahan 

1 ). Mefakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang akan masuk di 
pinlu gerbang seteliti mung kin 

2). Mengawasi dan mengarahkan tamu yang akan masuk untuk melaporterlebih 
dahulu guna mengambil kartu tamu, dengM meniraggalkan identitas yang 
oorsangklltan di pospengamanan 

3}. Memasang rambu-rambu pelunjukarah diarealperpakiran 
4). Merr.entukan posisf pintu masuk dan piolu keluar u!ama dengan memakai 

rambu· rambu 
5]. Menempalkan petuga:s onluk mengalur !alu lintas kerularaan dan lalu lintas 

orang yang masuk 
6). Mengh!mbau kepada seaap karyawan uo!uk mempe1lihalkan 1 menggunakan 

id Cllfd pada saat memasuki plntu gerbang 
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7). Menegur orcng· orang yang tidak dikar~al pada saat melewati gerbang 
dengan car a yang so pan dan santun 

8}. Mencatat identitas dan kcperluan tamu yang berkunjung 
9). Mencatat nomor kendaraan yang masuk dan member'kan kartui tiket parkir 

e. Penanggulangan 

1 ). Memeriksa dan menahan setiap kendaraan maupun orang yang dianggap 
mencurigakan akan melakukan gangguan keamanan di halaman kantor 

2). Melaporkan kepada pimpinan dan berkoordinasi dengan pihak pihak yang 
bervvenang untuk tindakan lebih lanjut 

3). Melarang masuk setiep ktmdaraan dan orang yang ditengarai akan 
melakukan kegiatan keamanan 

4). Menutup gerbang utama yang berhadapan dengan pendemo dan membuka 
akseslain 

3.3. Pengamanan pagarpembatas dan pertamanan halaman kantor 

a Obyek 
1 ). Pagarkeliling I pembatas halamC!n kantor 
2). Perta~anan halaman kantor 

b SL.ibyek 
1 ). Kepala Bagian Pengamanan/Kabag Umum/Kabag TU; 
2). Kepala Subbagian Pe!"lgamanan Lingkungan dan lnstalasill<asubbag 

Keuangan dan R.umah TanggaJKasubbag TU/Kasubbag Umum; 
3). Kaur Umum/Kasubsie Pengamanan dan Pengelolaan; a tau 

4). Komandan Pengamanan Dalam (Dan Pamdal). 

c. Gangguan Keamanan 
1). Pencurian 
2). Penyusupan 

3). PP.rusakan 

d. Pencegahan 

1 ). Melakukan pengecekan kondisi pagar pembatas/ keli!ing halaman kantor 
2). Memasang lampu lampu penerangan dipagar pembatas maupun Iaman 

untuk tempat lempatlertentu yang dianggap rawan 

3). Memasang kunci kunci kontrol ( amanno) disekitar pagar dan sudut sudut 
taman yang dianggap rawan 

4}. Mel a rang dan menegur orang orang yang be~ualan disekitar pagar pembatas 
halaman kantor 

5}. Melarang dan menegur orang orang untuk tidak melakukan kegiatan dan 
membuang sampah sembarangan diarealtaman 

6}. Melakukan pengawasan dan pengecekan sudut sudul taman lerhadap 
benda bend a yang mencurigakan 

e. Penanggulangan 

1). Memeriksa secara bo;!rkala kondisi pagar pembatas hal a man kantor 
2). Memasang papan·papan peringatan untuk umum dipagar keliling ataupun 

taman 
3). Berkoordinasi dengan petugas taman untuk selalu melaksanakan perawatan 

taman secara rutin 
4). Mengamankan TKP dan barang bukti apabi!a terjadi pencurian 

pengrusakan. menunggu pihak kepotisian gun a penyisiran lebih tanjut 

4. Pengamanan Rumah Din as I Jabatan 

4.1. Pengamanan Rumah Dinas!Kediaman Menteri 
a Obyek 

1 ). Rumah dinas/kediaman; 

2). Penghuni. 

b Subyek 
I). Kepala Biro Umum 

2). Kepala Bagian Pengamanan 

3). Kasubbag Pengaman Lingkungan dan !nstalasi 
4}. Komandan Pengamanan Dalam (Dan Pamdal). 
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c Gangguan Keamanan 
i ). Peoci.lriaO 
2). Kebakaran 
3). Penganiayaan 
4}, Pembunuhan 
5}. Pencullkan 
6}. Teror 

d Penceg<:han 
1). Melakukan pengamanan Menlerl dan Keluarganya selama berada di 

ked!aman 
2). Menyeleksf tamu yanQ berkunjung dan pelugas·n~elaKukan koordlnasi 

denganADC, Unluk memastikan diterirna alau Udaknya tamu tersebut 
3). Setiap tamu wajib mengisi buku daflar tamu 
4). Memban!u kelancaran ke!uar masuk kendaraan rnenteri dan keluarganya 
5). Metekukan pengtK:ekan secara rutir. sekitar kediaman. ha.laman besor.a 

kendaraan 
5}. Membuka dan menutup pintu gcrbang sesuaikebutuhan 
7). MenyalaKandan memalikan lampu seidtarhalaman 
B). Mcngisi buku jumalhalianpadaseti:ap kegiatanyang dilakukan 
9}. Mener\ma dan menyampaik.an te!epon 
10). Mengawasi pek.erja dlkediaman dan meminla kartu identi!as apabila adenya 

peke~aanflsik 

11). Melaksanakan koordinasi dengan pk1 apabila terjadi pemedaman lislrik 
secara tiba·l'ba 

12). Melakukan lindakan pertama secara cepatdan tepatapabila tefjadi gangguan 
keamanan dan 59gera melaporkan kepada pimpinan pengamM.an misalnya. 
pencurian, maiilampu dan bahaya lainnya 

13}. Menjaga kebersih;m pos jaga dansekllarnya 
14). Melakukan koordinasi dengan polsek setempa! 

e. Penanggulangan 
1. Pencurian/Penganiayaan/Pembunuhan/Penculikan 

a). Melakukan pemeriksa.a n langsur..g ketempat ~ejadian pentara (TKP). 

f
c. 

;. 
' 

' 

I 
h). Mengamankan TKP dan pelaku untuk mempermudah proses 

pemer!ksaan. 
c). Proses sellap perisliwa pencmian yang leljadl dengan membuat 00n1s 

acara. 
d}. Lapontan secara lengkap, didukung falda dan data secara kronologls 

pelistivJa peltCurian kepada pimpinan dengan tembusan kcpada Kepala 
Biro Umum Departemen Hukum dan HAM Rl. 

e). Apabik~ dipOOukan tindakan lebih lanjut, maka segere dlterusk.an kepada 
pillakpenjidik POLRI 

2. Kebakaran 
a). Mernas!li<andan mencari titikapi 
b:). Mer~glnforrnasikan kepada seturuh penghuni rumah dlnaslkediaman 
c). MengevakuastpersonU 

4.2. Pengamanan Rumah Din as I Kediaman Pejabat Esse!on I 
a Obyek 

1). Rumabdinasfkedlaman; 
2). Penghuni. 

b SubyP.k 
1), KepalaBil1l Umum 
2). KepalaBagitmPengamanan 
3). KasubbagPengaman Lingkungandan lnstalasi 
4). Komandan Pengamaoan Dalam (Dan Pamdal), 

c Gangguan Keamanan 
1 ). Pencurian 
2). Kebakaran 
3). Penganiayaan 
4). Pembunuhan 
5). Pencullkan 
6). Teror 
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b) Apabila terjadi kemacelan ataupun gangguan lainnya, petugas harus segera 
mengambillangkah-langkah untuk menanggulanglnya. 

c) Sesudah jam knntor tidak ada kegiatan kanlor lagi, petugas mematikan Panel Lift. 
d) PPT berkewajiban memeriksa ulang Lift yang Ieiah dimatikan oleh Petugas Lift 

dan apabila masih hal-hal yang menurut pendapatnya kurang aman agar segera 
mengatasi. 

5). Tabung Pemadam Kebakaran, disebutTPK. 
c.) Tabung Pemadam Kebakaran harus jelas tempatnya diseliap lantai dan ruangan; 
b) Letak Tabung Pemadam Kebakaran harus dapat d"tketahui oleh para Pejabatdan 

Pegawai; 
c) Semua Pejabat dan Pegawai harus dapatmempergunakan TPK. 

6). PPLRIPPB dltunjuksecara bergiiiroleh Pejabat y;mg paling senlordi lingkungan 
lantaifblok yang menjadi wewenangnya. 

7). Pengamanan lantal dan ruangan tidak dapat dibenarkan untuk diserahkan 
kepada Petugas Cleaning Service. 

8). Penerimaan Tamu: 
a) Setiap ta:nu harus mendaftarkan dirllebih dahulu pada Pe\ugas Penerima Tamu; 
b) Yang dapat diterima adalah tamu untuk kepentingan dinas, namun untuk 

kepenlingan pribadi yang sifatnya penting lidak d"rtutup kemungk"man untuk 
diterima setelah lebih dahulu disele~si oleh Petugas Penerima Tamu. 

9). Lembur: 
a) Kerja lembur hanya dapat dilaksanakan alas instruksi Pimpinan Kantor atau Unit 

Pelaksana Tekn is yang bersangkutan; 
b) Pimpinan kelompok yang melakukan ke~a lembur berlanggung jawab alas 

pengam<~nan dan ketertiban lantai dan ruangan yang berangkutan sebagaimana 
kelentuan \ersebut pad a angka 3 di at as. 

'. 

I 
i 1 0). Pimplnan Kantor dan Unit mengadakan Latihan Peningkatan Kewaspadaan 

untuk mengujl kesiapan dan kecepatan para pegawal dalam mengatasl keadaan 
bahaya a tau kebakaran. 
Latihan Uji·Coba secara teratur agar dilakukan terhadap saran2 dan prasarana 
pemadam kebakaran yang tersedia pada masing-masing Unit Ke~a alau lnstalasi. 
Masing-masing Pimpinan Unit dan Kantor agar meningkatkan pengawasan tekni atas 
pernasangan instalasi listrik dan inslalasi pemadam kebakaran. 

11 ). Pedoman pelaksana ini agardilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 
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c Gan~guanKeamanan 

1J. P'2rtCUri:llin 
2), Kebakaran 
3}. Penganiayaan 
4). Pembunuhan 
5). Pencullkan 
6). T•ror 

d Pencegahan 
1). Melakukan pengamanan Mentert dan Keluarganya selama betada di 

kedial'flan 
2). Menycleksi tamu yang berkunjung dan petugas.'melakukan k001dinasi 

dengan ADC. Untuk memastikan dilerima a tau lidaknya tamu fefsebut 
3). Sctiap lamu wajib menglsi bukudafiartamu: 
4}. Membanlu ke!ancaran keluarmasuk kendaraan menterldan keluarganya 
S). Melekukan pengeceka.'\ secara rurtr. sekilar kediaman, hal~man oescrta 

kendaraan 
S). Membuka dan rnenutup pintu gerbang sesuai kebutuhan 
7). MenyalaRandanmematikanlampusekitarhalaman 
8). Mengisi buku jtlmal harlan pada seliap kegiatan yang di!akukan 
9). Menerima dan menyampaikan !elepon 
10}. Meogawas·l peke!ja dikediaman dan memln!a kartu '1denrrtas apablla adanya 

pekerjaan fisik 
11). Melaksanakan koordinasi dengan pin apabila lerjadl pernedaman ~strik 

sscara Uba-liba 
12). MelakukenliMakan pertama secara cepat dan tepat apabila le~adi gangguan 

keamanan dan sP..gera malaporkan kepada pimplnan pengamanan misalnya. 
pencurian, mali!ampudan bahaya lainnya 

13). Menjaga kcbersihan pos jag a dansek~amya 
14). Meiakukan koardinasl dengan polsek setempal 

c. Penanggulangan 
1, PencurianiPenganiayaan/PembunulianiPcn culittan 

a). Melakukan pemeriksaanlangsungketempal keJadian perkara (TKP). 

b}. Mengamankan TKP dan pelaku untuk mampermudah proses 
pemeriksaan. 

c}. Proses satiap peristiwa pencurian yang t~~ad! dengan membuat !:>erlta 
acara. 

d). laporkan secara !engkap, didukung fakta dan data socara l:r®ologis 
perisltwa pc11curian kepada pimpinan dengan tembusan kepada Kepala 
8iroUmum Departemen Hukumdan HAM Rl. 

ej. Apabila dipertukan tindaKan V:bih lanjut, makasegera d~eruskan kepada 
pihak pen~dik PO\.RI 

2. Kebakaran 
a). Memastii<andan rnencaritllik api 
b). Menglnformaslkan kepada seluruh penghuni rumah dinas./kediaman 
c). Mengevakuasi personil 

4.2. Pengamanan Rumah Oinasf KedlamanPeJabat Esselon l 
a Obyek 

1). Rumahdinaslkedlaman; 
2), Penghuni. 

b Subyek 
1). Kepa!aBimUmum 
2). Kepa!a Bagian Pengamanan 
3}. Kasubbag ~ngaman Lingkungan dan lnsta!asi 
4). KomandanPengamanan Dalam(DanPamda!). 

c Gangguan Keamanan 
Pencufian 

2). Kebakarao 
3). Penganlayaan 
4}. Pembunuhan 
5). Penculikan 
6). Teror 
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d. Peneegaban 
Melakukan pengamanan Penhunl dan Ke!uarganya se!ama berada di 
kedlaman 

2). Menye!eksi lamu yang berkunjung Can pefugas:meJakukan koordinasl 
denganAOC, Untuk memasilka!l dlterima a!au tidaknya tamu tersebut 

3). Setiap tamu wajib mengiSi buku daffar lamu 
4). Membanlu ke!ancaran keluar masuk kendaraan menterl dan ke!uarganya 
5), Me!akukan pengerekan secara rutin sekltar kerliaman, halaman beserta 

kendaraan 
6). Membuka danmenutup pilltu gerbang sesuai kebutuhan 
7). Menyalakandan memaUkan tampu sekitarh<~taman 
8). Menglslbukujumalharianpadasafiapkeglalanyang<lllakukan 
9). Menerima dan manyam~ik.an telepon 
10).Mengawasi pekerja dik.ediaman dan rnemfnta kartu lden~tas apablla adanya 

peke~aan fisik 
11).Melaksaookan koordinasi dengan PLN apabila lerjedl pemedaman lisLik 

secamtlba·tlba 
12). Me!akukan tindakan pertama secara ccpatdan tapatapabila teljadl gc;ngguan 

kearnanan dan segera melaporkan kepada plmpinan pengamanar. misalnya, 
pen'curian,mali lampudan bahaya lainnya 

13). Menjaga kebersihan pos jagaQan sekltamya 
14). Melakukai1 koordinasi dengan polseksetempat 

· e. Penanggulangan 
1. Pencurian/Penganiayaan/PembunuhanfPenculikan 

a) Melakukan pemeriksaan langsung ketempatkejadian perkara {TKP). 
b) Mengarnankan TKP dan pelaku untuk mempermudah proses 

pemeriksaan. 
c) Proses setiap peristiwa pencurian yang te~adi dcngan membuat beri\a 

acara. 
d) Laporkan secara lengkop, didukung fak\a dan data secara kronologis 

perisliwa pencurian kepada plmpinan dengan tembusan kepada Kepala 
Biro Umum Depa.r1emen Hukumdan HAM Rl. 

e) Apabila diperlukan lindakan lebih lanju!, maka seger3 d"eruskan kepada 
~hak penyidik POLRI 

2. Kabakaran 
a) Memastikandan mencaritib"k api 
b} Menginformasikan k:epada seluruh penghuni rumah dinaslker:Haman 
e) Mengevakuaslpersonil 

U. P~amanan Rumah Oinas lKediaman Para tt .epal<~: KantorWilayah 
a Obyek 

1). Rum3h dinaslkedlamarr, 
2). PenghunL 

b Subyek 
1). Kepala Baglan Umumll'.abag TU; 
2). KasubbagKeuangandanRumahTangga/KasubbagTUIKasubbagUmum: 
3), KaurUmum/Kasubs!e Pengamanan dan Pengelolaan; a tau 
4). Koman dan P>ngamanan Daom (Dan Pamdal). 

c. Gangguan Ke<Jmanan 
1). Pencurian 
2). Kebakaran 
3). Penganiayaan 
4). Pembunuhan 
5). Pencul'lkan 
6). Teror 

d. Pencagahah 
1f. Subyek menglngatkan pad a obyek unluk melakuk.an kewaspadaam dengan 

cara memberilahukan aga1 selesai beke8a semua alat su.rat·StJratdirapikan, 
dlsirnpan dan dlmasukan kedalam almarii laci dan dikuttci yang rapal. 

2}. Subyek melakukan kcgiatan pengecekan ruang Kantor, sehingga tidak 
terdapa! barang-barang berserakan diatas rneja, lalu ruangan dikum)i yang 
rapat 

3). Selama bekerja, seliap subyek harus waspada dan mengawasi tamu yang 
sedang belilunjung keruangannya_ 
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4). Setiap subyek yang berada di pes penjagaan, wajib mengenali setiap orang 
yang keluar masuk kantor dan wajib menegumya apabil~ terlihat tanda-tanda 
mencurigakan. 

5). Mengawasi setiap- pegawai yang bekerja lemburdan bermalam di kantor; 
6). Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pegawai yang keluar 

kantor pad a saatjam kerja; 

e. Penanggulangan 

1. Pencurian/PenganiayaanfPembunuhan/Penculikan 
a). Melakukan pemeriksaan langsung ketempat kejadian perkara (TKP). 
b). Mengamankan TKP dan pelaku untuk mempermudah proses 

pemeriksaan. 

c). Proses setiap peristiwa pencurian yang te~adi dengan membuat berita 
acara. 

d). Laporkan secara lengkap, didukung fakta dan dala secara kronologis 
perisliwa pencurian kepada pimpinan dengan tembusan kepada Kepala 
Biro Umum Departemen Hukum dan HAM Rl. 

e). Apabila diperlukan tindaktm lebih lanjut, maka segera diteruskan kepada 
pihak pcnyidik POLRI 

5. Pengamanan lnstalasl 

79 

A Pengamanan lnstatasl Listrik 
a. Obyek 

1 ). lnstalasi listrik 
2). GeneratorSet(Gense\) 

b. S1.:byek 

1 ). Kepala Bagian Pengamanan/Kabag Umum/Kabag TU; 
2). Kepala Subbagian Pengamanan Lingkungan dan lnstalasi/Kasubbag Urusan 

Dalam 
3). Kepala Bagian Rumah Tangga/Kasubbag TU/Kasuhbag Umum; 
4). Kaur Umum/Kasubsie Peng:;~manan dan Pengelolaan; a tau 
5). Komandan Pe11gamanan Dalam(Dan Pamdal). 

:;;, 
'i: 
ff' 

c. Gangguan keamanan 
1 ). Pemadaman langsung oleh PLN. 
2). Hubungan arus pendek. 
3). Kebakaran akibat huhungan arus pendek. 

d. Pencegahan 
1). Melakukan kontrol secara bargilirdan herkala terhadap instalasi I panellisbik. 
2). Menginformasikan kepada seluruh pegawai untuk mematikan lampu dan alai 

elektronik sebelum meninggalkan !em pal keija. 
3). Mengontrollistrik diseluruh ruangan dan memalikan lampu yang sudah ~dak 

digunakan terutamadiluarjam kantor. 

e. Penanggulangan: 
1. Akibatpemadaman oleh PLN: 

a). Segera menghidupkan genset dan atau penerangan cadangan 
sejenisnya. 

b). Menghubungi PLN. 
c). Menggontror liftuntuk memastikan ada a tau tidaknya orang yang teijebak 

di dalamnya. 

2. Akibathubungan arus pendek (konsleling): 
a). Segera memalikan panel listrik. 
b). Mencari sumb~r konsleting. 
c). Menghubungi petugas teknisi !istrik. 

3. Kebakaranakibatkonsleting:a). 
a). Gunakan sarana pemadam kebakaran yang tersadia secara efektif dan 

efisien. 
h). Matikan secepa\ mungkin kobaran api selagi masih kecil sebelulil 

merambat ketempatlain. 
c). Malikancentral aliran listrik. 
d). Tutup dan amankan temp<Jt kejadian kebakaran (TKK). 
e). Awasi orang-orang yang IJerada ditempat kejadian kebakaran. 
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f). Hi!ldarkan rasa prm:k pada pesawai saat evakuasi meninggelkan 
gedung!kantor yang !erbakar, 

g), Se!amat!mn orang dan barang yang pertu segera mendapatkan 
perlolongan. 
Lakukan koordinaSi dengan instansi terkalt seperti rleng<Jn Dinas 
Pemadam Kebakaran setempal dan aparat TN!JPOLRL 

i). Laporkan kronclogls kejadian dengan fa!da dan data yang ada kepada 
pimpinan dengan tembusan Pusat Pengamanan inta!asl Oepartemen 
HukumdanHAMRI. 

S Pengamanar.lnstalasl Telekomont!<.asi 
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a. Obyek 
Jaringan telekomunikasl dan Komunlkasi 

b. Subyek 
1 ). Kepala Baglan Pengamanan!Kabag Urm.Jm!Kabag T\1; 
2). Kepala Subbagian Pengamanan Ungkv•"lgandan lns!alasi!Kasubbag Keuangan 
3). dan Rumah Tangga/Kasubbag TUfKasubbag Umum: 

4). KaurUmumll<asubsle Pengamanan dan Pengelofaan;atau 
5}. KomamJan Pengamanan Oalam (Dan Pamdal). 

c. Gangguan: 
1 ). Terputusnya saluran telepon. 
2). Gangguan telepon gelap. 
3). Penyadapan tt>tepon. 

d. Pencegahan: 

1). Mengonlfoljaringanlelepon. 
2). Menggunakan pesawatlelepon yang dilengkapi denganalalperekam. 
3). Penggunaan sislem pembalasan pemakaian. 

e, Penanggofangan: 
1). Menghubungipetugas Telkom setampat 

2). Mencata!, merekam dan melaport<an 1sl atau pesan penelpon gelap l<epada 
a!asan. 

3). Menghubungl loJpoisian. 

C Pengamanan fnstalasl Uft 
a. Obyek 

1). Lift 

~. Subyek 
1). KepalaBagO!l Peng""""an/Kabag Umum/Kab'l) TU; 
2). KepalaSubbagian Pt:ngamanan Lingkungandan lnslalasl/Kasubbag Keuangan 
3). dan Rumah TanggaiKasubbag nJ/Kasubbag Umum; 
4). Kaur Umum!KastrbsfePengamanan dan Pengefolaan; atau 
5). Komandar1 Pengamanan Oa!am(Oan Pamdal}. 

c. Gangg!Jan keamanan: 
1). Sabolase; 
2). Pemadarnan listrik. 

d. Pencegahan: 
Melakukan pengecekan terhadap Jampu, slrkulas1 udara , AC dan speaker pacla lift 

e. Penanggulangan: 
1). Melalrukanevakuasitemadaporangyangleljebakdidalamlm. 
2). Menghubungl petugaslleknisilill. 
3). Mengarahkan pegawai atau orang lmtuk rnenggtJnakan tangga darural 

0 Peng:!manan lnstabsiAlr 
a. Obyek 

1}. lnstaiasiair, 
2}. Tempatpenarnpunganair. 
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b. Subyek 
1). Kepa!a Bagian Pengamam.~:niKabag UmumiKabag iU; 
2}. Kepa!a Subbaglan Pengamanan Ungkungan dan lnstalasiiKa Subba!.J Un. . .*san 

Dalam 
3). KepalaBagian Rumah 'Jangga/Kasubbag TlJJKasubbag Umom; 
4), Kaur UmumJKasubsic Pengamanan dan Pengelolaan; atau 
5/. Komandan?engamanan Da!am (Dzn Pemdal). 

c. Gangguanko.amanan: 
1), Konsleiing listrik. 
2). Genangan alrdi !antai·lantaL 
3), Kerusakandokuman. 
4}. Keru.sakansaranadanprasarana. 
5). 5abotaoo berupa penoomaran air berslh. 

e. Peneegahan: 
1 ). Mengontrol jaringan air. 
2). MemasUkan posisl kran airdalarn keadaan tertulup. 
3}. MengawaSi orang yang menwrigakan yang berado dlsekitar sumber all' bersih, 

E. Tata Cara Pengamanan Dan Ketertiban: 
1). GedongBertlngkat: 
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a.) Pada sel.iap lanrai ditunjuk sacara bergili; seorang petugas yang disebut 
'PETUGAS PENGAMANAN !.ANTAl DAN RUAN<J ', dlsebul PPLR yang, 
bertugas metaksanaka.n pengawasao lerhadap kebelihan, katertiban, dan 
keamanan lantai dan ruaogan. 

b) PPLR bertewajiban mengingat~n seluruh Pejabat dan Pegawai untuk 
menghentikan kegialan ke~a nd1n menje1ang tult.lp kant« ataojam kefja berakhir 
dan selanjtrtnya waktu yang tersisa 30 menit d~rgunakan oleh Pejabat dan 
Pegawalun!uk: 
(1). Merapikan sura!-sural dan dokumen scrta menyimpannya dMemarHemari 

yang telah ditenluk:an; 
(2). Mengunci lemarl·lemari, laci. brankas<ianlaln sebagainya: 
{3). Mef19hancurkan!mcm:Isnahkan sural-sura! dan kertas-kertas yang tidak 

diperlukan lagi; 

(4 ). Memeriksa kelengkapan inveo!aris kantor seportl : mesin tik dan peralatan 
kelja lainnya; 

(5). Memeriksa asbak dan tempaHempa\ sampah dari sisa-slsa pun!ung rokok 
yang masih manya!a; 

(6). Memalikan lampu ruangan, AC dan kran-ll;ran air sebelum menitlggalk.an 
ruangan masl"lg-masitlg. 

::} PPLR mafakukan peme:riksaan ulang terhadap pelaksanaan pengamanan yang 
d~akukan oleh Pejabat dan Pegawai dengan cara meng~l fonnuUr pemerlksaan 
ulang yang telah tersedia. 

d) Setelah PPLR meneUtllanlai dan ruangan lersebut sudah te/tib, rapi, bersffi dan 
amao, maka pelt.lgas menandaiangani forrt'luliryanq telah diisi dan rrienyerahkan 
ker;ada Pike\ 1\eBmanan, uniuK kemudlan pada keesokan harinya Pikel 
Keamar.an menyerahkan kepacla Bagian Keamanan atau yang menangani 
urusan keamanan. 

2). Gedung Ttdak Bertl,gkal 
a) Pad a seliap Blok bangunan ditunjuk secara berg1!1rseorang petugas yang disebut 

Pelugas Pengamanan Blok, dlsebut PPB. 
hJ Pelaksanaan pcngamanan dan ketertlban mengikuti 1\etentuan yang berlaku bagi 

gedung belingkat 

3), lnstalasllistrlkdan C!esel; 
a) Untuk pengamanan lnstalasi lislrik <:litunjuk secara beryllir setiap hari seorang 

pijtugas yang dtsebvt PIKET PETUGAS l'EKNIK disebul PPT. 
b} Sesudah jam Kantor, PPT bertugas memaUkao !ampu4ampu, kipa$ angin,AC dan 

pemfatan 1/sbik lainnya, terk:ecuart lampu-lampu yang harus tetap dlnyalakan di 
!empat-tempa! tertentu pada malam hari. 

c) Pada W3ktu lerjadl gangguan/pemadaman aliran lls\rik PLN PPT berlugas 
menyarakan, mengawasl dan mencatal hal-hal yang be!'l«maan dangan 
belre~anya diesel. 

d) Selslah aliran llstrlk PLN menya!a kembaft, PPT segera mematikan diesel dan 
kemudian memefiksa ulang keadaan diesel yang apab!la s:udah vakin bahwa 
keadaannya aman, maka PPT dapat meninggalkan tempal terse but. 

4). lnstafasi Lift: 
a) Untuk. gedung yang menggunakan sarana fiff haws ada petugas yang menjaga 

se:ta mongawasllift. 
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b) Apabila le~arli kemacetan alaupun ganggoao iainnya, pelugas horus segera 
mengambll !angl\ah-la ngka.'l untuk menanggulanginya, 

c) Sesudahjam kAnlorfidakade kegia!an kantorlagi, pelugas memalika11 Panel Lirt. 
d) PPT berk"'wajiban rnemeriksa ulang Lift yBng telah 'C!imatikan Qleh Pelugas Lift 

dan apab!la masih hal-ha! ya~ menurut pendapatnya kurang aman agar ~era 
mcngatasL 

5). ·rabung Pcmadam Kebakaran,disebutTPK. 
u) Tabung Pemadam Kebakaran harus]elas tempalnyadrsetiap lantai dan ruangan; 
b) Letak TaLung Pemadam Kebakamn harus dapal diketahui oleh para Pejabat dan 

Pega:wai; 
c) Semua Pejabat dan Pegawai harus dapat mempergunakan TPK 

6 ). PPLRIPPB ditunjuk;secara bergilir olch Pe]abat yang paling senior di lingkungan 
lalltalfblokyang menjadi wewenangnya, 

7). Pengamanan lantal dan ruangan Udak dapat dibenar.kan untuk dlserahkan 
k>Gpada Pefugas Cl~ningService. 

8). Penerlmaan Tamu: 
a) Setiap tamu harus mendaflarkan diri lebih dahulu pad a Petugas Penerima Tamu; 
b} Yang dapat d1terirna adala:h tamu untuk. kapenllngan dinas, namun unluk 

kepenUngan pribad'i yang sifatnya penflng Udak ditutup kemungkinan unluk 
diterimaselelah lebih dahulu dfseleksl ole!l Petugas Pene~ma Tamu. 

9). Lembur: 
a) Kelja lembur hanya dapal di!aksanakan atas lnstruksi Pimpinan Kantor atau Unit 

Pelaksana Teknis yang bcrsangkulan: 
b} Plmpinan kelompok yang mefakukan keP,a lembur bertanggung jawab atas 

penga!TV'Inan den ketertiban!antal dan ruangan yang benmgkutan sebagaimar1a 
ke!en!Uan tersebut pada angka 3di atas. 

1 0}. Pimpinan Kantor dan Unit me:ngadakan Latihan Peningkatan Kewaspadaan 
untukmengujl kesfapan dan kecepatan para pegawal dalam mebgatasl keadaarr 
bahaya ataukebakaran. 
latihan Ufi..COba secara teratur agar dilakukan terfladap saram~ dan prasarana 
pemadam kebakaran yang tersedia pada masing·masing Unit Ke~a atau lnstalasi. 
Masing-masing Pimpinan Unit dan Kantor agar.meningkalkan pengawasan tekni atas 
pemasangan insralasi lislrik dan instalasi pemadam kebakaran. 

11). Pedoman pelaksana lni agardilaksanakan d&ngan penuhtanggungjawab. 
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